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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

ahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaaan 

kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)  2005 – 2025.  

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan 

melalui reformasi birokrasi. Amanat tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 yang menetapkan bahwa reformasi 

birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional. 

Gambar 1 : Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman 

pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah 

Agung. 

 

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga Negara yang 

ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana reformasi birokrasi percontohan dengan 

Kemeterian Keuangan, BPK dan Kementerian PAN. Penetapan Mahkamah Agung sebagai 

proyek percontohan reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-

M 
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badan peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta. 

Gambar 2 : Gedung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 

Posisi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Ibukota Negara diharapkan  bisa menjadi project 

atau etalase performance peradilan tingkat Banding dan peradilan tingkat pertama  se-

Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan 

reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih 

memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya 

website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan. Salah 

satu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang sarana dan 

prasarana adalah gedung kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik 

Pemerintah Daerah  Provinsi DKI Jakarta, dan pengembangan/pembangunan  gedung 

kantor Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur.  Selain itu keterbatasan terhadap 

ketersediaan alat pengelolaan data untuk  mendukung pemantapan e-governance, 

keterbatasan kuantitas dan kualitas,sumber daya manusia dan keterbatasan budget yang 

ada.  

 

Namun demikian, dengan culture yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta,  senantiasa berjuang untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung terwujudnya visi dan misi 

Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se 

DKI Jakarta.  
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Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 telah menetapkan arah kebijakan dalam 

mendukung peningkatan kinerjanya dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta dengan 

memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang  memadai termasuk 

modernisasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan tehnologi informasi,   dan 

terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang  jumlahnya mencukupi, 

professional dan berkualitas serta ketersediaan anggaran yang memadai.  

 

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama  se DKI Jakarta telah mempunyai website sebagai sarana penunjang 

kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. Dalam hal penyiapan sarana dan 

prasarana yang memadai harapannya dapat segera tersedianya gedung kantor Pengadilan 

Tinggi Agama dan gedung kantor  Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sesuai prototype 

 dan peningkatan sarana prasarana pendukungnya,   menetapkan prioritas optimalisasi 

pelayanan masyarakat pencari keadilan, peningkatan sarana dan prasarana kinerja, 

maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi.  

 

A. Visi dan Misi 

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua 

atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah 

eksitensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap 

sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan lagi, namun 

disamping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah 

satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat 

pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan  Misi Mahkamah Agung. 

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta menetapkan  VISI yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta yang Agung”. 

 

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan 

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

 

 

 

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi. 
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2 .Meningkatkan  kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan  pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan terbtib administrasi dan menajemen peradilan yang efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana, prasarana, dan yang proporsional. 

 

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut,  diperlukan suatu penelahaan mendalam 

atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta 

penyusunan program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta  menyusun Laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan 

agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian , evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus 

memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di DKI Jakarta, 

karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama Jakarta yang prima. 

 

B. Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2010-2014 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu kawal depan Makamah Agung 

meskipun hanya mempunyai yurisdiksi di 5 (lima) Pengadilan Agama,  namun karena 

kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI  Jakarta di 

Ibukota Negara, sehingga menjadi acuan dan standar kinerja bagi peradilan lainnya, 

maka sudah barang tentu beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang berkaitan 

dengan pembangunan system kerja yang ideal, pembinaan peningkatan sumber daya 

manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan  sarana  dan prasarana  pendukung 

kinerja  dan ada anggaran yang memadai,  sehingga terciptanya pelayanan prima bagi 

semua masyarakat pencari keadilan. 

Sesuai rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2010-2014, Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 menetapkan arah kebijakan peningkatan sarana dan 

prasranan kinerja yang lebih memadai dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur 

peradilan yang profesional serta terealisasinya transparansi atau peradilan yang modern. 

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah mempunyai website sebagai sarana penunjang 

kemudahan untuk memperoleh layanan informasi serta beberapa Pengadilan Agama 

telah mempunyai bangunan gedung Prototip.                                                          

Dalam  mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta masih 

menetapkan prioritas penyediaan/pembangunan  gedung kantor yang sesuai prototype, 

peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan gedung, optimalisasi pemanfaatan 

Teknologi Informasi sebagai program prioritas, serta tersedianya sumber daya manusia  

yang berkualitas dan kuantitasnya mencukupi,  serta anggaran yang memadai bagi 
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Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, yaitu 

Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama 

Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat. 

 

1.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

A. Kekuatan (Strength) 

1. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai hubungan baik dengan 

pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta. 

3. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan 

mutasi) pegawaim. di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta selaku Pengadilan Tinggkat Banding yang mempunyai 

kedudukan yang sama dengan empat Lingkungan Tingkat Banding yang lain. 

 

 

B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat 

dirinci dalam beberapa aspek : 

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Beragam/Kompleksitas perkara yang diajukan Pada Tingkat Banding, 

sehingga Hakim-Hakim yang ditempatkan harus mempunyai intensitas, 

kapabilitas dan professional. 

 Belum memiliki standarisasi mekanisme dan evaluasi yang dapat 

mengukur kepuasan masyarakat dari pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan. 

 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk 

merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan. 

 Rekrutment PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan 

kompetensi/kemampuan kerja yang dibutuhkan, serta jumlahnya terbatas. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Belum adanya standarisasi pemeriksaan dan pengawasan yang 

komperenshif pada semua lini.  

 Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi 

Informasi. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Management. 
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 Belum terselesaikannya pembuatan aplikasi system management perkara 

berbasis Teknologi Informasi. 

5. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan        

Anggaran yang terbatas. 

 

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

 

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang 

terdapat dalam SIADPA dan SIADPA PLUS. 

 Adanya kemudahan mengakses Informasi apapun dari Mahkamah Agung 

dan Lembaga lainya. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

 Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai Motivasi dalam peningkatan 

kinerja. 

 Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

 Adanya kemudahan mencari Narasumber yang kafabel dalam melakukan 

bintek di tempat kerja dari Mahkamah Agung. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 

untuk Internal maupun External ke Pengadilan Agama se-wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

 Adanya pembinaan koordinasi rutin yang dilakukan di Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dan Jajaranya. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Mangement Peradilan. 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana. 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta, berupa Internet, website pengadilan, Aplikasi pelaporan 

online, Aplikasi system Informasi Administrasi Peradilan Agama berbasis 

web dan aplikasi system informasi administrasi perkara Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta berbasis web (walau belum optimal). 

C. Tantangan Yang Di Hadapi (Thereats) 
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Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang akan dihadapi dan 

harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang 

di harapkan. 

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan jasa pengguna pengadilan. 

 Belum terselesaikanya pembuatan Jaringan/Line yang terintregasi dengan server 

terpadu. 

2. Aspek Sumber Daya Adaptur Peradilan. 

 SDM di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum seluruhnya memahami Visi dan 

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol kinerja Peradilan. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan. 

 Adanya pemahaman yang belum standar berkas banding, sehingga pengiriman 

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering 

membutuhkan waktu lebih lama. 

5. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran. 

 Anggaran, Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan kebutuhan. 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun 

dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

adalah, sebagai berikut : 

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kekuasaanya terpenuhi. 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan keadilan. 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 5 (lima) Pengadilan 

Agama dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

untuk dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 

2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 

2. Peningkatan kualitas keputusan hakim. 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

4. Peningkatan aksestibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice). 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.  

7. Peningkatan kualitas SDM.   

 



BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) 

 

erdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2009 dan Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, 

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum  dan Peradilan Tata 

Usaha Negara dan Peradilan  Agama  ke  Mahkamah  Agung  RI,  dengan demik ian  

pembinaan Pengadilan  Tinggi  Agama Jakarta berada di bawah  Mahkamah Agung RI. 

 

1. TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai “voorpost”/kawal depan Mahkamah Agung 

RI, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 

1) Tugas Pokok 

 

Tugas  Pokok  Pengadilan  Tinggi  Agama  sebagaimana diatur dalam  Undang- 

undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 51 bertugas dan berwenang mengadili perkara 

yang menjadi  kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. 

Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan 

terakhir  sengketa  kewenangan  mengadili  antar  pengadilan  Agama  di  daerah 

hukumnya. 

 

2) Fungsi 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

 

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- 

perkara   yang   menjadi   kewenangan   Pengadilan   Agama  dalam   tingkat 

banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa 

kewenangan  mengadili  antara  Pengadilan  Agama  di  daerah  hukumnya.” 

(vide: pasal 49, 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 

3 Tahun 2006); 

 

B   
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b.  Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan  dan  petunjuk 

 kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik 

menyangkut  teknik  yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum,  perlengkapan,  keuangan,  kepegawaian,  dan  pembangunan.  (vide: 

pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 

3 Tahun 2006); 

 

c.  Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan  tingkah   laku  Hakim,  Panitera,  Sekretaris,  Panitera  Pengganti,  dan 

Jurusita/Jurusita  Pengganti  di  daerah  hukumnya  serta  terhadap  jalannya 

peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan 

seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan  (2) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: 

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman); 

 

d.  Fungsi  Nasehat,  yakni  memberikan  pertimbangan  dan  nasehat  tentang 

hukum  islam  kepada  instansi  pemerintah  di  daerah  hukumnya,  apabila 

diminta. (vide: pasal 52 ayat  (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006); 

 

e.  Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, 

dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 

teknis peradilan dan administrasi peradilan; 

 

f. Fungsi lainnya: 

 

a) Pelayanan penyuluhan  hukum pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 

(vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991); 

 

b) Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang 

akan  beracara   di  Pengadilan  Agama  se-wilayah  Pengadilan  Tinggi 

Agama Jakarta. 
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2. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  pasal  9 

menyebutkan  bahwa  Susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  terdiri  dari  Pimpinan, 

Hakim  Anggota,  Panitera,  dan  Sekretaris.  Dan  pasal  10  menyebutkan  bahwa 

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil 

Ketua. 

 

Selanjutnya guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi 

menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin oleh 

seorang Panitera dan Sekretaris yang menangani administrasi umum dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan 

Panitera/Sekretaris. 

 

Susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan telah diatur 

dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/I/1993 tentang 

Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama.  

   
 

Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai tugas 

memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan 

lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Wakil 

Panitera serta sub Kepaniteraan Banding, sub Kepaniteraan Hukum dan kelompok 

Tenaga Fungsional Kepaniteraan. 

 
Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh seorang 

Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris  serta sub Bagian Kepegawaian, sub Bagian 

Keuangan dan sub Bagian Umum yang tugasnya adalah memberikan pelayananan 

administrasi secara umum (baik dibidang kepegawaian, keuangan dan surat menyurat) 

kepada semua unsur di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai gambar dibawah ini. 
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Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Se- DKI Jakarta 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  pasal  9 

menyebutkan  bahwa  Susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  terdiri  dari  Pimpinan, 

Hakim  Anggota,  Panitera,  dan  Sekretaris.  Dan  pasal  10  menyebutkan  bahwa 

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil 

Ketua. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas,  Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dibantu oleh: 

 

1.  Sub Kepaniteraan Hukum. 

Gambar 5 : Ruang Kepaniteraan Hukum 

 

Mempunyai tugas: 

 

a. Mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan; 

b. Melaksanakan sebagian tugas-tugas kepaniteraan  pengadilan; 

c. Melaksanakan kebijakan kepaniteraan pengadilan;  

d. Menghimpun data perkara, hukum dan kepaniteraan; 

e. Mengolah data perkara, hukum dan kepaniteraan; 

f. Menyusun program kerja hukum dan kepaniteraan; 

g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dan masyarakat; 

h. Melaksanakan sosialisasi hukum; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 
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2.  Sub Kepaniteraan Banding. 

Gambar 6 : Ruang Kepaniteraan Banding 

 
Mempunyai tugas: 

 

a. Menerima berkas pekara banding; 

b. Mendata berkas perkara banding; 

c. Mengetik PMH dan mengetik penetapan PP;  

d. Membuat jurnal keuangan perkara banding; 

e. Mengolah biaya perkara banding; 

f. Membuat jadwal pesidangan; 

g. Mengatur pembagian berkas perkara banding kepada majelis hakim; 

h. Mengirim   surat   pemberitahuan   tentang   registrasi   penerimaan   perkara 

banding kepada para pihak dan Pengadilan Agama pengirim; 

i. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan amar putusan kepada para 

pihak melalui pengadilan pengirim; 

j. Mengirimkan  kembali  berkas  bundel  A  disertai  salinan  putusan  kepada 

pengadilan pengirim; 

k. Membuat laporan pada tiap bulan untuk disampaikan kepada Panitera Muda 

Hukum   sebagai   laporan  bulanan  perkara  Pengadilan  Tinggi  Agama 

Jakarta; 

l. Membuat evaluasi terhadap proses jalannya persidangan; 

m. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus (arsip aktif) pada Panitera 

Muda Hukum untuk di arsipkan; 
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n. Menerima  tembusan salinan putusan kasasi yang dicatatkan dalam register 

kemudian yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum; 

o. Menerima   surat-surat   pengaduan   masyarakat   berkenan   dengan   proses 

persidangan  perkara  baik  tingkat  perkara  maupun  tingkat  banding  dan 

membagikanya kepada yang terkait berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara; 

p. Mengevaluasi dan membuat presentase kinerja hakim. 

 
 
3.  Sub Bagian Keuangan 

Gambar 7 : Ruang Sub Bagian Keuangan 

 

Mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan  program  dan  anggaran,  tata 

laksana   keuangan,  perbendaharaan,  verifikasi  dan  akuntansi,  evaluasi  dan 

pelaporan serta 

Mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran; 

b. Pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan; 

c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; 

d. Pelaksanaan urusan verivikasi dan akutansi; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 
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4.  Sub Bagian Kepegawaian 

Gambar 8 : Ruang Sub Bagian Kepegawaian 

 

Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan kepegawaian. 

Mempunyai fungsi pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai. 

 
 
5.  Sub Bagian Umum 

Gambar 9 : Ruang Sub Bagian Umum 
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Mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, urusan rumah tangga dan 

perlengkapan,  melaksanakan urusan publikasi dan pemberitaan, perpustakaan 

dan dokumentasi. 

Mempunyai fungsi: 

a.   Penatausahaan Barang Milik Negara;  

b.   Pemeliharaan Barang Milik Negara;  

c.   Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

d.  Pelaksanaan urusan publikasi dan pemberitaan; 

e.  Pelaksanaan pengolahan perpustakaan dan dokumentasi. 
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) 

 
 SOP Kepaniteraan  

1. Penerimaan Perkara 

 

Nomor SOP : 01

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perkara tidak terproses Berkas Perkara Banding

Prosedur   :

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima berkas perkara 

banding dari Pengadilan 

Agama pengaju

Sub.Bag.  Umum Kasubag Umum Berkas Perkara 

Banding

5 Menit Berkas Perkara 

Banding

2 Mencatat  surat 

pengantar berkas 

perkara banding dalam 

Buku Agenda Surat 

Masuk 

Sub.Bag.  Umum Kasubag Umum Buku surat masuk 

dan data berkas 

perkara banding

5 Menit Data surat masuk

3 Menyerahkan berkas 

Perkara banding kepada 

Panmud Banding 

Sub.Bag.  Umum Kasubag Umum buku ekspedisi dari 

bag. umum 

serahkan Berkas 

Perkara Banding

5 Menit Disposisi berkas 

masuk

4 Meneliti Kelengkapan 

berkas perkara banding

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

Berkas Perkara 

Banding

20 Menit Ceklist 

5 Mengirim surat 

kekurangan berkas 

banding kepada 

Pengadilan Agama 

pengaju.*

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding dan 

Kasubag Umum

ceklist berkas 

Perkara Banding 

yang kurang

4 Jam data kekurangan 

berkas Perkara 

Banding

*Item ini ada SOP 

khusus nomor 02.

6 Menyerahkan berkas 

perkara kepada kasir

Meja 1 Panmud 

Banding

tanda terima 

Berkas Perkara 

Banding

5 Menit berkas perkara 

banding

7 Mencatat biaya perkara 

banding .**

Kasir Panmud 

Banding

Buku Keuangan 

Perkara

20 Menit data keuangan 

perkara
**Item ini ada SOP 

khusus nomor 03

8 Menyerahkan berkas 

perkara banding kepada 

petugas meja II

Kasir Panmud 

Banding

Berkas Perkara 

Banding

5 Menit Berkas Perkara 

Banding

9 Mendaftar/ mencatat 

berkas perkara banding 

dalam buku register 

perkara banding

Meja 2 Panmud 

Banding

Buku No. Register 5 Menit Berkas Perkara 

Banding telah 

terdaftar

10 Memberi nomor perkara 

pada sampul berkas 

perkara banding

Meja 2 Panmud 

Banding

Buku No. Register 5 Menit Berkas Perkara 

Banding telah 

diberi nomor

11 Mengirim surat 

pemberitahuan 

pendaftaran banding 

kepada Pengadilan 

Agama pengaju dan 

tembusannya kepada 

para pihak perkara 

banding.***

Meja 3 Panmud 

Banding

data berkas 

pemohon untuk di 

input di SIADPA

3 Jam 50 Menit surat 

pemberitahuan 

beserta alamat 

pemohon dan PA 

Pengaju

***Item ini ada 

SOP khusus 

nomor 04.

Keterkaitan:

1. -

No Aktivitas

Pelaksana

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Dasar Hukum:

PENERIMAAN PERKARA BANDING

PENERIMAAN PERKARA BANDING

Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan

2

Peringatan

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

2
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11 Mengirim surat 

pemberitahuan 

pendaftaran banding 

kepada Pengadilan 

Agama pengaju dan 

tembusannya kepada 

para pihak perkara 

banding.***

Meja 3 Panmud 

Banding

data berkas 

pemohon untuk di 

input di SIADPA

3 Jam 50 Menit surat 

pemberitahuan 

beserta alamat 

pemohon dan PA 

Pengaju

***Item ini ada 

SOP khusus 

nomor 04.

12 Menyerahkan berkas 

perkara banding kepada 

Panitera melalui Wakil 

Panitera dengan 

dilampiri blanko PMH, 

PHS dan penunjukan 

Panitera sidang

Meja 2 Panmud 

Banding

Berkas Perkara 

Banding beserta 

lampirannya

10 Menit Berkas Perkara 

Banding beserta 

lampirannya

13 Menyerahkan berkas 

perkara banding kepada 

Ketua PTA

Staf Panmud 

Banding

Panitera Berkas Perkara 

Banding beserta 

lampirannya

5 Menit Berkas Perkara 

Banding beserta 

lampirannya

14 Membuat/ menerbitkan 

PMH.

Panmud Banding Ketua Berkas Perkara 

Banding

5 Menit PMH 

15 Menyerahkan berkas 

perkara banding kepada 

panitera

Staf Panmud 

Banding

Panitera Berkas Perkara 

Banding

5 Menit Berkas Perkara 

Banding

16 Menerbitkan surat 

penunjukan Panitera 

pengganti

Panitera Panitera Berkas Perkara 

Banding

10 Menit Surat Penunjukan 

Panitera Pengganti

17 Menyerahkan  berkas 

perkara banding kepada 

Panmud Banding

Staf Panmud 

Banding

Panitera Berkas Perkara 

Banding

5 Menit Berkas Perkara 

Banding

18 Mencatat  tanggal PMH, 

susunan Majelis dan PP 

yang ditunjuk dalam 

buku register perkara 

banding.

Meja 2 Panmud 

Banding

buku register 

perkara dan berkas 

perkara banding

10 Menit Data PMH, susunan 

Majelis dan PP

19 Menyerahkan berkas 

perkara banding kepada 

Panitera Pengganti 

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

Berkas Perkara 

Banding

5 Menit Berkas Perkara 

Banding

20 Mencatat  perkara 

banding dalam buku 

kendali  perkara 

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit Data tercatat

21 Membuat Resume dan 

Draft putusan

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

data berkas perkara 

banding

1 Hari Kerja Resume dan Draft 

Putusan

22 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Ketua 

Majelis

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

Berkas Perkara 

Banding

5 Menit berkas perkara 

beserta lampiran

23 Mencatat tanggal 

penyerahan dalam buku 

kendali

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit data tercatat

24 Menerbitkan Penetapan 

Hari Sidang (PHS)

Hakim Hakim Berkas Perkara 

Banding

10 Menit PHS
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2. SOP Kekurangan Berkas 

Nomor SOP : 02

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perkara menjadi lama Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat konsep surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas 

kepada Pengadilan 

Agama pengaju. 

Panmud Banding Panmud 

Banding

data kekurangan 10 Menit konsep surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas

2 Menyerahkan konsep 

surat pemberitahuan 

kekurangan berkas 

kepada Pengadilan 

Agama pengaju kepada 

Panitera melalui Wakil 

Panitera untuk 

ditandatangani. 

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

konsep surat 5 menit konsep surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas 

3 Menandatangani surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas 

kepada Pengadilan 

Agama pengaju

Panitera Panitera surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas

5 menit surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas 

yang telah 

ditandatangani

4 Menyerahkan berkas 

Perkara banding kepada 

Panmud Banding 

Staf Panmud 

Banding

Panitera berkas perkara 

banding

5 menit berkas perkara 

banding

5 Memasukkan surat dalam 

amplop dan 

menyerahkan kepada 

Sub.Bag.Umum.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas

10 menit surat 

pemberitahuan 

kekurangan berkas 

yang akan diberi 

nomor

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN 

KEKURANGAN BERKAS BANDING 

2

No Aktivitas

Pelaksana

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Dasar Hukum:

Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output

Keterkaitan:

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS BANDING 

Keterangan

Prosedur   :

2

Peringatan
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3. SOP Pencatatan Biaya Perkara 

Nomor SOP : 03

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data keuangan perkara tidak diketahui Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mencatat biaya banding 

dalam Buku Jurnal 

Keuangan Perkara 

Banding.

Kasir Panmud 

Banding

buku jurnal 5 Menit data keuangan 

perkara banding

2 Memberi nomor perkara 

banding

Kasir Panmud 

Banding

buku nomor 

perkara banding

5 Menit Nomor Perkara

3 Mencatat biaya banding 

dalam Buku Induk 

Keuangan Perkara 

Banding. 

Kasir Panmud 

Banding

buku induk 

keuangan perkara

5 Menit data biaya banding

4 Mencatat biaya banding 

dalam Buku Kas Umum.

Kasir Panmud 

Banding

buku kas umum 5 Menit data biaya banding

5 Mencatat biaya PNBP 

dalam Buku Penerimaan 

Hak-hak Kepaniteraan

Kasir Panmud 

Banding

buku penerimaan 

hak-hak 

kepaniteraan

5 Menit data biaya PNBP

6 Menutup Buku Jurnal 

Keuangan PerkaraBiaya 

Perkara banding setelah 

perkara diputus. 

Kasir Panmud 

Banding

buku jurnal 

keuangan perkara

5 Menit Buku Jurnal telah 

ditutup

7 Menutup Buku Induk 

Keuangan Perkara 

Banding setiap akhir 

bulan. 

Kasir Panmud 

Banding

buku induk 

keuangan perkara

60 menit Buku Induk 

Keuangan Perkara 

telah ditutup

8 Menutup Buku Kas 

Umum setiap akhir bulan.

Kasir Panmud 

Banding

buku kas umum 5 menit Buku Kas Umum 

telah ditutup

9 Menyetor PNBP ke 

rekening PNBP di Bank 

yang telah ditentukan 

setiap minggu.*

Kasir Panmud 

Banding

Surat Setoran Pajak 

(SSP) yang telah 

diinput

3 jam Surat Setoran Pajak 

(SSP) yang telah 

disetor

Keterkaitan:

Pelaksana

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

Pelaksana I

PENCATATAN BIAYA PERKARA 

BANDING 

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Mutu Buku

2

Waktu Output Keterangan

2

Prosedur : PENCATATAN BIAYA PERKARA BANDING 

No Aktivitas
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4. SOP Pemberitahuan Berkas di Terima 

Nomor SOP : 04

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat konsep surat 

pemberitahuan berkas 

perkara banding sudah 

diterima dan diregister 

oleh Pengadilan Tinggi 

Agama kepada 

Pengadilan Agama 

pengaju dan 

tembusannya kepada 

para pihak berperkara. 

Panmud Banding Panitera berkas perkara 

banding 

10 Menit konsep surat

2 Menyerahkan konsep 

surat pemberitahuan 

bahwa berkas perkara 

banding sudah diterima 

dan diregister oleh 

Pengadilan Tinggi Agama 

kepada Panitera melalui 

Wakil Panitera untuk 

ditandatangani. 

Panmud Banding Panitera konsep surat 10 Menit surat 

pemberitahuan

3 Menandatangani surat 

pemberitahuan bahwa 

berkas perkara banding 

sudah diterima dan 

diregister  oleh 

Pengadilan Tinggi Agama 

Panitera Panitera surat 

pemberitahuan

5 menit surat 

pemberitahuan 

yang telah 

ditandatangani

4 Menyerahkan surat 

pemberitahuan bahwa 

berkas perkara banding 

sudah diterima dan 

diregister oleh 

Pengadilan Tinggi Agama 

kepada Panmud Banding 

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat 

pemberitahuan

5 menit surat 

pemberitahuan 

yang telah 

ditandatangani

5 Menerima dan 

memasukkan surat 

pemberitahuan bahwa 

berkas perkara banding 

sudah diterima dan 

diregister oleh 

Pengadilan Tinggi Agama 

kedalam amplop dan 

menyerahkan kepada 

Sub.Bag.Umum.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat 

pemberitahuan

10 menit surat 

pemberitahuan 

yang telah 

diamplop

Jakarta Timur

Mutu Buku

2

Waktu

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses penerimaan perkara tidak diketahui

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN 

BERKAS PERKARA BANDING TELAH 

DITERIMA DAN DIREGISTER 

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Pelaksana I

Keterkaitan:

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN BERKAS PERKARA BANDING TELAH 

DITERIMA DAN DIREGISTER 

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

Output Keterangan

Prosedur      :

No Aktivitas

Pelaksana
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5. Penerimaan Memori Banding 

 

Nomor SOP : 05

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima memori 

banding dari Pengadilan 

Agama 

Pengaju/Pembanding  

dan mencatat dalam 

buku agenda surat 

masuk.

Staf Sub Bag 

Umum

Kasub Bag 

Umum

berkas memori 

banding

10 Menit tanda terima 

berkas memori 

banding

2 Menyerahkan memori 

banding kepada Panmud 

Banding.

Staf Sub Bag 

Umum

Kasub Bag 

Umum

berkas memori 

banding

5 Menit berkas memori 

banding

3 Membuat konsep surat 

perintah kepada 

Pengadilan Agama 

Pengaju agar memori 

banding diberitahukan 

kepada Terbanding dan 

memberi penjelasan  

bahwa Terbanding 

berhak membuat 

jawaban memori 

banding.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

berkas memori 

banding

10 Menit konsep surat 

4 Menyerahkan konsep 

surat perintah kepada 

Pengadilan Agama 

Pengaju agar memori 

banding diberitahukan  

kapada Terbanding dan 

memberi  penjelasan  

bahwa Terbanding 

berhak membuat 

jawaban memori banding 

kepada Panitera melalui 

Wakil Panitera

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

berkas memori 

banding

5 Menit konsep surat 

5 Menandatangani surat 

perintah kepada 

Pengadilan Agama 

Pengaju agar memori 

banding disampaikan 

kepada Terbanding.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat perintah 5 Menit surat yang telah 

ditandatangani

6 Menyerahkan surat 

perintah kepada 

Pengadilan Agama 

Pengaju agar memori 

banding disampaikan 

kapada Terbanding 

kepada Panmud Banding.

Staf Panmud 

Banding

Panitera surat yang telah 

ditandatangani

5 menit tanda terima 

penyerahan surat

7 Memasukkan surat dalam 

amplop dan 

menyerahkan kepada 

Sub.Bag.Umum.

Staf Sub Bag 

Umum

Kasub Bag 

Umum

surat yang telah 

diterima dari 

Panmud Banding

10 menit surat yang telah 

diamplop

Mutu Buku

Keterkaitan:

Waktu

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

Output Keterangan

Prosedur      : PENERIMAAN MEMORI BANDING YANG BELUM DIBERITAHUKAN 

KEPADA TERBANDING 

No Aktivitas

Pelaksana

2

Pelaksana I

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses penerimaan memori banding perkara 

tidak diketahui

PENERIMAAN MEMORI BANDING YANG 

BELUM DIBERITAHUKAN KEPADA 

TERBANDING 

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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6. SOP Putusan Sela 

 

Nomor SOP : 06

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 3 (S3)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014 2. Strata 2 (S2)

3. Strara 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1.*

Ketua Majelis Ketua Majelis berkas perkara 5 Menit berkas perkara *Hakim pembaca 

1 adalah hakim 

anggota 1 atau 

hakim anggota  2  

secara bergantian 

2 Mencatat tanggal 

penyerahan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1 dalam buku 

kendali  perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penyerahan berkas

3 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dalam buku 

kendali perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penerimaan berkas

4 Mempelajari berkas 

perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

berkas perkara 

banding

2 Hari Kerja data yang telah 

dipelajari

5 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 2.**

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

berkas perkara 

banding

5 Menit berkas perkara 

banding

**Hakim Pembaca 

2 adalah Hakim 

Anggota 1 atau 

hakim anggota 2 

secara bergantian

6 Mencatat tanggal 

penyerahan perkara 

dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penyerahan berkas

7 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dalam buku 

kendali perkara  perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penerimaan berkas

8 Mempelajari berkas 

perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

berkas perkara 

banding

2 Hari Kerja data yang telah 

dipelajari

9 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Ketua 

majelis

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit berkas perkara 

telah diserahkan

10 Mencatat tanggal 

penyerahan perkara 

dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penyerahan berkas

11 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dari Hakim 

Pembaca 2 dalam buku 

kendali  perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penerimaan berkas

12 Mempelajari berkas 

perkara 

Ketua Majelis Ketua Majelis berkas perkara 

banding

2 Hari Kerja data yang telah 

dipelajari

13 Menyelenggarakan 

sidang musyawarah

Majelis Hakim Majelis Hakim ruang sidang 2 Jam putusan

14 Mencatat tanggal 

persidangan dalam buku 

kendali perkara

Ketua Majelis, 

Hakim Anggota 1 

dan 2

Ketua Majelis, 

Hakim Anggota 

1 dan 2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat tanggal 

sidang

15 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1 untuk 

mengonsep putusan sela

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penyerahan berkas

1. -

2

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

PROSES SIDANG PUTUSAN SELA 

PERKARA BANDING

Dasar Hukum:

Pelaksana Mutu Buku

No Aktivitas
Output Keterangan

Prosedur        : PROSES SIDANG PUTUSAN SELA PERKARA BANDING

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Pelaksana I Waktu

2

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

Peringatan
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16 Mencatat tanggal 

penyerahan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat tanggal 

sidang

17 Menerima dan mencatat 

berkas perkara untuk di 

konsep putusan sela 

dalam buku kendali  

perkara.

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tanggal 

penerimaan berkas

18 Mengonsep  putusan sela Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

berkas perkara 

banding

7 Jam konsep putusan 

sela

19 Menyerahkan konsep 

putusan sela kepada PP

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

konsep putusan 

sela

5 Menit konsep diterima

20 Mencatat tanggal 

penyerahan konsep 

putusan sela kepada PP

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

konsep putusan 

sela

5 Menit penyerahan 

konsep tercatat

21 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

konsep putusan sela 

dalam buku kendali 

perkara.

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

konsep putusan 

sela

5 Menit tercatat 

penerimaan 

konsep putusan 

sela

22 Mengetik  putusan sela Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

konsep putusan 

sela

3 Jam putusan sela

23 Menyerahkan putusan 

sela yang sudah di tik 

kepada Hakim Pembaca  

2 untuk dikoreksi

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan sela yang 

telah diketik

5 Menit diterima putusan 

sela

24 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan sela 

yang sudah di tik kepada 

Hakim Pembaca 2 dalam 

buku kendali perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan 

putusan sela

25 Menerima dan Mencatat 

tanggal penerimaan  

putusan sela yang sudah 

di tik dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

putusan sela

26 Mengoreksi putusan sela Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

putusan sela 1 Jam putusan sela yang 

telah dikoleksi

27 Menyerahkan dan 

mencatat  tanggal 

penyerahan putusan sela 

yang sudah dikoreksi 

kepada Ketua majelis 

dalam buku kendali 

perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

putusan sela yang 

sudah dikoreksi 

dan buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan 

putusan sela

28 Menerima dan mencatat 

putusan sela yang sudah 

dikoreksi Hakim 

Pembaca 2 dalam buku 

kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan sela yang 

sudah dikoreksi 

dan buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

putusan sela

29 Mengoreksi kembali 

putusan sela yang sudah 

dikoreksi Hakim 

Pembaca 2

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan sela 2 Jam putusan sela yang 

telah dikoleksi

30 Menyerahkan putusan 

sela yang sudah dikoreksi 

kepada PP untuk 

diperbaiki

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan sela yang 

sudah dikoreksi

5 Menit diserahkan 

putusan sela

31 Mencatat tanggal 

penyerahkan putusan 

sela yang sudah dikoreksi 

dalam buku kendali 

perkara

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan 

putusan sela

32 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan  

putusan sela yang sudah 

dikoreksi dalam buku 

kendali perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

putusan sela

33 Memperbaiki ketikan 

putusan sela 

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan sela yang 

dikoreksi

1 Jam putusan sela yang 

diperbaiki

34 Menyerahkan putusan 

sela yang sudah 

diperbaiki kepada majelis 

untuk ditandatangani

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan sela 5 Menit diserahkan 

putusan sela

35 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan sela 

yang sudah diperbaiki 

kepada majelis untuk 

ditandatangani dalam 

buku kendali perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan 

putusan sela
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36 Menerima dan mencatat 

tanggal penanda 

tanganan putusan sela 

yang sudah diperbaiki 

dalam buku kendali 

perkara

Majelis Majelis buku kendali 

perkara

15 Menit tercatat 

penerimaan dan 

penandatanganan 

putusan sela 

37 Menandatangani putusan 

sela

Majelis Majelis putusan sela 10 Menit putusan sela telah 

ditanda tangani

38 Menyerahkan putusan 

sela kepada Panmud 

Banding

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan sela 5 Menit telah diserahkan 

putusan sela

39 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan sela 

yang sudah 

ditandatangani kepada 

Panmud Bandingdalam 

buku  kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan 

putusan sela 

40 Menerima dan Mencatat 

tanggal penerimaan 

putusan sela yang sudah 

ditandatangani Majelis 

dalam buku  kendali 

perkara.

Panmud Banding Panmud 

Banding

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat tanggal 

penerimaan

41 Mengirimkan  putusan 

sela ke Pengadilan Agama 

pengaju.*

Panmud Banding 

dan Sub Bag 

Umum

Panmud 

Banding dan 

Sub Bag Umum

putusan sela 3 Jam putusan sela 

dikirim
*Item ini ada SOP 

khusus nomor 07. 

42 Menerima dan 

memasukkan BAP 

tambahan dari PA 

Pengaju.

Sub Bag Umum 

dan Panmud 

Banding

Sub Bag Umum 

dan Panmud 

Banding
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7. SOP Pengiriman Putusan Sela 

 

Nomor SOP : 07

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP PROSES SIDANG PUTUSAN SELA PERKARA BANDING

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat konsep surat 

pengantar pengiriman 

Putusan Sela kepada 

Pengadilan Agama 

pengaju. 

Panmud Hukum Panitera berkas perkara 

banding

10 Menit konsep surat

2 Menyerahkan konsep 

surat pengantar 

pengiriman Putusan Sela 

kepada Panitera melalui 

Wakil Panitera untuk 

ditandatangani. 

Panmud Hukum Wakil Panitera konsep surat 5 Menit konsep surat 

diterima

3 Menandatangani surat 

pengantar pengiriman 

Putusan Sela.

Panitera Panitera surat pengantar 5 Menit surat yang telah 

ditandatangani

4 Menyerahkan surat 

pengantar pengiriman 

Putusan Sela kepada 

Panmud Banding

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat pengantar 10 Menit surat diterima

5 Memasukkan surat 

pengantar dan putusan 

selanya dalam amplop 

dan menyerahkan kepada 

Sub.Bag.Umum.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

surat pengantar 

beserta lampiran

5 Menit surat pengantar 

beserta lampiran

6 Mencatat tanggal 

pengiriman putusan sela 

dalam register perkara 

banding

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

buku register 

perkara banding

5 Menit tanggal pengiriman

Pelaksana I

Keterkaitan:

PENGIRIMAN PUTUSAN SELA KEPADA PENGADILAN AGAMA PENGAJU

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara

Output Keterangan

Prosedur    :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

2

Waktu

Jika SOP tidak dilaksanakan maka putusan sela tidak diketahui

PENGIRIMAN PUTUSAN SELA KEPADA 

PENGADILAN AGAMA PENGAJU

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    27 
  

 

 
8. SOP Putusan Akhir 

 

Nomor SOP : 08

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 3 (S3)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014 2. Strata 2 (S2)

3. Strara 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP PROSES SIDANG PUTUSAN SELA PERKARA BANDING

2. SOP PENGIRIMAN PUTUSAN SELA KEPADA PENGADILAN AGAMA PENGAJU

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1.*

Ketua Majelis Ketua Majelis berkas perkara 5 Menit berkas perkara

2 Mencatat tanggal 

penyerahan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1 dalam buku 

kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat tanggal 

penyerahan

3 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dalam buku 

kendali perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

4 Mempelajari berkas 

perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

2 Hari Kerja berkas telah 

dipelajari

5 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 2.**

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit berkas perkara 

diterima

6 Mencatat tanggal 

penyerahan perkara 

dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

7 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dalam buku 

kendali perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

8 Mempelajari berkas 

perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

2 Hari Kerja berkas telah 

dipelajari

9 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Ketua 

majelis

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit berkas perkara 

diterima

10 Mencatat tanggal 

penyerahan perkara 

dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

11 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

perkara dalam buku 

kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

12 Mempelajari berkas 

perkara

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Hari kerja berkas telah 

dipelajari

13 Menyelenggarakan 

sidang musyawarah

Majelis Majelis ruang sidang 2 Jam putusan 

14 Mencatat tanggal 

persidangan dalam buku 

monitor perkara

Ketua Majelis, 

Hakim anggota 1 

dan 2.

Ketua Majelis, 

Hakim anggota 

1 dan 2.

buku monitor 

persidangan

5 Menit tercatat tanggal 

penyerahan

15 Menyerahkan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1 untuk 

mengonsep putusan 

akhir

Ketua Majelis Ketua Majelis berkas perkara 5 Menit berkas perkara

Output Keterangan

Prosedur     : PROSES SIDANG PUTUSAN AKHIR PERKARA BANDING

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu

Jika SOP tidak dilaksanakan maka putusan akhir tidak diketahui

PROSES SIDANG PUTUSAN AKHIR 

PERKARA BANDING

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara
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16 Mencatat tanggal 

penyerahan berkas 

perkara kepada Hakim 

Pembaca 1 dalam buku 

kendali perkara

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat tanggal 

penyerahan

17 Menerima dan mencatat 

berkas perkara untuk di 

konsep putusan akhir  

dalam buku kendali 

perkara.

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

18 Mengonsep  putusan 

akhir

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

berkas perkara 1 Hari konsep putusan

19 Menyerahkan konsep 

putusan akhir  kepada PP

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

konsep putusan 5 Menit konsep putusan

20 Mencatat tanggal 

penyerahan konsep 

putusan akhir kepada PP 

dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

1

Hakim Pembaca 

1

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

21 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

konsep putusan akhir  

dalam buku kendali 

perkara.

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

22 Mengetik  putusan akhir Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

konsep putusan 

akhir

3 Jam putusan akhir

23 Menyerahkan putusan 

akhir yang sudah di tik 

kepada Hakim Pembaca  

2 untuk dikoreksi

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan akhir 5 Menit putusan akhir 

diserahkan

24 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan 

akhir  yang sudah di tik 

kepada Hakim Pembaca 2 

dalam buku kendali 

perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

25 Menerima dan Mencatat 

tanggal penerimaan  

putusan akhir yang sudah 

di tik dalam buku kendali 

perkara

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

26 Mengoreksi putusan 

akhir

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

putusan akhir 2 Jam putusan akhir

27 Menyerahkan dan 

mencatat  tanggal 

penyerahan putusan 

akhir  yang sudah 

dikoreksi kepada Ketua 

majelis dalam buku 

kendali perkara.

Hakim Pembaca 

2

Hakim Pembaca 

2

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

28 Menerima dan mencatat 

putusan akhir yang sudah 

dikoreksi Hakim 

Pembaca 2 dalam buku 

kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

29 Mengoreksi kembali 

putusan akhir  yang 

sudah dikoreksi Hakim 

Pembaca 2

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan akhir 2 Jam putusan akhir 

terkoreksi

30 Menyerahkan putusan 

akhir yang sudah 

dikoreksi kepada PP 

untuk diperbaiki

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan yang 

dikoreksi

5 Menit hasil perbaikan 

koreksi

31 Mencatat tanggal 

penyerahkan putusan 

akhir yang sudah 

dikoreksi kepada PP 

dalam buku kendali 

perkara

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan

32 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan  

putusan akhir  yang 

sudah dikoreksi dalam 

buku kendali perkara

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

33 Memperbaiki ketikan 

putusan akhir

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan yang 

dikoreksi

1 Jam perbaikan putusan 

akhir

34 Menyerahkan putusan 

akhir yang sudah 

diperbaiki kepada majelis 

untuk ditandatangani

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

putusan akhir 5 Menit putusan telah 

ditandatangani

35 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan 

akhir  yang sudah 

diperbaiki kepada majelis 

hakim untuk 

ditandatangani dalam 

buku kendali perkara 

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan
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36 Menerima dan mencatat 

tanggal penerimaan 

putusan akhir yang sudah 

diperbaiki dalam buku 

kendali perkara

Majelis Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penerimaan 

37 Menandatangani putusan 

akhir

Majelis Majelis putusan akhir 10 Menit putusan telah 

ditandatangani

38 Menyerahkan putusan 

akhir kepada Panmud 

Banding

Ketua Majelis Ketua Majelis putusan telah 

ditandatangani

5 Menit putusan telah 

ditandatangani

39 Mencatat tanggal 

penyerahan putusan 

akhir yang sudah 

ditandatangani kepada 

Panmud Banding dalam 

buku  kendali perkara.

Ketua Majelis Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 Menit tercatat 

penyerahan
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9. SOP Minutasi Banding 

 

Nomor SOP : 09

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 3 (S3)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014 2. Strata 2 (S2)

3. Strara 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP PROSES SIDANG PUTUSAN AKHIR PERKARA BANDING

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka arsip tidak tersusun rapi Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menyusun/menyatukan  

PMH, PHS dan 

Penunjukan PP

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

PMH, PHS dan 

Penunjukan PP

10 Menit PMH, PHS dan 

Penunjukan PP 

tersusun

2 Membuat BAS/Catatan 

sidang pemeriksaan para 

pihak.*

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

2 Jam BAS/ Catatan 

Sidang 

Pemeriksaan para 

pihak

*jika ada 

pemeriksaan para 

pihak

3 Menandatangani 

BAS/Catatan sidang 

pemeriksaan para pihak.

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

BAS/ Catatan 

Sidang 

pemeriksaan

10 Menit BAS/ Catatan 

Sidang 

pemeriksaan telah 

ditandatangani

4 Membuat BAS/catatan 

sidang musyawarah.**

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

2 Jam BAS/ Catatan 

Sidang 

musyawarah

**Jika sidang 

musyawarah 

dipisah dari 

sidangan ucapan

5 Menandatangani 

BAS/Catatan sidang 

musyawarah

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

BAS/ Catatan 

Sidang 

musyawarah

10 Menit BAS/ Catatan 

Sidang 

musyawarah telah 

ditandatangani

6 Membuat BAS/catatan 

sidang pembacaan 

putusan

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

2 Jam BAS/catatan 

sidang pembacaan 

putusan

7 Menandatangani 

BAP/Catatan sidang 

pembacaan putusan.

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti

BAS/catatan sidang 

pembacaan putusan

10 Menit BAS/catatan 

sidang pembacaan 

putusan telah 

ditandatangani

8 Menyusun PMH, PHS, dan 

Penunjukkan PP beserta 

BAS/Catatan sidang.

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

PMH, PHS, dan 

Penunjukkan PP 

beserta 

BAS/Catatan 

sidang.

10 Menit PMH, PHS, dan 

Penunjukkan PP 

beserta 

BAS/Catatan 

sidang tersusun.

9 Menyatukan asli putusan 

yang sudah 

ditandatangani Majelis 

dan Panitera Pengganti 

dengan Bundel B dan 

bundel PMH, PHS, 

Penunjukkan PP, dan 

BAP/catatan sidang 

dalam berkas perkara.

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

asli putusan, PMH, 

PHS, Penunjukan 

PP dan BAS/catatan 

sidang dalam 

berkas perkara

10 Menit asli putusan, PMH, 

PHS, Penunjukan 

PP dan 

BAS/catatan 

sidang dalam 

berkas perkara 

tersusun

10 Menyerahkan berkas 

perkara banding yang 

sudah minutasi kepada 

ketua Majelis

Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis berkas perkara 

banding yang sudah 

diminutasi

10 Menit berkas perkara 

banding yang 

sudah diminutasi 

telah diterima

Pelaksana

Jakarta Timur

Pelaksana I

2

Output Keterangan

Prosedur     : MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING

No Aktivitas

Keterkaitan:

Mutu Buku

Alat Tulis + Minutasi, Peralatan Komputer, 

Jaringan Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas 

Waktu

MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit
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11 Membuat catatan tanggal 

minutasi pada pojok 

kanan bawah 

sampul/map perkara dan 

membubuhkan paraf .

Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis berkas perkara 

banding yang sudah 

diminutasi

10 Menit catatan tanggal 

minutasi

12 Mencatat tanggal 

minutasi dalam buku 

kendali perkara.

Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis buku kendali 

perkara

5 menit tercatat tanggal 

minutasi

13 Menyerahkan berkas 

perkara yang sudah 

dibubuhi tanggal dan 

paraf minutasi kepada 

PP.

Panitera 

Pengganti

Ketua Majelis berkas perkara 5 Menit berkas perkara 

diterima

14 Mencatat  berkas perkara 

yang sudah dibubuhi 

tanggal dan paraf ketua 

majelis dalam buku 

kendali perkara.

Panitera 

Pengganti

Panitera 

Pengganti

berkas perkara, 

buku kendali 

perkara

5 Menit berkas perkara 

sudah tercatat

15 Menyerahkan minutasi 

berkas perkara dan 

putusan banding kepada 

Meja III Panmud Banding

Panitera 

Pengganti

Panmud 

Banding

minutasi berkas 

perkara dan 

putusan banding

5 Menit minutasi berkas 

perkara dan 

putusan banding 

diterima

16 Menyerahkan instrumen 

tanggal minutasi kepada 

meja II.

Meja III Panmud 

Banding

instrumen minutasi 5 Menit instrumen 

minutasi diterima

17 Mencatat tanggal 

minutasi dalam register 

perkara.

Meja II Panmud 

Banding

register perkara 5 Menit tercatat tanggal 

minutasi

18 Mengirim bundel A dan 

salinan putusan untuk 

dikirim ke Pengadilan 

Agama pengaju.***

Meja III Panmud 

Banding

bundel A dan 

salinan putusan

4 Jam 5 Menit bundel A dan 

salinan putusan 

diterima

***ada SOP 

khusus nomor 10
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10. SOP Pengiriman Putusan Akhir 

 

Nomor SOP : 10

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP PROSES SIDANG PUTUSAN AKHIR PERKARA BANDING

2. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING

Pencatatan dan Pendataan

Berkas perkara banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat konsep surat 

pengantar pengiriman 

bundel A dan salinan 

putusan akhir  kepada 

Pengadilan Agama 

pengaju dan 

tembusannya kepada 

para pihak.

Panmud Banding Panitera berkas perkara 

banding

10 Menit konsep surat 

pengantar

2 Menyerahkan konsep 

surat pengantar 

pengiriman bundel A dan 

salinan Putusan Akhir  

kepada Panitera melalui 

Wakil Panitera untuk 

ditandatangani.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

konsep surat 

pengantar

5 Menit konsep surat 

3 Menandatangani surat 

pengantar pengiriman 

bundel A dan salinan 

Putusan Akhir .

Panitera Panitera surat pengantar 5 Menit surat pengantar 

telah 

ditandatangani

4 Menyerahkan surat 

pengantar pengiriman 

bundel A dan salinan 

Putusan Akhir  kepada 

Panmud Banding

Panitera Panitera berkas perkara 5 Menit surat pengantar 

telah 

ditandatangani

5 Menerima dan 

memasukkan surat 

pengantar, bundel A  dan 

salinan putusan akhir 

dalam amplop dan 

menyerahkan kepada 

Sub.Bag.Umum.

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

berkas perkara 10 Menit surat pengantar 

serta bundel A 

telah siap dikirim

6 Mencatat tanggal 

pengiriman bundel A dan 

salinan  putusan akhir 

dalam register perkara 

banding

Staf Panmud 

Banding

Panmud 

Banding

berkas perkara 10 Menit tercatat tanggal 

pengiriman

7 Menyerahkan surat 

pengantar, bundel A dan 

salinan Putusan Akhir  

yang sudah dimasukkan 

dalam amplop kepada 

Sub.Bid.Umum

Panmud Banding Panmud 

Banding

berkas perkara 5 Menit tercatat 

penyerahan

Pelaksana I Waktu

PENGIRIMAN BUNDEL A DAN SALINAN PUTUSAN AKHIR KEPADA PENGADILAN 

AGAMA PENGAJU

Map, Alat Tulis, Peralatan Komputer, berkas 

perkara

Jika SOP tidak dilaksanakan maka putusan akhir tidak diketahui

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur    :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

PENGIRIMAN BUNDEL A DAN SALINAN 

PUTUSAN AKHIR KEPADA PENGADILAN 

AGAMA PENGAJU

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

 

 

 

 

 



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    33 
  

 

11. SOP Pengarsipan Banding 

 

Nomor SOP : 11

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka arsip tidak terkendali Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima berkas perkara 

banding setelah selesai 

minutasi dari Panmud 

Banding 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas perkara dan 

buku ekspedisi

5 Menit berkas diterima

2 Mencatat perkara yang 

akan diarsipkan dalam 

buku kendali arsip 

perkara

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas perkara, 

buku kendali arsip

10 Menit tercatat arsip 

3 Men-scan arsip putusan 

banding yang telah 

diminutasi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum arsip berkas 

putusan

10 Menit arsip berkas 

putusan telah di-

scan

4 Menyimpan berkas  

perkara banding yang 

sudah di-scan  ke dalam 

BOX perkara.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas perkara, box 

perkara

10 Menit arsip tersimpan

5 Memberi nomor daftar 

berkas perkara banding 

dalam box perkara sesuai 

dengan data dalam buku 

kendali arsip perkara 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum box perkara 10 Menit nomor arsip berkas 

perkara

6 Menyimpan  box berkas 

perkara dalam 

lemari/rak box perkara

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum box perkara, lemari 

arsip

10 Menit arsip tersimpan 

dalam lemari arsip

7 Meminta softcopy 

putusan banding kepada 

Panitera Pengganti yang 

bersangkutan dan 

menyimpan file dalam CD

Staf Panmud 

Hukum

Panitera 

Pengganti

flash disk, CD 10 Menit softcopy putusan 

banding tersimpan 

dalam CD

Aktivitas

Jakarta Timur

Pelaksana I Waktu

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur : PENGARSIPAN BERKAS BANDING

No

Map, Alat Tulis+minutasi, Peralatan Komputer, 

berkas perkara

Pelaksana Mutu Buku

PENGARSIPAN BERKAS BANDING

Keterkaitan:

2

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit
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12. SOP Input Putusan Dalam Direktori 

 

Nomor SOP : 12

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Direktori Putusan tidak terisi Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mengambil softcopy 

putusan dalam kumpulan 

putusan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum softcopy putusan 5 menit softcopy putusan

2 Melakukan anonimasi 

(pengaburan identitas 

para pihak) dalam 

putusan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum softcopy putusan 10 Menit putusan 

teranonimasi

3 Menginput anonimasi 

putusan ke dalam 

direktori putusan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum putusan 

teranonimasi

10 Menit anonimasi putusan 

telah masuk dalam 

direktori putusan

Pelaksana I

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur  : PENGINPUTAN DATA ANONIMASI DALAM DIREKTORI PUTUSAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

 Peralatan Komputer, Jaringan Internet, softcopy 

putusan, Direktori Putusan

Waktu

PENGINPUTAN DATA ANONIMASI 

DALAM DIREKTORI PUTUSAN

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

2
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13. SOP Pengarsipan Kasasi,PK,Eksekusi 

 

Nomor SOP : 13

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 1 Tahun 2014

3. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka arsip tidak terkendali Berkas Perkara Kasasi/PK/Eksekusi

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima salinan 

putusan Kasasi/PK 

/Eksekusi 

Staf Bagian 

Umum

Kasubag 

Umum

salinan putusan 

kasasi/pk/ eksekusi 

dan buku ekspedisi 

tanda terima surat 

masuk

5 Menit salinan putusan 

diterima

2 Mencatat no.surat salinan 

putusan kasasi/pk 

/eksekusi kedalam buku 

surat masuk 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

salinan putusan 

kasasi/pk/eksekusi 

dan buku ekspedisi 

surat masuk

10 Menit tercatat surat 

masuk 

3 Mencatat data salinan 

putusan kasasi/pk 

/eksekusi kedalam buku 

permohonan 

kasasi,pk,eksekusi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

salinan putusan 

kasasi/pk/eksekusi, 

buku kendali arsip

10 Menit tercatat arsip 

4 Menggandakan salinan 

putusan Kasasi/PK

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

salinan putusan 

kasasi/pk/eksekusi

10 Menit salinan putusan 

kasasi /pk/ 

eksekusi tercopy

5 Menyimpan fotocopy 

salinan Putusan 

Kasasi/PK

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

fotocopy salinan 

putusan 

kasasi/pk/eksekusi

5 Menit salinan putusan 

kasasi /pk/ 

eksekusi tercopy

6 Menyimpan asli salinan 

putusan 

kasasi/pk/eksekusi 

sesuai dengan nomor 

perkara banding dalam 

BOX perkara.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

salinan putusan 

kasasi/pk/eksekusi, 

box perkara

10 Menit arsip tersimpan

7 Menyimpan  box berkas 

perkara dalam 

lemari/rak box perkara

Staf Panmud 

Hukum

Panmud 

Hukum

box perkara, lemari 

arsip

10 Menit arsip tersimpan 

dalam lemari arsip

Pelaksana I

SOP PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, SURAT DINAS LAIN NYA) 

DAN SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA 

KASASI/PK/EKSEKUSI

Output Keterangan

Prosedur    : PENGARSIPAN SALINAN PUTUSAN KASASI, PK DAN EKSEKUSI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Map, Alat Tulis+minutasi, Peralatan Komputer, 

berkas perkara

Waktu

PENGARSIPAN SALINAN PUTUSAN 

KASASI, PK DAN EKSEKUSI

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Peringatan
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14. SOP Pelayanan Data , Arsip Putusan 

 

Nomor SOP : 14

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka pelayanan data tidak terpenuhi Berkas Perkara 

PELAYANAN TERHADAP PIHAK YANG MEMBUTUHKAN DATA ARSIP PUTUSAN

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima permohonan 

pihak yang 

membutuhkan berkas 

perkara/salinan putusan. 

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum surat permohonan, 

berkas 

perkara/salinan 

putusan

5 Menit Penerimaan 

Permohonan

2 Melaporkan permohonan 

kepada Ketua PTA untuk 

meminta izin untuk 

mengeluarkan data arsip 

perkara kepada pihak 

pemohon*

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum surat permohonan 10 Menit persetujuan/tidak 

setuju *Jika pemohon 

adalah bukan 

untuk keperluan 

dinas instansi 

pemerintah.

3 Mencari data perkara 

dalam buku kendali arsip 

perkara.

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum buku kendali arsip 

perkara

5 Menit data buku kendali 

arsip perkara

4 Menghitung biaya  

(PNBP) yang harus 

dibayar oleh pemohon 

arsip.**

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum data biaya PNBP 

serta alat bukti 

penerimaan 

pembayaran 

(infoice)

5 Menit biaya PNBP serta 

infoice

** Jika pemohon 

adalah bukan 

untuk keperluan 

dinas instansi 

pemerintah

5 Menyerahkan infoice 

biaya PNBP kepada pihak 

pemohon untuk dibayar 

di kasir PNBP.**

Petugas 

kearsipan

Kasir PNBP infoice 5 Menit infoice diterima

6 Menerima kwitansi lunas 

bayar PNBP dari pihak 

pemohon arsip.**

Petugas 

kearsipan

Kasir PNBP kwitansi 5 Menit kwitansi telah di 

cap

7 Mencari berkas /salinan 

putusan yang 

dimohonkan  dari lemari 

dan box perkara.

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum buku kendali arsip 

perkara

15 Menit berkas/salinan 

putusan

8 Menggandakan 

berkas/salinan putusan 

yang dimohonkan

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum berkas/salinan 

putusan

10 Menit fotocopy 

berkas/salinan 

putusan

9 Menyerahkan fotokopi 

berkas/ salinan putusan 

yang dimohonkan

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum fotocopy 

berkas/salinan 

putusan

5 Menit fotocopy 

berkas/salinan 

putusan diterima

10 Menyimpan  kembali 

berkas perkara dalam 

lemari/rak box perkara

Petugas 

kearsipan

Panmud Hukum berkas/salinan 

putusan

10 Menit berkas/salinan 

putusan telah 

disimpan

Waktu

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, SURAT DINAS LAIN NYA) DAN 

SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI/ 

PK/EKSEKUSI

Map, Alat Tulis, Peralatan Komputer, berkas 

perkara

PELAYANAN TERHADAP PIHAK YANG 

MEMBUTUHKAN DATA ARSIP PUTUSAN

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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15. SOP Permintaan Data Perkara 

 

Nomor SOP : 15

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka pelayanan data tidak terpenuhi Berkas Perkara 

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat 

permohonan instansi / 

pihak yang 

membutuhkan data 

perkara

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat permohonan, 

buku tanda terima

5 Menit Penerimaan Surat 

Permohonan

2 Mencatat surat 

permohonan dalam buku 

register surat masuk

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat permohonan, 

buku register surat 

masuk

5 Menit surat permohonan 

tercatat

3 Mengisi data surat 

permohonan dalam 

lembaran disposisi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum lembar disposisi 10 Menit lembaran disposisi 

4 Menyerahkan/mendistri

busikan lembaran 

disposisi surat masuk ke 

Wapan, Panitera dan 

Ketua 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum lembar disposisi 10 Menit persetujuan/tidak 

setuju

5 Menerima disposisi surat 

permohonan yang telah 

disetujui/ tidak untuk 

permintaan data perkara

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat permohonan 10 Menit disetujui

6 Menyiapkan data 

perkara/statistik perkara 

yang diperlukan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data 

perkara/statistik 

perkara

10 Menit data 

perkara/statistik 

perkara telah siap

7 Menyerahkan data 

perkara/statistik perkara 

kepada pemohon data

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data 

perkara/statistik 

perkara

10 Menit data 

perkara/statistik 

perkara telah 

diterima

Waktu

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, SURAT DINAS LAINNYA) DAN 

SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI/ 

PK/EKSEKUSI

Keterangan

PELAYANAN TERHADAP PIHAK YANG MEMBUTUHKAN DATA PERKARA / STATISTIK 

PERKARA

Prosedur  :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I

Map, Alat Tulis, Peralatan Komputer, berkas 

perkara

Output

PELAYANAN TERHADAP PIHAK YANG 

MEMBUTUHKAN DATA PERKARA / 

STATISTIK PERKARA

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Peringatan
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16. SOP Tentang Pengaduan Masyarakat 

 

Nomor SOP : 16

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 1. Strata 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka pelayanan pengaduan tidak terpenuhi Berkas Surat Tentang Pengaduan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat tentang 

pengaduan masyarakat 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat pengaduan, 

buku tanda terima

5 Menit Penerimaan Surat 

Pengaduan

2 Mencatat surat 

pengaduan dalam buku 

register surat masuk

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat pengaduan 

masyarakat, buku 

register surat 

5 Menit surat pengaduan 

tercatat

3 Mengisi data surat 

pengaduan dalam 

lembaran disposisi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat pengaduan 

masyarakat

10 Menit lembaran disposisi 

4 Menyerahkan/mendistri

busikan lembaran 

disposisi surat 

pengaduan ke Wapan, 

Panitera dan Ketua 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum lembar disposisi 10 Menit lembar disposisi

5 Menerima disposisi surat 

tentang pengaduan 

masyarakat

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum disposisi surat 

pengaduan

10 Menit ditindaklanjuti 

/tidak

6 Mencatat dalam buku 

register pengaduan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum buku register 

pengaduan

10 Menit surat pengaduan 

tercatat

7 Menyerahkan hasil 

disposisi surat tentang 

pengaduan ke Panmud 

Hukum

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum disposisi surat 

pengaduan

5 Menit disposisi surat 

pengaduan 

diterima

8 Menerima hasil telaah 

atas surat tentang 

pengaduan masyarakat

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum hasil telaah 5 Menit hasil telaah 

diterima

9 Melaksanakan tindak 

lanjut surat tentang 

pengaduan berdasarkan 

surat tugas (bila 

ditugaskan ke lokasi) 

Panmud Hukum Panmud Hukum surat tugas 1 Hari Kerja tindak lanjut 

pengaduan

10 Mencatat hasil 

pemeriksaan 

Panmud Hukum Panmud Hukum buku catatan 1 Hari Kerja catatan hasil 

pemeriksaan

Peringatan

Mutu Buku

Alat Tulis, Peralatan Komputer

Waktu

PROSES SURAT TENTANG PENGADUAAN 

MASYARAKAT

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Pelaksana I

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, PENGADUAN, SURAT DINAS 

LAINNYA) DAN SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA 

KASASI/ PK/EKSEKUSI

Output Keterangan

Prosedur  : PROSES SURAT TENTANG PENGADUAAN MASYARAKAT

No Aktivitas

Pelaksana
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11 Mengetik konsep Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP)

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum catatan hasil 

pemeriksaan

30 Menit Konsep BAP

12 Mengetik konsep 

Laporan Hasil 

Pengawasan (LHP)

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum catatan hasil 

pemeriksaan

30 Menit Konsep LHP

13 Mengetik konsep surat 

tentang pengaduan untuk 

Bawas

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat tentang 

pengaduan

30 Menit konsep surat 

tentang pengaduan

14 Mencetak hasil BAP, LHP 

dan Surat tentang 

pengaduan untuk Bawas 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

15 Menit BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

15 Meminta paraf dan 

tandatangan 

Staf Panmud 

Hukum

Ketua, Panitera, 

Wapan

BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

15 Menit BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

telah 

ditandatangani

16 Meminta nomor surat Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum surat tentang 

pengaduan

5 Menit surat tentang 

pengaduan telah 

diberi nomor

17 Menggandakan BAP, LHP 

dan surat untuk dikirim

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

5 Menit BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

telah digandakan

18 Memberi stempel dan 

menulis alamat di 

amplop

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

5 Menit BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

telah siap dikirim

19 Mencatat surat keluar 

dalam buku ekspedisi 

surat keluar untuk 

ditandatangani Bag. 

Umum untuk dikirim

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

5 Menit BAP, LHP dan surat 

tentang pengaduan 

telah siap dikirim
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17. SOP LIPA II PA.I 

Nomor SOP : 17

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

3. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara Banding Alat Tulis, Peralatan Komputer

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada laporan data perkara Laporan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima data perkara 

tingkat banding dari 

Panmud Banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

banding

5 Menit diterima data 

perkara banding

2 Menyortir data perkara 

tingkat banding dari 

Panmud Hukum.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

banding

15 Menit data perkara 

tersortir

3 Mentabulasi  data 

perkara tingkat banding  

dari Panmud Hukum

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

banding

30 Menit data perkara telah 

ditabulasi

4 Menginput  data perkara 

tingkat banding kedalam 

komputer 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

banding

30 Menit data perkara telah 

diinput

5 Print out laporan perkara 

tingkat banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara telah 

diinput

15 Menit Laporan Perkara 

Banding

6 Membuat surat 

pengantar laporan 

perkara tingkat banding.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat 10 Menit surat pengantar 

7 Menyerahkan berkas 

laporan perkara tingkat 

banding kepada Panitera 

melalui Wakil Panitera 

untuk ditandatangani.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

perkara

5 Menit berkas laporan 

perkara diterima

8 Menandatangani berkas 

laporan perkara tingkat 

banding

Panitera Ketua berkas laporan 

perkara

10 Menit berkas laporan 

telah 

ditandatangani

9 Menyerahkan berkas 

laporan perkara tingkat 

banding kepada Ketua 

PTA

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

perkara

5 Menit berkas laporan 

perkara diterima

10 Menandatangani berkas 

laporan perkara tingkat 

banding

Panitera Ketua berkas laporan 

perkara

10 Menit berkas laporan 

telah 

ditandatangani

11 Memasukkan berkas 

laporan perkara tingkat 

banding kedalam 

ampelop

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

telah 

ditandatangani

5 Menit berkas laporan 

telah diamplop

12 Menyerahkan berkas 

laporan perkara tingkat 

banding kepada Kusubag. 

Umum

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

telah diamplop

5 Menit berkas laporan 

telah diamplop

Waktu

LAPORAN BULANAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING                        

(L.II-PA.1)

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur    :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I

LAPORAN BULANAN KEADAAN 

PERKARA TINGKAT BANDING                        

(L.II-PA.1)

Keterkaitan:

2

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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18. SOP LII.PA.3 

 

Nomor SOP : 18

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

3. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006

Peralatan/Perlengkapan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada laporan data perkara Laporan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima data keuangan 

perkara tingkat banding 

dari kasir/Panmud 

Banding. 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data keuangan 

perkara

5 Menit data keuangan 

perkara yang telah 

di copy

2 Mengolah dan 

mentabulasi  data 

keuangan perkara tingkat 

banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data keuangan 

perkara

30 Menit data keuangan 

perkara yang telah 

diolah

3 Menginput  data 

keuangan perkara tingkat 

banding kedalam 

komputer 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data keuangan 

perkara

30 Menit data keuangan 

perkara yang telah 

diinput

4 Print out laporan 

keuangan perkara tingkat 

banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data keuangan 

perkara yang telah 

diinput

15 Menit print out laporan 

5 Membuat surat 

pengantar laporan 

keuangan perkara tingkat 

banding.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat 

pengantar

10 Menit surat pengantar

6 Menyerahkan berkas 

laporan keuangan 

perkara tingkat banding 

kepada Panitera melalui 

Wakil Panitera untuk 

ditandatangani.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

keuangan perkara

5 Menit berkas laporan 

keuangan perkara 

diterima

7 Menandatangani berkas 

laporan keuangan 

perkara tingkat banding

Panitera Ketua berkas laporan 

keuangan perkara

10 Menit berkas laporan 

keuangan perkara 

telah 

ditandatangani

8 Menyerahkan berkas 

laporan keuangan 

perkara tingkat banding 

kepada Panmud Hukum 

melalui Wakil Panitera.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

keuangan perkara 

telah 

ditandatangani

5 Menit berkas laporan 

keuangan perkara 

telah 

ditandatangani

9 Memasukkan berkas 

laporan keuangan 

perkara tingkat banding 

kedalam ampelop

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

keuangan perkara 

telah 

ditandatangani

5 Menit berkas laporan 

keuangan perkara 

telah diamplop

10 Menyerahkan berkas 

laporan keuangan 

perkara tingkat banding 

kepada Kasubag  Umum

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum berkas laporan 

keuangan perkara 

telah diamplop

5 Menit berkas laporan 

keuangan perkara 

telah diamplop

Pelaksana I Waktu

Peringatan

Output Keterangan

LAPORAN BULANAN KEUANGAN PERKARA TINGKAT BANDING (L.II-PA.3)Prosedur  :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

SOP LAPORAN BULANAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING 

(L.II-PA.1)

LAPORAN BULANAN KEUANGAN 

PERKARA TINGKAT BANDING (L.II-PA.3)

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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19. SOP Laporan  Bulanan RK1......RK7 

 

Nomor SOP : 19

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

3. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006

Peralatan/Perlengkapan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada laporan data perkara Laporan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mencatat laporan data 

perkara dari Pengadilan 

tingkat pertama dalam 

Buku Agenda surat 

masuk.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara dari 

Pengadilan Agama 

5 menit** tercatatnya data 

perkara 

** untuk satu  

laporan dari satu 

pengadilan 

Agama. 

2 Menyortir data perkara 

dari pengadilan tingkat 

pertama.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara dari 

Pengadilan Agama 

5 menit** data perkara 

tersortir

***untuk satu 

laporan dari 

Pengadilan 

Agama

3 Mengolah data data 

perkara dari Pengadilan 

tingkat pertama

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara dari 

Pengadilan Agama 

30 Menit data perkara telah 

diolah

4 Mentabulasi data perkara 

dari pengadilan tingkat 

pertama.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara dari 

Pengadilan Agama 

30 Menit data perkara telah 

ditabulasi

5 Menginput  data perkara 

dalam komputer 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara dari 

Pengadilan Agama 

60 Menit data perkara telah 

diinput

6 Print out laporan Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara yang 

telah selesai diinput

15 Menit Laporan Perkara

7 Membuat surat 

pengantar laporan.

Panmud Hukum Panitera laporan perkara 10 Menit konsep surat 

pengantar laporan

8 Menyerahkan berkas 

laporan kepada Panitera 

melalui Wakil Panitera 

untuk ditandatangani.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

perkara

5 Menit diterima berkas 

laporan perkara

9 Menandatangani berkas 

laporan

Panitera Panitera berkas laporan 

perkara

10 Menit berkas laporan 

perkara telah 

ditandatangani

10 Menandatangani berkas 

laporan sebagai 

mengetahui

Ketua Ketua berkas laporan 

perkara

10 Menit berkas laporan 

perkara telah 

ditandatangani

11 Menyerahkan berkas 

laporan kepada Panmud 

Hukum melalui Wakil 

Panitera

Panitera Ketua berkas laporan 

perkara

5 Menit diterima berkas 

laporan perkara 

telah 

ditandatangani

12 Memasukkan berkas 

laporan kedalam 

ampelop

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan 

perkara

5 Menit berkas laporan 

perkara telah di 

amplop

13 Menyerahkan berkas 

laporan kepada Kasubag. 

Umum

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum berkas laporan 

perkara telah di 

amplop

5 Menit diterima berkas 

laporan perkara 

telah di amplop

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur   : LAPORAN BULANAN REKAP KEADAAN PERKARA  PENGADILAN 

TINGKAT PERTAMA (RK-1 S/D RK 7)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, PENGADUAN, SURAT DINAS 

LAINNYA) DAN SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA 

KASASI/PK/EKSEKUSI

LAPORAN BULANAN REKAP KEADAAN 

PERKARA  PENGADILAN TINGKAT 

PERTAMA (RK-1 S/D RK 7)

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Waktu
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20. SOP Kegiatan Hakim 

 

Nomor SOP : 20

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Strata 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

1. Alat Tulis, Peralatan Komputer

2

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada laporan kegiatan hakim Laporan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima data kegiatan 

Hakim Tinggi  dari 

Panmud Banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data kegiatan 

hakim tinggi

5 Menit data kegiatan 

hakim tinggi 

diterima

2 Menyortir data kegiatan 

Hakim Tinggi dari 

Panmud Hukum. 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data kegiatan 

hakim tinggi 

15 Menit data kegiatan 

hakim tinggi telah 

disortir

3 Mentabulasi  data 

kegiatan Hakim Tinggi 

dari Panmud Hukum

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data kegiatan 

hakim tinggi 

30 Menit data kegiatan 

hakim telah 

ditabulasi

4 Menginput  data kegiatan 

Hakim Tinggi kedalam 

komputer 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data kegiatan 

hakim tinggi 

30 Menit data kegiatan 

hakim telah diinput

5 Print out laporan data 

kegiatan Hakim Tinggi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data kegiatan 

hakim telah diinput

15 Menit print out laporan

6 Membuat surat 

pengantar laporan data 

kegiatan Hakim Tinggi.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat 

pengantar

10 Menit surat pengantar

7 Menyerahkan berkas 

laporan data kegiatan 

Hakim Tinggi kepada 

Panitera melalui Wakil 

Panitera untuk 

ditandatangani.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

kegiatan hakim

5 Menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim

8 Menandatangani berkas 

laporan data kegiatan 

Hakim Tinggi

Panitera Ketua berkas laporan data 

kegiatan hakim

10 Menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim telah 

ditandatangani

9 Menyerahkan berkas 

laporan data kegiatan 

Hakim Tinggi kepada 

Panmud Hukum melalui 

Wakil Panitera.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

kegiatan hakim 

telah 

ditandatangani

5 Menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim telah 

ditandatangani 

diterima

10 Memasukkan berkas 

laporan kedalam 

ampelop

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

kegiatan hakim 

telah 

ditandatangani

5 Menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim telah 

diamplop

11 Menyerahkan berkas 

laporan data kegiatan 

Hakim Tinggi kepada 

Kusubag  Umum

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum berkas laporan data 

kegiatan hakim 

telah diamplop

5 Menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim telah 

diamplop

Aktivitas

Jakarta Timur

Pelaksana I Waktu

Peringatan

Output Keterangan

Prosedur  : LAPORAN SEMESTERAN KEGIATAN HAKIM TINGGI (L.II-PA.2)

No

Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI No. 047/KMA/SK/IV/ 

2009 dan 02/SKB/P.KY/2009

Pelaksana Mutu Buku

SOP LAPORAN BULANAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING 

(L.II-PA.1)

LAPORAN SEMESTERAN KEGIATAN 

HAKIM TINGGI (L.II-PA.2)

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit
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21. SOP Proses Surat Masuk 

 

Nomor SOP : 21

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP KESEKRETARIATAN (SUB BAGIAN UMUM) 1. Alat Tulis

2

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada data surat masuk Surat Masuk dan Keluar

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat masuk  

(tabayun, surat-surat 

lainnya)

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat masuk, buku 

tanda terima

5 Menit Surat masuk 

diterima

2 Mencatat surat masuk 

dalam buku register surat 

masuk

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat masuk, buku 

register surat 

masuk

5 Menit surat masuk 

tercatat

3 Mengisi data surat masuk 

dalam lembaran disposisi

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum surat masuk 10 Menit lembaran disposisi 

4 Menyerahkan/mendistrib

usikan lembaran disposisi 

surat masuk ke Wapan, 

Panitera, Wakil Ketua dan 

Ketua. *

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum lembar disposisi 10 Menit lembar disposisi * khusus tabayun 

langsung kepada 

Wakil Ketua

5 Menerima disposisi surat 

masuk

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum lembar disposisi 10 Menit dibalas / 

diarsipkan

6 Membuat konsep surat 

keluar. *

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat keluar 10 Menit konsep surat 

keluar

7 Mencetak surat keluar Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat keluar 5 Menit surat keluar

8 Meminta paraf dan 

tandatangan. *

Staf Panmud 

Hukum

Ketua, Wakil 

Ketua, Panitera, 

Wapan, Panmud 

Hukum

surat keluar 15 Menit surat keluar telah 

ditandatangani

9 Meminta nomor surat Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum surat keluar telah 

ditandatangani

5 Menit surat keluar telah 

diberi nomor

10 Menggandakan surat 

keluar untuk dikirim

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum surat keluar telah 

diberi nomor

10 Menit surat keluar telah 

digandakan

11 Memberi stempel dan 

menulis alamat di amplop

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum surat keluar telah 

digandakan

10 Menit surat keluar telah 

distempel dan 

diamplop

12 Mencatat surat keluar 

dalam buku ekspedisi 

surat keluar untuk 

ditandatangani Bag. 

Umum untuk dikirim

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum surat keluar telah 

distempel dan 

diamplop

5 Menit surat keluar telah 

siap dikirim

13 Mengarsipkan surat 

keluar

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum asli surat keluar 5 Menit asli surat keluar 

telah diarsipkan

Output Keterangan

Prosedur  : PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, PENGADUAN, SURAT DINAS LAINNYA) DAN 

SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI/PK/EKSEKUSI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu

Keterkaitan:

2

Peringatan

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, 

PENGADUAN, SURAT DINAS LAINNYA) 

DAN SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN 

PERKARA KASASI/PK/EKSEKUSI

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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22. SOP Menghimpun Peraturan-Peraturan 

Nomor SOP : 22

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

3. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP KESEKRETARIATAN (SUB BAGIAN UMUM) 1. Peralatan Komputer, Jaringan Internet

2

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada data surat masuk dan keluar Kumpulan Peraturan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mendownload peraturan 

perundang-undangan 

dan data lainnya yang 

diperlukan

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum peraturan 

perundang-

undangan dan data 

lainnya

15 menit data terdownload

2 Mencetak file peraturan 

perundang-undangan 

dan data lainnya

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum peraturan 

perundang-

undangan dan data 

lainnya yang telah 

terdownload

10 Menit peraturan 

perundang-

undangan dan data 

lainnya yang telah 

dicetak

3 Menyimpan dalam box 

file hasil print out

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum peraturan 

perundang-

undangan dan data 

lainnya yang telah 

dicetak

10 Menit peraturan 

perundang-

undangan dan data 

lainnya yang telah 

disimpan

4 Menyimpan softcopy Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum softcopy 10 Menit softcopy tersimpan

Output Keterangan

Prosedur  :
PENGHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DATA-DATA LAINNYA

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu

Keterkaitan:

2

Peringatan

PENGHIMPUNAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN DATA-

DATA LAINNYA

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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23. SOP Laporan Tahunan 

 

Nomor SOP : 23

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. Strata 1 (S1)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014

3. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006

Peralatan/Perlengkapan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada laporan data perkara Laporan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menyortir data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

tingkat pertama 

dan banding

15 menit.** data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

disortir

***untuk satu 

laporan dari 

Pengadilan 

Agama

2 Mengolah data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

disortir

30 Menit data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

diolah

3 Mentabulasi data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

tingkat pertama 

dan banding

30 Menit data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

ditabulasi

4 Menginput data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding. 

kedalam komputer 

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

tingkat pertama 

dan banding

60 Menit data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

diinput

5 Print out laporan 

tahunan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum data perkara 

tingkat pertama 

dan banding telah 

diinput

15 menit print out laporan 

6 Membuat surat 

pengantar laporan data 

perkara tingkat pertama 

dan banding, kegiatan 

hakim tinggi, dan 

keuangan perkara 

banding.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum konsep surat 10 menit surat pengantar 

laporan

7 Menyerahkan berkas 

laporan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding. kepada 

Panitera melalui Wakil 

Panitera untuk 

ditandatangani.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

perkara

5 menit berkas laporan 

data perkara

Pelaksana Mutu Buku

PROSES SURAT MASUK (TABAYUN, PENGADUAN, SURAT DINAS 

LAINNYA) DAN SURAT KELUAR, SALINAN PUTUSAN PERKARA 

KASASI/PK/EKSEKUSI

LAPORAN TAHUNAN REKAP KEADAAN 

PERKARA  PENGADILAN TINGKAT 

PERTAMA DAN BANDING, KEGIATAN 

HAKIM TINGGI, DAN KEUANGAN 

PERKARA BANDING

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Pelaksana I Waktu

Peringatan

Output Keterangan

LAPORAN TAHUNAN REKAP KEADAAN PERKARA  PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

DAN BANDING, KEGIATAN HAKIM TINGGI, DAN KEUANGAN PERKARA BANDING

Prosedur :

No Aktivitas
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8 Menandatangani berkas 

laporan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding

Panitera Ketua berkas laporan data 

perkara

10 menit berkas laporan 

data perkara telah 

ditandatangani

9 Menyerahkan berkas 

laporan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding. kepada 

Panmud Hukum melalui 

Wakil Panitera.

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

perkara telah 

ditandatangani

5 menit berkas laporan 

data perkara telah 

ditandatangani 

telah diterima

10 Memasukkan berkas 

laporan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding. 

kedalam ampelop

Staf Panmud 

Hukum

Panmud Hukum berkas laporan data 

perkara telah 

ditandatangani

5 menit berkas laporan 

data perkara telah 

diamplop

11 Menyerahkan berkas 

laporan data perkara 

tingkat pertama dan 

banding, kegiatan hakim 

tinggi, dan keuangan 

perkara banding. kepada 

Kusubag. Umum

Staf Panmud 

Hukum

Kasubag Umum berkas laporan data 

perkara telah 

diamplop

5 menit berkas laporan 

data kegiatan 

hakim telah 

diamplop
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 SOP Kesekretariatan 
Kepegawaian 
1. SOP Absensi  

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

3. SMA

2. 4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menyiapkan blangko 

absen masuk dan 

mengecek pegawai 

yang belum hadir

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kertas, mesin 

ketik

10 menit Blangko daftar 

hadir  pegawai

2 Menutup jam masuk 

sesuai aturan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Spidol merah, 

penggaris

5 menit Daftar hadir  

pegawai

3 Menyiapkan blangko 

absen pulang

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kertas, mesin 

ketik 

5 Menit Daftar pulang 

pegawai

4 Mengecek dan 

merekap kehadiran 

pegawai  harian

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Finger scan, 

komputer, absen 

masuk dan pulang

10 Menit Rekapan absen 

harian

5 Mengecek dan 

merekap kehadiran 

pegawai  selama 

sebulan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Finger scan, 

komputer, absen 

masuk dan pulang

30 Menit Rekapan absen 

sebulan

6 Membuat rekap 

bulanan absen, rekap 

uang makan dan 

rekap remunerasi 

pegawai

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Finger scan, 

komputer, absen 

masuk dan pulang

480 Menit Draft rekap 

bulanan absen 

pegawai 

menggunakan 

Aplikasi 

KOMDANAS

7 Menyampaikan draft 

rekapan tersebut ke 

atasan kemudian 

kepada pimpinan 

untuk diparaf dan di 

tandatangan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft rekap 

bulanan absen 

pegawai

120 Menit Rekap absen 

bulanan, rekap 

uang makan dan 

rekap remunerasi 

pegawai 

8 Menggandakan 

rekapan tsb untuk 

bag. Keuangan 

kemudian 

mengarsipkan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Komputer, rekap 

absen bulanan

10 Menit Tersimpannya 

hasil rekapan

PENGELOLAAN DAFTAR HADIR 

PEGAWAI (ABSEN)

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

KMA No. 071 Tahun 2008 tentang Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam 

pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan  PNS pada MA 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

KMA No. 069 Tahun 2009 tentang perubahan pertama atas KMA No. 071 

Tahun 2008.

Keterkaitan:

Blangko absen masuk dan pulang , Mesin Ketik 

Elektrik, finger scan, komputer, surat-surat 

penunjang absen, Aplikasi SIMPEG, Aplikasi 

KOMDANAS.

Output Keterangan

Jika SOP tidak dilaksanakan, petugas daftar hadir akan kesulitan dalam 

merekap daftar hadir

Rekap absen bulanan, rekap uang makan dan 

rekap remunerasi pegawai

Prosedur   : PENGELOLAAN DAFTAR HADIR PEGAWAI (ABSEN)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
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2. SOP Kenaikan Pangkat 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

2.

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pembuatan DP3

2. SOP Pembuatan KGB

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Merekapitulasi 

pegawai yang akan 

naik pangkat

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data pegawai, 

usulan dari TK. I

30 menit Rekap pegawai 

yang akan naik 

pangkat

2 Menerima usul 

kenaikan pangkat dari 

Pengadilan Agama se 

DKI Jakarta (min 6 

bulan sebelum 

periode KP)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Tanda terima 10 menit usul kenaikan 

pangkat

3 Memeriksa 

kelengkapan 

dokumen kenaikan 

pangkat, data 

SIMPEG dan SAPK 

dan menyusun 

dokumen KP

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul KP, 

Komputer, jaringan 

internet, aplikasi 

SIMPEG dan 

SAPK, e-

document, 

dokumen fisik

30 Menit Data 

kekurangan 

berkas 

kenaikan 

pangkat

4 Memberitahukan 

kekurangan

Berkas dan data 

(kalau ada) kepada 

kepegawaian PA/ Ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data kekurangan 

berkas kenaikan 

pangkat

10 Menit Diketahuinya 

kekurangan 

berkas oleh PA 

ybs 

5 Mengonsep Nota Usul  

KP untuk pegawai 

non teknis dan 

membuat pengantar 

untuk KP tenaga 

teknis

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul KP, 

Komputer, jaringan 

internet,  aplikasi 

SIMPEG dan 

SAPK

30 Menit Draft nota usul 

kenaikan 

pangkat

6 Menyampaikan draft 

nota usul dan 

pengantar KP kepada 

atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft nota usul 

kenaikan pangkat

10 Menit Nota Usul 

Kenaikan 

Pangkat

7 Menggandakan dan 

mengirim nota usul 

dan pengantar KP 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

nota usul kenaikan 

pangkat

150 menit Nota Usul 

kenaikan 

pangkat

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan memperlambat proses pengusulan 

kenaikan pangkat pegawai

Aplikasi SIMPEG, SAPK, KOMDANAS, Data 

pegawai

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGELOLAAN KENAIKAN 

PANGKAT PEGAWAI

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan 

Jabatan Hakim;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan terakhir Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri Sipil.

Keterkaitan:

Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SAPK, 

Aplikasi SIMPEG, Aplikasi KOMDANAS, 

Dokumen kelengkapan kenaikan pangkat.

Peringatan

Prosedur   : PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

8 Membuat draft SK 

Untuk tenaga non 

teknis gol (III/d) 

kebawah, jika nota 

usul dari BKN selesai

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Nota usul BKN, 

komputer

30 menit Draft SK 

kenaikan 

pangkat

9 Menyampaikan draft 

SK kenaikan pangkat 

kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft SK kenaikan 

pangkat

10 menit SK kenaikan 

pangkat

10 Menggandakan SK 

sebanyak tembusan-

tembusannya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK kenaikan 

pangkat

30 menit SK dan 

tembusan

11 Membuat pengantar 

SK untuk dikirim ke 

PA masing-masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Komputer, SK 

kenaikan pangkat

10 menit Pengantar SK

12 Mengirim SK ke PA 

masing-masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Pengantar SK 240 menit Dikirimnya SK 

KP

13 Menginput SK 

kedalam SIMPEG, 

SAPK, KOMDANAS, 

data pegawai  dan 

File ybs dan 

mengarsipkan SK dan 

Nota Usul

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK dan Nota Usul, 

komputer, SIMPEG

30 menit Tersimpannya 

SK, Nota usul 

dan diupload ke 

Aplikasi  

SIMPEG ybs.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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3. SOP Pensiun 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

2. 3. SMA

4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pembuatan DP3

2. SOP Pembuatan KGB

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Merekapitulasi pegawai 

yang akan pensiun

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data pegawai, 

usulan dari TK. I

15 menit Rekap pegawai 

yang akan 

pensiun

2 Menerima usul pensiun 

dari Pengadilan Agama 

DKI Jakarta (min 18 

bulan sebelum periode 

pensiun)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Tanda terima 5 menit usul pensiun

3 Memeriksa 

kelengkapan dokumen 

usul pensiun, data 

SIMPEG dan SAPK dan 

menyusun dokumen 

usul pensiun

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pensiun, 

Komputer, jaringan 

internet, aplikasi 

SIMPEG dan SAPK, 

e-document, 

dokumen fisik

30 Menit Data 

kekurangan 

berkas usul 

pensiun

4 Memberitahukan 

kekurangan

Berkas dan data (kalau 

ada) kepada 

kepegawaian PA/ Ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data kekurangan 

berkas kenaikan 

pangkat

10 Menit Diketahuinya 

kekurangan 

berkas oleh PA 

ybs

5 Mengonsep usul 

pensiun untuk tenaga 

teknis ke badilag, 

tenaga non teknis (III/d 

kebawah) ke BKN

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pensiun, 

Komputer, jaringan 

internet,  aplikasi 

SIMPEG dan SAPK

30 Menit Draft usul 

pensiun

6 Menyampaikan draft 

usul pensiun kepada 

atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft usul pensiun 15 Menit Usul pensiun

7 Menggandakan dan 

mengirim usul pensiun

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pensiun 150 menit Terkirimnya 

usul pensiun

8 Menginput SK kedalam 

SIMPEG, SAPK, 

KOMDANAS, data 

pegawai  dan File ybs 

dan mengarsipkan SK 

dan Nota Usul

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Pensiun 30 menit Tersimpannya 

SK dan 

diupload ke 

Aplikasi  

SIMPEG, 

KOMDANAS, 

ybs.

Waktu Output Keterangan

Keterkaitan:

Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SAPK, 

Aplikasi SIMPEG, Aplikasi KOMDANAS, Dokumen 

kelengkapan Pensiun.

Peringatan

Prosedur   : PROSEDUR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (PENSIUN 

BUP/JANDA/DUDA)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan memperlambat proses pengusulan pensiun 

pegawai

Aplikasi SIMPEG, SAPK, KOMDANAS, Data 

pegawai

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PROSEDUR PEMBERHENTIAN 

DENGAN HORMAT (PENSIUN 

BUP/JANDA/DUDA)

Dasar Hukum:

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 

Janda/duda pegawai;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
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4. SOP Kenaikan Gaji Berkala 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

2. 3. SMA

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai

2.

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Merekapitulasi pegawai 

yang akan KGB

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kendali KGB, 

komputer

45 menit Rekap Pegawai 

yang akan 

KGB

2 Mengcopy data 

pendukung pembuatan 

KGB

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

File ybs 10 menit Copy SK 

Pangkat 

terakhir, KGB 

sebelumnya

3 Membuat konsep KGB 

3 (bulan) sebelum TMT 

KGB

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Pangkat 

terakhir, KGB 

sebelumnya, 

komputer

30 Menit Konsep KGB

4 Menyampaikan konsep 

KGB kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep KGB 10 Menit Konsep KGB 

yang telah 

disetujui

5 Menggandakan KGB 

untuk disampaikan 

kepada ybs dan 

tembusannya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

KGB 15 Menit Copy KGB

6 Mengentri dalam 

aplikasi SIMPEG dan 

mengarsipkannya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

KGB 15 Menit Terupdatenya 

data KGB di 

SIMPEG dan 

tersimpannya 

KGB

PEMBUATAN KENAIKAN GAJI 

BERKALA (KGB)

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil.

Keterkaitan:
Kendali KGB, KGB sebelumnya, SK pangkat 

terakhir, komputer.SOP Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun Bup/Janda/Duda)

Output Keterangan

Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan KGB bisa terhambat Kendali KGB, aplikasi SIMPEG

Prosedur   : PEMBUATAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
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5. SOP DP3 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai

2.

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mengcopy DP3 tahun 

sebelumnya untuk 

seluruh pegawai dan 

blangko konsep DP3

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

File DP3 45 menit Copy DP3 

tahun 

sebelumnya

2 Membuat surat 

permintaan konsep 

DP3 pegawai baru ke 

satker asalnya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data pegawai baru, 

Draft surat 

permintaan konsep 

DP3

15 menit

(1 surat)

surat 

permintaan 

konsep DP3

3 Mengcopy dan 

mengirim via fax surat 

tersebut

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

surat permintaan 

konsep DP3

15 menit

(1 surat)

Copy surat 

permintaan 

konsep DP3

4 Menyiapkan dan 

membagikan lembar 

konsep DP3 ke masing-

masing bagian

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Blangko konsep 

DP3, DP3 tahun 

sebelumnya

15 menit Terbaginya 

Blangko 

konsep DP3 

5 Membuat draft DP3 

sesuai konsep DP3 

yang sudah masuk

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep DP3, 

komputer

10 menit

(1 DP3)

Draft DP3

6 Menyampaikan draft 

DP3 kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft DP3 pegawai 10 Menit DP3 yang 

disetujui

7 Membuat surat 

pengantar bagi DP3 

yang pejabat penilai 

dan atasan pejabat 

penilainya dari eselon 1

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

DP3, komputer 10 Menit Draft surat 

pengantar

8 Menyampaikan draft 

surat pengantar DP3

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft surat 

pengantar, DP3

10 Menit Surat 

pengantar DP3 

yang disetujui

9 Mengcopy surat 

pengantar dan 

mengirimnya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat pengantar, 

DP3

120 menit Terkirimnya 

DP3

Jika SOP tidak dilaksanakan, pembuatan DP3 akan terhambat dan akan 

memperlambat proses usulan pegawai yang akan naik pangkat

DP3, aplikasi SIMPEG dan SAPK

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN 

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL (DP3)

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan:
DP3 tahun sebelumnya, konsep DP3, 

Komputer.SOP Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun Bup/Janda/Duda)

Peringatan

Prosedur   : PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL (DP3) 

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

10 Menggandakan DP3 

yang sudah jadi untuk 

dibagikan kepada ybs 

dan file

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

DP3 10 menit Copy DP3

11 Menginput data DP3 ke 

aplikasi SIMPEG dan 

mengarsipkan DP3

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

DP3 15 menit

(1 DP3)

Tersusunya 

DP3 di 

SIMPEG dan di 

file

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan

 
6. SOP Pembuatan Surat Dinas 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. S.1

2. D.III

3. SMA

4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pengelolaan Daftar Hadir Pegawai (Absen)

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat masuk 

dan membaca lembar 

disposisinya

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat masuk 

beserta lembar 

disposisi

5 menit Mengetahui 

disposisi surat

2 Membuat konsep surat 

sebagai tindaklanjut 

surat masuk

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat masuk 

beserta lembar 

disposisi, komputer

15 menit Konsep surat 

tindaklanjut

3 Menyampaikan konsep 

surat kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep surat 10 Menit Surat yang 

telah disetujui

4 Menggandakan dan 

merapikan surat untuk 

dikirim

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat yang telah 

disetujui

10 Menit Copy surat

5 Mengarsipkan surat 

keluar dan surat masuk

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat masuk dan 

surat keluar

10 Menit Tersimpannya 

surat di file 

surat 

Prosedur   : PEMBUATAN SURAT DINAS (SURAT TUGAS, SURAT-SURAT 

LAINNYA)

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PEMBUATAN SURAT DINAS 

(SURAT TUGAS, SURAT-SURAT 

LAINNYA)

Dasar Hukum:

Keterkaitan:
Lembar disposisi beserta lampiran surat, 

komputer

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan surat akan jadi tidak teratur DP3, aplikasi SIMPEG dan SAPK

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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7. SOP Penerimaan CPNS 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

3. SMA

4. SMP

1. SOP Pelaksanaan ujian tertulis CPNS Mahkamah Agung RI

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat 

pengumuman 

penerimaan CPNS dari 

MA

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat pengumuman 

penerimaan CPNS

3 menit Dicatatnya surat 

pengumuman

2 Menginformasikan 

penerimaan CPNS 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Pengumuman 

penerimaan, papan 

pengumuman, 

komputer

10 Menit Tersebarnya 

informasi 

penerimaan 

tersebut

3 Membuat konsep SK 

Panitia Penerimaan 

CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat Pengumuman 

penerimaan, 

komputer

30 Menit Konsep SK 

Panitia 

Penerimaan 

CPNS MA

4 Menyampaikan konsep 

SK Panitia Penerimaan 

CPNS kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep SK Panitia 

Penerimaan CPNS 

MA

10 Menit SK yang telah 

disetujui

5 Menggandakan dan 

membagikan SK 

kepada ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Panitia 

Penerimaan CPNS

20 Menit Copy SK panitia 

yang telah 

dibagi

6 Menyiapkan sarana 

pendukung untuk 

penerimaan CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kertas, Map, lem dll 15 Menit Persiapan 

sarana 

pendukung

7 Merekapitulasi jumlah 

pendaftar dari Calon 

Hakim dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data pelamar CPNS 

MA pada aplikasi 

CPNS, komputer

10 Menit Diketahuinya 

Jumlah 

Pelamar CPNS 

MA

8 Membuat konsep surat 

ke Panitia Pusat MARI 

tentang  jumlah peserta 

yang telah mendaftar

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Rekapitulasi jumlah 

pelamar CPNS MA, 

komputer

15 Menit Konsep surat ke 

Panitia Pusat 

MA

9 Menyampaikan konsep 

surat kepada atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep surat ke 

Panitia Pusat MA

10 menit Surat yang telah 

disetujui

10 Menggandakan dan 

mengirim hasil rekap 

tersebut

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

surat ke Panitia 

Pusat MA

10 menit Copy surat

11 Mengarsipkan surat-

surat yang berkaitan 

dengan penerimaan 

CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Panitia, surat-

surat mengenai 

penerimaan CPNS 

15 menit Tersimpannya 

file penerimaan 

CPNS

Prosedur   : PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan:
Pengumuman penerimaan CPNS dari MA, 

komputer, jaringan internet

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, penerimaan pegawai tidak akan teratur

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENERIMAAN CALON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL (CPNS)
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8. SOP Ujian Tertulis CPNS 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

3. SMA

4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima surat 

pemberitahuan 

pelaksanaan ujian 

tertulis CPNS dari MA

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat 

pemberitahuan 

pelaksanaan ujian 

CPNS

3 menit Dicatatnya surat 

pemberitahuan

2 Menginformasikan 

pelaksanaan ujian 

tertulis CPNS 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat 

pemberitahuan, 

papan 

pengumuman, 

komputer

10 Menit Tersebarnya 

informasi 

pelaksanaan 

ujian tersebut

3 Membuat konsep SK 

panitia pelaksana ujian 

tertulis CPNS MA

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat 

pemberitahuan, 

komputer

30 Menit Konsep SK 

Panitia 

pelaksana ujian 

tertulis CPNS 

MA

4 Menyampaikan Konsep 

SK Panitia pelaksana 

ujian tertulis CPNS MA

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep SK 

Panitia pelaksana 

ujian tertulis 

CPNS MA

10 Menit SK Panitia 

pelaksana ujian 

tertulis CPNS 

MA yang telah 

disetujui

5 Menggandakan dan 

membagikan SK 

kepada ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Panitia 

pelaksana ujian 

tertulis CPNS MA

20 Menit Copy SK Panitia 

yang telah dibagi

6 Membuat nomor 

bangku peserta ujian 

CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Nama-nama 

peserta ujian, 

Kertas berwarna, 

komputer

240 Menit Nomor bangku 

peserta ujian 

CPNS

7 Membuat daftar hadir 

peserta ujian tertulis 

CPNS MA 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Nama-nama 

peserta ujian, 

Kertas, komputer

180 Menit Daftar hadir 

peserta ujian 

CPNS

8 Membuat pembagian 

nomor ujian untuk 

panitia pengawas ujian

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

SK Panitia 

pelaksana ujian, 

Rekap nomor ujian 

CPNS

60 Menit Pembagian tugas 

pengawas ujian

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS 

CPNS MAHKAMAH AGUNG RI

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil;

Keterkaitan:

Pemberitahuan pelaksanaan ujian CPNS dari 

MA, komputer, jaringan internet

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaksanaan ujian tidak akan berjalan teratur

Prosedur   : PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS CPNS MAHKAMAH AGUNG RI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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9. SOP Usul  PNS 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

3. SMA

4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS)

2. SOP Pelaksanaan ujian tertulis CPNS

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Merekap CPNS yang 

akan diusulkan menjadi 

PNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data-data CPNS, 

komputer

20 menit Nama-nama 

CPNS yang 

akan diusulkan 

menjadi PNS

2 Menerima usul 

pengangkatan PNS 

dari satker masing-

masing CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul dari Satker, 

berkas 

pengangkatan 

CPNS

10 menit Dicatatnya 

dalam surat 

masuk

3 Memeriksa 

kelengkapan berkas 

CPNS dan menyusun 

berkas CPNS

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Berkas CPNS 15 Menit Diketahuinya 

ada tidaknya 

kekurangan 

berkas CPNS

4 Memberitahukan jika 

ada kekurangan berkas 

kepada Satker ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Berkas CPNS 15 Menit Diketahuinya 

kekurangan 

berkas oleh PA 

ybs

5 Membuat surat 

pengusulan 

pengangkatan CPNS 

menjadi PNS jika 

berkas sudah lengkap

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Berkas CPNS, 

komputer

15 Menit Konsep surat 

pengusulan

6 Menyampaikan surat 

pengusulan 

pengangkatan CPNS 

menjadi PNS kepada 

atasan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Konsep surat 

pengusulan

15 Menit Surat 

pengusulan 

pengangkatan 

CPNS menjadi 

PNS

Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan pengangkatan PNS bisa terhambat Aplikasi SIMPEG, SAPK dan KOMDANAS

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGUSULAN PENGANGKATAN 

CPNS MENJADI PNS

Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan:
Komputer, berkas pendukung

Peringatan

Prosedur   : PENGUSULAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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10. SOP Cuti 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

 

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pengelolaan Daftar Hadir Pegawai (ABSEN)

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima dan meneliti 

permohonan cuti 

(Tahunan, Sakit, 

Alasan Penting, Besar 

dan Bersalin)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kendali Cuti, Surat 

Keterangan Dokter

5 menit Blanko Cuti

2 Meneliti syarat-syarat 

izin permohonan cuti

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Kendali Cuti, Surat 

Keterangan Dokter

5 menit Blanko Cuti

3 Memberikan 

keterangan tentang cuti 

yang telah diambil oleh 

pemohon

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Blanko Cuti 5 menit Usul Cuti

4 Meneruskan 

permohonan cuti 

kepada pejabat 

pemberi izin cuti 

secara hirarki sebagai 

berikut: PNS sampai 

dengan Hakim 

termasuk Ketua 

Pengadilan Agama Tk 

Pertama oleh Ketua 

PTA, sebelumnya ada 

persetujuan atasan 

langsungnya (kecuali 

untuk permohonan cuti 

Ketua PA ditangani 

langsung)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Blanko Cuti 20 Menit Usul Cuti

5 Membuat surat cuti 

atas permohonan izin 

cuti yang telah 

disetujui

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Blanko Cuti, 

Komputer

15 Menit Draft usul cuti

6 yang telah 

ditandatangani pejabat 

yang berwenang

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft usul cuti 15 Menit Surat 

pengusulan cuti 

yang telah 

disetujui

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri 

Sipill;

Keterkaitan:
Komputer, kendali cuti

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan cuti pegawai bisa terhambat Kendali Cuti

Prosedur   : PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

7 Mengirimkan surat cuti 

Ketua Pengadilan Tk. 

Pertama;

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat Cuti 15 Menit Terkirimnya 

surat cuti

8 Mengirimkan pengantar 

permohonan izin cuti 

Ketua PTA ke Dirjen 

Badilag (termasuk 

pegawai teknis)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat Cuti  15 Menit Terkirimnya 

surat cuti

9 Mengirimkan surat cuti 

kepada ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat Cuti  15 Menit Terkirimnya 

surat cuti

10 Mencatat, 

mengendalikan data 

pemberian izin cuti 

pada kartu kendali cuti 

dan mengarsipkan

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Surat Cuti  10 Menit Tersimpannya 

data pada buku 

kendali cuti dan 

file

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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11. SOP Baperjakat 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.2

2. S.1

2. 3. D.III

3.

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mengagendakan rapat 

baperjakat

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Data Pegawai 30 menit Agenda 

Baperjakat

2 Mempersiapkan data-

data

kepegawaian yang 

akan dirapatkan

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Data Pegawai, 

Aplikasi SIMPEG

20 menit Agenda 

Baperjakat

3 Mempersiapkan berkas 

mutasi pindah

dari luar yang akan 

dirapatkan

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Data Pegawai, 

Aplikasi SIMPEG

20 menit Usul Mutasi

4 Mempersiapkan absen 

kehadiran rapat 

baperjakat

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Daftar Hadir 10 Menit Rapat 

Baperjakat

5 Membuat berita acara 

rapat untuk

ditanda tangani

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Rapat Baperjakat 15 Menit Dokumen Hasil 

Baperjakat

6 Menindaklanjuti hasil 

rapat baperjakat

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Dokumen Hasil 

Baperjakat

15 Menit Usul Mutasi

7 Mengirimkan hasil 

baperjakat (teknis ke 

BADILAG dan non 

teknis ke MARI)

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Usul Mutasi 20 Menit SK Mutasi

8 Mengarsipkan hasil 

rapat baperjakat

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Wakil Ketua Usul Mutasi 10 Menit Tersimpannya 

data hasil rapat 

baperjakat

RAPAT BAPERJAKAT

Dasar Hukum:

Peringatan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah UU No. 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jo No. 13 Tahun 2002 tentang 

Pengangkatan Pegawai Sipil Dalam Jabatan Struktural;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 

Sipil

Keterkaitan:
Komputer, Data Pegawai, Aplikasi SIMPEG 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Data Pegawai, Aplikasi SIMPEG

Prosedur   : RAPAT BAPERJAKAT

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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12. SOP Ujian Dinas 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

2.

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mendata pegawai yang 

sudah

waktunya mengikuti 

ujian dinas Tk.I

dan II maupun Ujian PI

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data Pegawai, 

Aplikasi SIMPEG

30 menit Rekap pegawai 

yang akan 

Ujian Dinas

2 Menerima usul ujian 

dinas dari Pengadilan 

Agama se DKI 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Tanda Terima 5 Menit Usul Ujian 

Dinas

3 Mengonsep usul 

pegawai yang 

mengikuti ujian dinas 

Tk.I

dan II maupun Ujian PI

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul Ujian Dinas 20 menit Draft Usul Ujian 

Dinas

4 Menyampaikan draft 

usul ujian dinas kepada 

atasan untuk disetujui

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Daftar usul ujian 

dinas

10 Menit Usul Ujian 

Dinas

5 Menggandakan dan 

mengirim usul ujian 

dinas ke MARI

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul ujian dinas 150 menit Terkirimnya 

usul ujian dinas

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGUSULAN UJIAN DINAS

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah UU No. 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan terakhir Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 

Sipil. Komputer, Dokumen Kelengkapan Ujian Dinas

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan ujian dinas bisa terhambat

Prosedur   : PENGUSULAN UJIAN DINAS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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13. SOP Karpeg 

 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima usul 

pembuatan Karpeg dan 

KARIS/KARSU dari 

Pengadilan Agama se 

DKI 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Tanda Terima 5 Menit Usul 

pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

2 Memeriksa 

kelengkapan dokumen 

pengusulan Karpeg dan 

KARIS/KARSU

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU, 

Komputer, 

dokumen fisik

30 Menit Data 

kekurangan 

berkas usul 

pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

3 Mengonsep usul 

pembuatan Karpeg dan 

KARIS/KARSU

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU, 

Komputer, 

dokumen fisik

15 menit Draft Usul 

pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

4 Menyampaikan draft 

usul pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU kepada 

atasan untuk disetujui

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft Usul 

pembuatan Karpeg 

dan KARIS/KARSU

20 Menit Usul 

pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

5 Menggandakan dan 

mengirim usul 

pembuatan Karpeg dan 

KARIS/KARSU ke 

BKN

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

150 menit Terkirimnya 

usul 

pembuatan 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

6 Membuat pengantar 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU untuk 

dikirim ke PA masing-

masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Komputer, Karpeg 

dan KARIS/KARSU

10 menit Pengantar 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

7 Mengirim Karpeg dan 

KARIS/KARSU ke PA 

masing-masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Pengantar Karpeg 

dan KARIS/KARSU

240 menit Dikirimnya 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

8 Menginput Karpeg dan 

KARIS/KARSU 

kedalam SIMPEGdan 

E-Doc, 

mendistribusikan 

kepada ybs dan 

menggandakan untuk 

diarsipkan 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Karpeg dan 

KARIS/KARSU

30 menit Terkirimnya 

Karpeg dan 

KARIS/KARSU 

kepda ybs dan 

diupload ke 

Aplikasi  

SIMPEG dan E-

Doc ybs.

Prosedur   : PENGUSULAN KARPEG DAN KARIS/KARSU

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGUSULAN KARPEG DAN 

KARIS/KARSU

Dasar Hukum:
Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah UU No. 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian;

Komputer, Dokumen Kelengkapan 

Pengusulan KARPEG dan KARIS/KARSU, 

Aplikasi SIMPEG dan E-Doc

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan KARPEG dan KARIS/KARSU bisa 

terhambat

Data Pegawai, Aplikasi SIMPEG dan E-Doc

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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14. SOP Satyalencana 

Nomor SOP : W9-A/   /OT.01.3/XII/2012

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : Desember 2013

Tanggal Efektif : Januari 2014

Disahkan Oleh : Ketua PTA Jakarta

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. 1. S.1

2. D.III

3. SMA

4. SMP

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima usul 

satyalancana dari 

Pengadilan Agama se 

DKI 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Tanda Terima 5 Menit Usul 

satyalancana

2 Memeriksa 

kelengkapan dokumen 

pengusulan 

satyalancana

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul satyalancana, 

Komputer, 

dokumen fisik

30 Menit Data 

kekurangan 

berkas usul 

satyalancana

3 Memberitahukan 

kekurangan

Berkas dan data (kalau 

ada) kepada 

kepegawaian PA/ Ybs

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Data kekurangan 

berkas usul 

satyalancana

10 Menit Diketahuinya 

kekurangan 

berkas oleh PA 

ybs

4 Mengonsep usul 

satyalancana

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul satyalancana, 

Komputer, 

dokumen fisik

15 menit Draft Usul 

satyalancana

5 Menyampaikan draft 

usul satyalancana 

kepada atasan untuk 

disetujui

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Draft Usul 

satyalancana

20 Menit Usul 

satyalancana

6 Menggandakan dan 

mengirim usul 

satyalancana ke 

BADILAG (teknis) dan 

MARI (non teknis)

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Usul satyalancana 150 menit Terkirimnya 

usul 

satyalancana

7 Membuat pengantar 

satyalancana untuk 

dikirim ke PA masing-

masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Komputer, 

Satyalancana

10 menit Pengantar 

Satyalancana

8 Mengirim Satyalancana 

ke PA masing-masing

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Pengantar 

Satyalancana

240 menit Dikirimnya 

Satyalancana

9 Menginput 

satyalancana kedalam 

SIMPEG, 

mendistribusikan 

kepada ybs dan 

menggandakan untuk 

diarsipkan 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian

Ka Sub Bag 

Kepegawaian

Satyalancana 30 menit Terkirimnya 

satyalancana 

kepda ybs dan 

diupload ke 

Aplikasi  

SIMPEG ybs.

Prosedur   : PENGUSULAN SATYALANCANA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGUSULAN SATYALANCANA

Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda 

Satyalancana Karya Satya

Komputer, Dokumen Kelengkapan 

Pengusulan Satyalancana

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengusulan satyalancana bisa terhambat Data Pegawai, Aplikasi SIMPEG

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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Sub Bagian Keuangan 

1. SOP Belanja Pegawai 

Nomor SOP : 01

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keppres Nomor 42 tahun 2002; 1. SMA (SLTA)

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 2. Diploma III (D3)

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per37/PB/2009 3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai tidak memperoleh gaji Data Pegawai

Prosedur   :

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima dan 

Mengecek berkas SK 

CPNS, Kenaikan Gaji 

Berkala, Kenaikan 

Jabatan dan Kenaikan 

Pangkat Pegawai

PPABP Kasubag 

Keuangan

 Berkas SK CPNS, 

Kenaikan Gaji 

Berkala, Kenaikan 

Jabatan dan 

Kenaikan Pangkat

1 Hari Kerja  Berkas SK CPNS, 

Kenaikan Gaji 

Berkala, Kenaikan 

Jabatan dan 

Kenaikan Pangkat 

Pegawai

2 Menginput berkas SK 

CPNS, Kenaikan Gaji 

Berkala, Kenaikan 

Jabatan dan Kenaikan 

Pangkat Pegawai 

kedalam Aplikasi GPP

PPABP Kasubag 

Keuangan

Aplikasi GPP dan 

Berkas SK CPNS, 

Kenaikan Gaji 

Berkala, Kenaikan 

Jabatan dan 

Kenaikan Pangkat

1 Hari Kerja Data Pegawai

3 Membuat Gaji pegawai 

dan memasukkan ke 

dalam sistem penggajian 

(Aplikasi GPP)

PPABP Kasubag 

Keuangan

Aplikasi GPP 1 Hari Kerja Daftar Gaji 

Pegawai

4 Mengajukan Daftar Gaji 

kepada  Bendahara 

Pengeluaran untuk 

memverifikasi daftar 

gaji dan ditandatangani

PPABP Pejabat 

Pembuat 

Komitmen

Daftar Gaji Pegawai 1 Hari Kerja Daftar Gaji 

Pegawai yang 

telah 

ditandatangani

5 Mengajukan daftar gaji

kepada Kuasa Pengguna

Anggaran/ P2K untuk

diverifikasi daftar gaji

dan ditandatangani.

Bendahara 

Pengeluaran

Pejabat 

Pembuat 

Komitmen

Daftar Gaji Pegawai 1 Hari Kerja Daftar Gaji 

Pegawai yang 

telah 

ditandatangani

6 Membuat SPP-LS 

pembayaran belanja 

pegawai disampaikan 

kepada PP-SPM

PPABP Pejabat 

Pembuat 

Komitmen

Daftar Gaji Pegawai 4 Hari Kerja SPP-LS

7 Mengajukan SPP-LS 

kepada Penguji SPP/ 

Penandatangan SPM 

untuk menerbitkan SPM

PPABP Kasubag 

Keuangan

SPP-LS dan Daftar 

Gaji Pegawai

1 Hari Kerja SPP-LS dan Daftar 

Gaji Pegawai

8 Membuat SPM Gaji 

untuk  ditandatangani PP-

SPM

PPABP Kasubag 

Keuangan

SPP-LS dan Daftar 

Gaji Pegawai

2 Hari Kerja SPM Gaji Pegawai

9 Mengajukan SPM ke 

KPPN

Petugas SPM Kasubag 

Keuangan

Daftar Gaji 

Pegawai, SPP-LS,  

SPM dan File Kirim 

SPM

1 Hari Kerja Tanda Terima 

SPM

10 Menerbitkan SP2D ke 

Rekening Pegawai

KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VI Daftar Gaji 

Pegawai, SPP-LS,  

SPM dan File Kirim 

SPM

Setiap Awal 

Bulan

SP2D

PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum:

2

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

1. - Alat Tulis, Peralatan Komputer, Aplikasi GPP, 

Aplikasi SPM, berkas pegawai2

Peringatan

PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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2. SOP Belanja LS Pihak ke-3 

 

Nomor SOP : 02

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 1. SMA (SLTA)

2. Permenkeu No:170/PMK.05/2010 2. Diploma III (D3)

3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1. -

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran kepada pihak tertunda Data Pihak Ketiga

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima berkas 

permintaan pembayaran 

dari rekanan serta 

meminta kelengkapan 

data pendukung ke 

Pembuat 

Komitmen/Kuasa 

Pengguna Anggaran 

untuk diverifikasi data 

pendukungnya.

PPK KPA Data Pendukung 5 Hari Kerja Dokumen 

Pendukung

2 Membuat SPP-LS  untuk 

disampaikan kepada 

Penguji SPP/ 

Penandatangan SPM 

setelah dokumen 

pendukung SPP-LS 

diterima secara lengkap 

dan benar dari rekanan;

PPK KPA Dokumen 

Pendukung

5 Hari Kerja SPP-LS

3 Mengajukan SPP-LS 

kepada Penguji SPP/ 

Penandatangan SPM 

untuk menerbitkan SPM

PPK KPA SPP-LS 5 Hari Kerja SPP-LS dan 

dokumen 

Pendukung

4 Membuat SPM LS untuk  

ditandatangani oleh PP-

SPM

Bendahar 

Pengeluaran 

Kasubag 

Keuangan

SPP-LS dan 

Dokumen 

pendukung

1 Hari Kerja SPM LS

5 Mengajukan SPM ke 

KPPN

Petugas SPM Kasubag 

Keuangan

Dokumen 

Pendukung, SPP-

LS,  SPM LS dan 

File Kirim SPM

1 Hari Kerja Tanda Terima 

SPM

6 Menerbitkan SP2D ke 

Rekening Perusahaan

KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VI Dokumen 

Pendukung, SPP-

LS,  SPM LS dan 

File Kirim SPM

3 Hari Kerja SP2D

Prosedur   : BELANJA PEMBAYARAN LS KE PIHAK KETIGA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

BELANJA PEMBAYARAN LS KE PIHAK 

KETIGA

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SPM, Dokumen Pendukung 2

Peringatan

2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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3. SOP Belanja Rutin 

 

Nomor SOP : 03

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Per-66/PB/2005 1. SMA (SLTA)

2. 2. Diploma III (D3)

3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Laporan Pertanggungjawanan Bendahara

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data keuangan Belanja Rutin

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Meneliti kebenaran 

semua bukti 

pembayaran, kwitansi 

yang bisa di bayar 

dengan uang persediaan

Bendahara 

Pengeluaran

Kasubag 

Keuangan

Semua Bukti 

Pembayaran

2 Hari Kerja Bukti Pembayaran 

dan kwitansi

2 Melakukan pembayaran 

atas belanja yang 

dilakukan oleh pejabat 

pengadaan, belanja 

perjalanan dinas, belanja 

honor yang menjadi 

beban APBN 

Bendahara 

Pengeluaran

Kasubag 

Keuangan

Semua Bukti 

Pembayaran

1 Hari Kerja Bukti Pembayaran 

dan kwitansi

3
Merekap seluruh 

pengeluaran rutin dalam 

Buku kas Umum, Buku 

Pembantu dan SPTB 

Bendahara 

Pengeluaran

Kasubag 

Keuangan

Bukti Pembayaran 

dan kwitansi

2 Hari Kerja SPTB

4 Mengajukan SPTB 

kepada PPK apabila uang 

persediaan telah 

terserap minimal 75%

Bendahara 

Pengeluaran

Kasubag 

Keuangan

SPTB 1 Hari Kerja SPTB

5 Membuat SPP GUP  

untuk disampaikan 

kepada Penguji SPP/ 

Penandatangan SPM 

Bendahara 

Pengeluaran

PPK SPTB 5 Hari Kerja SPP GU

6 Membuat SPM GUP 

untuk  ditandatangani 

oleh PP-SPM

Bendahara 

Pengeluaran 

Kasubag 

Keuangan

SPP-GU dan SPTB 1 Hari Kerja SPM GUP

7 Mengajukan SPM ke 

KPPN

Petugas SPM Kasubag 

Keuangan

SPTB, SPP-GUP,  

SPM GUP dan File 

Kirim SPM

1 Hari Kerja Tanda Terima 

SPM

8 Menerbitkan SP2D ke 

Rekening Bendahara 

Pengeluaran

KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VI SPTB, SPP-GUP,  

SPM GUP dan File 

Kirim SPM

3 Hari Kerja SP2D

9 Menarik uang tersebut 

sesuai kebutuhan dan 

melaksanakan tugas 

perbendaharaan sesuai 

ketentuan yang berlaku

Bendahara 

Pengeluaran 

Kasubag 

Keuangan

Cek 1 Hari Kerja Uang GUP

Prosedur : PENCATATAN BELANJA RUTIN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENCATATAN BELANJA RUTIN

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SPM2

Peringatan

2

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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4. SOP Laporan Keuangan Satker 

Nomor SOP : 04

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Perdirjen Nomor PER-57/PB/2013 1. SMA (SLTA)

2. PMK Nomor : 233/PMK.05/2011 2. Diploma III (D3)

3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1. -

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Keuangan

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mengimput seluruh 

dokumen sumber 

berupa DIPA, SSBP, 

SSPB, SPM dan SP2D 

yang telah diterbitkan 

oleh KPPN Jakarta VI 

kedalam Aplikasi SAKPA

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

Dokumen Sumber 

berupa DIPA, SSBP, 

SSPB, SPM dan 

SP2D

1 Hari Kerja Data Keuangan/ 

ADK

2 Melakukan Rekonsiliasi 

Internal dengan SIMAK-

BMN

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

Neraca SAKPA dan 

SIMAK-BMN

1 Jam BAR Internal

3 Mencetak dan 

mengoreksi Laporan 

Keuangan berupa Neraca 

dan LRA setiap bulannya

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

Neraca dan LRA 1 Hari Kerja Neraca dan LRA

4 Mengajukan Laporan 

keuangan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran 

(KPA) untuk diverifikasi 

dan ditandatangani 

setiap bulannya

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

Neraca dan LRA 1 Jam Neraca dan LRA 

yang telah 

ditandatangani

5 Melakukan rekonsiliasi 

dengan KPPN Jakarta VI 

dan membawa ADK 

SAKPA, Backup dan 

Printout Laporan 

Keuangan yang telah 

ditandatangani KPA 

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

ADK SAKPA, 

Backup dan 

Printout Laporan 

Keuangan

1 Hari Kerja BAR Rekon

6 Memverifikasi BAR dan 

Laporan Hasil Rekon 

(LHR) dengan KPPN 

untuk  ditandatangani 

oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

BAR dan LHR 1 Hari Kerja BAR dan LHR

7 Mengirimkan kembali 

BAR dan LHR yang telah 

ditandatangani oleh KPA 

untuk disahkan oleh 

KPPN yang 

membuktikan data 

tersebut telah sesuai.

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

BAR dan LHR 1 Hari Kerja BAR dan LHR yang 

telah valid

8 Mengirimkan BAR dan 

LHR yang telah valid 

dari KPPN untuk 

melakukan rekonsiliasi 

tingkat wilayah.

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

BAR, LHR, Neraca, 

LRA,Bar Internal, 

ADK dan Backup 

Sakpa

1 Hari Kerja Tanda Terima 

Rekon

Prosedur      :

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN 

TINGGI AGAMA JAKARTA

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Aplikasi 

SAKPA, berkas SP2D, SSBP, SSPB2

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan keuangan tidak diketahui

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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5. SOP Laporan Keuangan Wilayah 

Nomor SOP : 05

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Perdirjen Nomor PER-57/PB/2013 1. SMA (SLTA)

2. PMK Nomor : 233/PMK.05/2011 2. Diploma III (D3)

3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1.

Pencatatan dan Pendataan

Data Keuangan Satker

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima Rekonsiliasi 

dari Satker BAR dan LHR 

yang telah valid setiap 

bulannya dari KPPN 

untuk melakukan 

rekonsiliasi tingkat 

wilayah.

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

BAR, LHR, Neraca 

Simak Bmn, 

Neraca Sakpa, 

LRA,Bar Internal, 

ADK dan Backup 

Sakpa

10 menit  Data Keuangan 

Satker

2 Memverifikasi 

kebenaran data satker 

antara Backup dan Data 

Keuangan  yang dibawa 

oleh satker setiap 

bulannya. Setelah data 

lengkap dan sesuai 

diberikan tanda terima.  

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

 Aplikasi Sakpa 

dan Data Keuangan

1 Jam Tanda terima

3 Memasukkan dan 

menggabungkan ADK 

satker yang sudah benar 

ke dalam Aplikasi 

SAPPA-W dan Data 

keuangan satker 

kedalam file masing-

masing  satker

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Aplikasi SAPPA-W 

dan Data Keuangan

1 Jam Data Keuangan 

Wilayah dan ADK 

Wilayah

4 Melakukan Rekonsiliasi 

Internal tingkat wilayah 

dengan SIMAK-BMN 

Wilayah setiap 

semesteran

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Neraca SAPPA-W 

dan SIMAK-BMN 

Wilayah

1 Jam BAR Internal 

Wilayah

5 Mencetak dan 

mengoreksi Laporan 

Keuangan Wilayah 

berupa Neraca dan LRA 

wilayah setiap bulannya

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Data Keuangan 

Wilayah dan ADK 

Wilayah

1 Jam Neraca, LRA 

Wilayah

6 Mengajukan Laporan 

keuangan wilayah 

kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) untuk 

diverifikasi dan 

ditandatangani setiap 

bulannya

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Neraca, LRA 

Wilayah

30 menit Neraca, LRA 

Wilayah/ Laporan 

Keuangan Wilayah 

yang telah 

ditandatangani 

7 Melakukan rekonsiliasi 

dengan Kanwil Ditjen 

perbendaharaan Jakarta 

setiap Triwulan dengan 

membawa ADK SAPPA-

W, Backup dan Printout 

Laporan Keuangan  yang 

telah ditandatangani 

KPA 

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Laporan Keuangan 

Wilayah yang telah 

ditandatangani, 

ADK SAPPA-W dan 

Backup 

1 Hari Kerja Tanda Terima

8 Melakukan Penyamaan 

data  SAI dan SAU 

Wilayah untuk 

mencetak BAR dan 

Laporan Hasil Rekon 

Wilayah

Bagian 

Akuntansi dan 

Pelaporan

Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan

Laporan Keuangan 

Wilayah yang telah 

ditandatangani, 

ADK SAPPA-W dan 

Backup 

3 Hari Kerja LHR Wilayah

9 Melakukan Perbaikan 

Rekonsiliasi apabila 

masih terdapat 

perbedaan antara SAI 

dan SAU Wilayah untuk 

memperoleh BAR dan 

LHR untuk 

ditandatangani Kuasa 

Pengguna Anggaran

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

Laporan Keuangan 

Wilayah yang telah 

ditandatangani, 

ADK SAPPA-W dan 

Backup 

3 Hari Kerja BAR dan LHR 

Wilayah 

10 Mengirimkan kembali 

BAR dan LHR yang telah 

ditandatangani oleh KPA 

untuk disahkan oleh 

Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan yang 

membuktikan data 

tersebut telah sesuai.

Operator 

Sappaw

Kasubag 

Keuangan

BAR dan LHR 

Wilayah

1 Hari Kerja BAR dan LHR yang 

telah valid

11 Mengirimkan BAR dan 

LHR yang telah valid 

dari Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan untuk 

melakukan rekonsiliasi 

tingkat Eselon I.

Operator Sakpa Kasubag 

Keuangan

BAR, LHR, Neraca, 

LRA,Bar Internal, 

ADK dan Backup 

SAPPA-W

1 Hari Kerja Tanda Terima 

Rekon

Prosedur      :

LAPORAN KEUANGAN WILAYAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

LAPORAN KEUANGAN WILAYAH

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SAKPA dan SAPPA-W2

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses Laporan Keuangan Wilayah akan 

Disclaimer

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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6. SOP LPJ Bendahara 

Nomor SOP : 06

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keppres Nomor 42 tahun 2002; 1. SMA (SLTA)

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2011 2. Diploma III (D3)

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per47/PB/2009 3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1. 

Pencatatan dan Pendataan

Buku Kas Umum dan Buku Pembantu

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Melakukan Pembukuan 

Pada Buku Kas Umum 

atas penerimaan dan 

pembayaran yang 

menjadi beban APBN 

setelah meneliti 

kebenaran semua bukti 

pembayaran

Bendahara Kasub 

Keuangan

SP2D, Kwitansi 1 Hari Kerja Buku kas umum

2 melakukan        

pembukuan pembukuan 

secara tertib buku 

pembantu,  Buku 

Pembantu Kas Tunai, 

Buku Pembantu UP, 

Buku Pembantu LS 

bendahara, Buku 

Pembantu Pajak, Buku 

Pembantu Bank, buku 

pembantu lain-lain 

Bendahara Kasub 

Keuangan

Kwitansi, Cek, 

Rekening Giro, 

Remunerasi,SSP

2 Hari Kerja Buku pembantu 

Kas Tunai, buku 

pembantu UP. 

Buku pembantu LS 

bendahara, Buku 

pembantu pajak, 

buku pembantu 

bank. dan buku 

pembantu lain-

lain

3 menutup Buku Kas 

Umum dan Buku 

Pembantu Lainnya  

untuk ditandatangani 

oleh KPA setiap 

bulannya

Bendahara Kasub 

Keuangan

Buku Kas Umum 

dan Buku 

pembantu

Setiap Akhir 

Bulan (1 Jam)

Penutupan 

Bukukas umum 

dan buku 

pembantu

4 Bendahara Pengeluaran 

meminta pencetakan   

rekening   koran 

bendahara pengeluaran 

setiap akhir bulan

Bendahara Kasub 

Keuangan

no rekening koran 

bendahara 

pengeluaran

Setiap Akhir 

Bulan (2 Jam)

rekening koran

5 membuat penyusunan  

LPJ  Bendahara 

Pengeluaran

Bendahara Kasub 

Keuangan

Buku pembantu 

Kas Tunai, buku 

pembantu UP. 

Buku pembantu 

LS,n bendahara, 

Buku pembantu 

pajak, buku 

pembantu bank. 

dan buku 

pembantu lain-lain

1 jam LPJ

6 Mengoreksi   dan   

meminta tandatangan  

kuasa  pengguna 

anggaran setelah LPJ 

dibuat;

Bendahara Kasub 

Keuangan

LPJ 1 (satu) Jam LPJ yang sudah 

ditandatangani

7 Mengirimkan LPJ ke 

KPPN Jakarta VI paling 

lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah LPJ 

ditandatangani Kuasa 

Pengguna Anggaran 

Staf keuangan Kasub 

Keuangan

LPJ yang sudah 

ditandatangani

1 (satu) Hari Tanda Terima

8 Melakukan perbaikan 

LPJ apabila ada 

kesalahan

Bendahara Kasub 

Keuangan

1 (satu) Hari LPJ yang sudah 

ditandatangani

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDAHARA PENGELUARAN

Dasar Hukum:

2

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan Internet
2.

Peringatan

1. -

Prosedur        : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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7. SOP Remunerasi 

Nomor SOP : 07

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 1. SMA (SLTA)

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 2. Diploma III (D3)

3. Keputusan Sektretaris Mahkamah Agung Nomor. 035/SK/IX/2008 3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1. 

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Perkara Banding

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima, 

mengumpulkan dan 

memverifikasi rekap 

absensi dan data dukung 

lainnya yang menjadi 

data sumber untuk 

membuat pengajuan

remunerasi

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Rekapitulasi 

absensi dan daftar 

hadir sudah 

dikoreksi dan 

ditandatangani 

oleh Ketua, 

Penanggung jawab 

daftar hadir dan 

Petugas daftar 

hadir

5 menit Rekapitulasi 

absensi pegawai 

dan daftar hadir

2 Membuat Tanda Terima 

Remunerasi yang 

ditandatangani oleh 

Bendahara Pengeluaran, 

Panitera/Sekretaris dan 

Ketua

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Rekapitulasi 

absensi pegawai 

dan daftar hadir 

dan Aplikasi 

Komdanas

5 menit Tanda Terima 

Remunerasi 

3 Koreksi Tanda Terima 

Remunerasi oleh Kasub 

Bag Keuangan

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Potongan sesuai 

rekapitulasi daftar 

hadir dan Aplikasi 

Komdanas

15 menit Tanda Terima 

Remunerasi yang 

sudah dikoreksi

4 Membuat Surat 

Pernyataan 

Tanggungjawab Mutlak 

(SPTJM) yang 

ditandatangani oleh 

Panitera/Sekretaris dan 

Ketua

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Sesuai rekap tanda 

terima dan 

Aplikasi 

Komdanas

5 menit SPTJM 

5 Membuat Kuitansi 

pertanggungjawaban 

remunerasi di muka 

(bermaterai) yang 

ditandatangani oleh 

Bendahara Pengeluaran, 

Panitera/Sekretaris dan 

Ketua

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Sesuai rekap tanda 

terima

5 menit Kuitansi 

bermaterai

6 membuat rekapitulasi 

pengajuan remunerasi 

PTA Jakarta yang 

ditandatangani oleh 

Bendahara Pengeluaran, 

Panitera/Sekretaris dan 

Ketua

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Sesuai rekap tanda 

terima

15 menit Rekapitulasi 

pengajuan 

Remunerasi PTA 

Jakarta

7 Meminta tanda tangan 

seluruh Pegawai untuk 

pengajuan 

pertanggungjawaban 

Remunerasi dimuka

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Tanda terima 

remunerasi dan 

rekapitulasi daftar 

hadir

1 hari tanda terima 

remunerasi yang 

ditandatangani 

pegawai

Prosedur    : PENGAJUAN REMUNERASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

PENGAJUAN REMUNERASI

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi SIADPTA, berkas perkara2.

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan makaketerlambatan penerimaan tunjangan 

kinerja

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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8 Pengadilan Agama se-

DKI Jakarta 

menyampaikan usulan 

remunerasi

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Pengajuan

Remunerasi 

Pengadilan Agama 

se DKI Jakarta

5 hari Pengajuan

Remunerasi 

Pengadilan Agama 

se DKI Jakarta

paling lambat 

tanggal 5 setiap 

bulannya

9 memeriksa dan 

membuat rekapitulasi 

pengajuan remunerasi 

Pengadilan Agama se-

wilayah PTA Jakarta 

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Pengajuan

Remunerasi 

Pengadilan Agama 

se wilayah PTA 

Jakarta

5-10 menit Pengajuan

Remunerasi 

Pengadilan Agama 

se wilayah PTA 

Jakarta yang sudah 

valid

10 mengirimkan usulan 

remunerasi ke Biro 

Keuangan Mahkamah RI

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Pengajuan

Remunerasi 

Pengadilan Agama 

se DKI Jakarta yang 

sudah valid

1 hari terselesaikannya 

usulan remunerasi

11 Membuat daftar 

penerimaan remunerasi 

untuk tiap pegawai jika 

uang remunerasi telah 

masuk ke rekening Bank

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Tanda terima 

remunerasi

1 jam Daftar penerimaan 

remunerasi 

pegawai rangkap 2

12 Koreksi daftar 

penerimaan remunerasi 

pegawai  oleh bendahara 

pengeluaran

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Tanda terima 

remunerasi dan 

Daftar penerimaan 

remunerasi 

pegawai  

20 menit Daftar penerimaan 

remunerasi 

pegawai yang 

sudah valid

13 Pencairan uang 

remunerasi melalui 

transfer ke rekening tiap 

pegawai dengan 

menggunakan cek yang 

ditandatangani 

Bendahara Pengeluaran 

dan KPA

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Daftar penerimaan 

remunerasi 

pegawai yang 

sudah valid

1 hari Uang remunerasi 

berhasil 

tertransfer ke 

semua Pegawai
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8. SOP Laporan Bappenas 

Nomor SOP : 08

Tanggal Pembuatan : Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

Disahkan Oleh : Ketua PTA

Nama SOP : 

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Keputusan Ketua MA RI No.26/KMA/SK/II/2012 1. SMA (SLTA)

2. SEMA No. 2 Tahun 2014 2. Diploma III (D3)

3. Strata I (SI)

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2. 

Pencatatan dan Pendataan

LRA

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima dokumen 

sumber berupa LRA 

SAKPA untuk pengisian 

formulir A laporan PP. 

39 Tahun 2006 

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

LRA SAKPA 

Triwulanan

10 – 15 menit harcopy LRA 

SAKPA

2 Mengimput ke Formulir 

A dokumen sumber atau 

LRA Belanja setiap 

triwulannya

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

harcopy LRA 

SAKPA

1 Jam Backup dan Data 

Kirim Kegiatan 

Formulir A

3 Mencetak dan 

mengoreksi Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Formulir A  setiap 

Triwulannya

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Backup dan Data 

Kirim Kegiatan 

Form A

1 - 3 jam Hardcopy 

Formulir A 

laporan PP. 39 Th 

2006

4 Mengoreksi dan 

memaraf hardcopy 

formulir A PP. 39 Tahun 

2006, untuk selanjutnya 

diteruskan kepada 

Pejabat Pembuat 

Komitment (PPK) untuk 

ditandatangani

Kasub Keuangan PPK Backup data & 

hardcopy formulir 

A laporan PP. 39 

Th 2006

10 - 30 mnt Backup data &

hardcopy formulir

A laporan PP. 39

Th 2006 yg telah

ditandatangani

5 Mengumpulkan backup 

data formulir A dari 

satuan kerja di wilayah 

PTA Jakarta untuk 

diinput ke formulir B  

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

Backup data & 

hardcopy formulir 

A laporan PP. 39 

Th 2006 Satuan 

kerja

1 Hari Kerja hardcopy formulir 

B laporan PP. 39 

Th 2006 

6 Mencetak dan 

mengoreksi Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Formulir B  setiap 

Triwulannya untuk 

ditandatangani oleh 

Panitera/Sekretaris

Staf Keuangan Kasub 

Keuangan

hardcopy formulir 

B laporan PP. 39 

Th 2006 

10 – 15 mnt hardcopy formulir 

B laporan PP. 39 

Th 2006 yang 

telah 

ditandatangani

7 Mengirimkan email File 

dan Backup formulir B  

PP 39 Tahun 2006 

wilayah ke Biro 

Perencanaan Mahkamah 

Agung RI dan 

mengarsipkan laporan 

PP. 39 Tahun 2006

hardcopy formulir 

B laporan PP. 39 

Th 2006 final yg             

telah 

ditandatangani

10 – 15 menit Arsip Formulir A 

dan B

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Keterkaitan:

Alat Tulis, Peralatan Komputer, Jaringan 

Internet, Aplikasi PP-39, LRA

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka 

Prosedur     : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu Output Keterangan
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Sub Bagian Umum 

1. SOP Pencatatan BMN 

: 03

: Desember 2012

: -

Tanggal Efektif : Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. 2. D III

3.

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka laporan BMN tidak akurat 

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Setelah pengadaan 

barang selesai, 

maka operator 

SAKPA 

menyerahkan 

fotocopy

Operator 

SAKPA

Subbag 

Keuangan

SP2D dan SPM 2 hari Terselesaikannya 

pencatatan BMN 

pada aplikasi 

SIMAK BMN .

2 SP2D dan SPM 

kepada operator 

SIMAK.

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum SPM 3 hari Terlaksananya 

tertib administrasi 

pencatatan BMN.

3 Operator SIMAK-

BMN meminta BAST 

hibah dari Subbag 

Umum.

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum BAST Hibah  30 menit Terlaksananya 

tertib administrasi 

SIMAK BMN.

4 Memastikan besaran 

nilai hibah kepada 

Subbag Umum dan 

melakukan 

pencatatan dalam 

aplikasi SIMAK-BMN.

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum BAST dan nilai 

perolehan

30 menit Terlaksananya 

tertib administrasi 

hibah.

5 Setelah pencatatan 

selesai petugas 

SIMAK 

menyampaikan 

SAKPA untuk rekon 

internal bulanan 

guna penyusunan 

neraca.

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum Backup neraca 

SIMAK BMN

1 jam Terlaksananya 

tertib administrasi 

pencatatan BMN.

6 Laporan BMN 

beserta ADK data 

transaksi BMN 

UAKPB disampaikan 

kepada KPKNL 

setiap semester

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum Dokumen 

rekonsiliasi 

SIMAK BMN

1hari Terlaksananya 

tertib administrasi 

BMN.

7 Laporan BMN 

beserta ADK data 

transaksi BMN 

UAKPB disampaikan 

kepada UAPPB-W 

setiap semester. 

Laporan BMN 

beserta ADK data 

transaksi BMN 

UAPPB-W 

disampaikan kepada 

UAPPB-E1 (eselon) 

setiap semester

Operator 

SIMAK BMN

Subbag Umum Berita Acara 

Rekonsiliasi 

1 hari Tersedianya Berita 

Acara Rekonsiliasi 

BMN

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Output
Keterangan

dan tidak akuntabel

Prosedur  : PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu

Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/100A/ 

SK/IX/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur dan 

Penatausahaan Barang persedian Dilingkungan Mahkamah Agung RI

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA Laptop / PC, Aplikasi SIMAK BMN, SPM , BAST, 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata 

Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan 

Laporan Keuangan pemeritah pusat

1. Strata 1 (S1)

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan Oleh

Jakarta Timur

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK 

NEGARA

Tanggal Revisi

Nomor SOP
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2. SOP Pengadaan ATK 

Nomor SOP : 04

: Desember 2012

: -

Tanggal Efektif : Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. 2. D III

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka tidak terpenuhinya kebutuhan kantor

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat 

perencanaan belanja 

kebutuhan sehari-

hari perkantoran 

selama 1tahun 

anggaran

Staf umum Subbag Umum Dokumen 

perencanaan 

belanja

2 hari Tersedianya 

rencana belanja 

sesuai 

kebutuhan

2 Pengadaan barang 

sesuai rencana 

belanja.

Staf umum Subbag Umum Dokumen 

pengadaan 

barang

1 hari Terselenggaran

ya tertib 

administrasi 

pengadaan 

barang

3 Penyerahan  dan 

pencatatan barang.

Staf umum Subbag Umum BAST 2 jam Terselenggaran

ya tertib 

administrasi 

pengadaan 

barang

4 Penginputan data 

dalam SIMAK 

persediaan dan 

melakukan rekon 

aplikasi SIMAK-BMN.

Staf umum Subbag Umum Dokumen 

pengadaan 

barang

2 jam Terselenggaran

ya tertib 

administrasi 

penatausahaan 

barang

5 Pendistribusian 

barang persediaan 

sesuai kebutuhan.

Staf umum Subbag Umum Daftar rincian

6 Opnam fisik barang 

persediaan setiap 

semester.

Staf umum Subbag Umum Daftar barang 

ATK

2 hari Terselenggaran

ya tertib 

administrasi 

penatausahaan 

barang

Tersedianya 

sarana kerja 

pegawai

Output
Keterangan

1hari

Prosedur  : PENGADAAN KEPERLUAN ADMINISTRASI TATA PERKANTORAN/ATK SEHARI-HARI

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

PENGADAAN KEPERLUAN ADMINISTRASI TATA PERKANTORAN/ATK 

SEHARI-HARI
Dokumen Pengadaan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan oleh

Jakarta Timur

PENGADAAN KEPERLUAN ADMINISTRASI 

TATA PERKANTORAN/ATK SEHARI-HARI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

/ Jasa Pemerintah; 

1. Strata 1 (S1)

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 

Tanggal Revisi
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3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara 

Nomor SOP : 02

:  Desember 2012

: -

Tanggal Efektif : Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. 2. D III

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Mengusulkan 

penghapusan 

barang milik negara 

dan melengkapi 

syarat 

administrasinya.

Panitia 

Penghapusan

Kuasa 

Pengguna 

Barang/KPB

Dokumen 

usulan 

penghapusan 

barang

2 hari Mengetahui 

disposisi surat

2 Panitia meneliti dan 

menilai kondisi serta 

kegunaan barang.

Panitia 

Penghapusan

KPB Berita acara 

penelitian baran

3 hari Konsep surat 

tindaklanjut

3 Melakukan 

koordinasi dengan 

KPKNL.

Panitia 

Penghapusan

KPB Dokumen 

penghapusan  

barang

1 hari Surat yang 

telah disetujui

4 Melaporkan hasil 

penghapusan 

kepada atasan.

Panitia 

Penghapusan

KPB Beriata acara 

penghapusan 

barang

1 hari Tersedianya 

usulan 

penghapusan 

barang

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara

1. Strata 1 (S1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata 

cara Pelaksaan Penggunaan, Pemamfaatan, Penghapusan, dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan oleh

Jakarta Timur

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka akanbanyak barang yang sudah 

rusak tidak dihapus 

Tanggal Revisi

Prosedur  : PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
Output

Keterangan

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Daftar Barang yang akan Dihapus
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4. SOP Pemeliharaan Inventaris 

Nomor SOP : 05

: Desember 2012

: -

: Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. 2. D III

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka inventaris kantor tidak terawat dengan 

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Membuat 

perencanaan 

pemeliharaan gedung 

dan atau rumah dinas 

serta mengajukan 

kepada atasan.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

perbaikan 

gedung/rumah 

dinas

1 hari Tersedianya 

perencanaan 

pemeliharaan 

inventaris 

perkantoran

2 Melaksanaan 

pemeliharaan gedung 

kantor dan atau 

rumah dinas.

Staf umum Subbag Umum Dokumen 

pelaksanaan 

pemeliharaan

3 hari Terlaksananya 

pemeliharaan 

gedung 

kantor/rumah 

dinas

3 Perawatan 

kebersihan kendaraan 

roda 4 dan roda 2 

secara rutin.

Staf umum Subbag Umum Kendaraan 

roda4

2 Jam Tersedianya 

kendaraan roda 4  

dan roda 2 siap 

pakai.

4 Melakukan 

pemeliharaan/servis/p

enggantian oli secara 

berkala.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

pemeliharaan 

kendaraan roda 

4

1 hari Tersedianya 

kendaraan roda 4 

dan roda 2 siap 

pakai

5 Melakukan perwatan / 

servis berkala dan 

melakukan perbaikan 

kendaraana roda 4 

sesuai kebutuhan dan 

melaporkan kepada 

atasan.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

pemeliharaan 

kendaraan roda 

4

1 hari Tersedianya 

kendaraan roda 4 

dan roda 2 siap 

pakai

6 Melakukan 

pengurusan pajak 

kendaraan roda 4.

Staf umum Subbag Umum Pajak 

kendaraan

1 hari Terselesaikannya 

Pajak Kendaraan 

Bermotor

7 Melakukan perbaikan 

kendaraan roda 2 

sesuai kebutuhan dan 

melaporkan kepada 

petugas.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

pemeliharaan 

kendaraan roda 

2

1 hari Tersedianya 

kendaraan roda 2 

siap pakai 

8 Melakukan 

pengurusan pajak 

kendaraan roda 2.

Staf umum Subbag Umum Pajak 

kendaraan

1 hari Terselesaikannya 

Pajak Kendaraan 

Bermotor

9 Melakukan control 

berkala keadaan PC 

dan Laptop.

Staf umum Subbag Umum Kartu kendali 

rutin

1 hari Tersedianya 

perencanaan 

pemeliharaan 

yang valid

10 Melakukan perbaikan 

PC dan Laptop  

sesuai kebutuhan.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

pemeliharaan 

PC Laptop

1 hari tersedianya PC 

yang siap pakai

11 Melakukanperawatan 

AC dan pencatatan 

secara berkala 3 

bulan sekali.

Staf umum Subbag Umum Kartu kendali 

rutin

1 hari Terlaksananya 

pemeliharaan AC

12 Melakukan perbaikan 

AC dan melakukan 

pencatatan sesuai 

kebutuhan.

Staf umum Subbag Umum Daftar rencana 

pemeliharaan 

AC

1 hari Terlaksananya 

pemeliharaan AC

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan oleh

Jakarta Timur

PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR

Tanggal Efektif

Tanggal Revisi

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara 1. Strata 1 (S1)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

INVENTARIS KANTOR data inventaris kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Output
Keterangan

baik

Prosedur  : PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
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5. SOP Pengelolaan Perpustakaan 

Nomor SOP : 06

: Desember 2012

Tanggal Revisi : -

: Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. 2. D III

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka Administrasi perpustakaan

Mutu Buku

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Pengelola 

perpustakaan 

mengisi buku induk 

perpustakaan. 

Staf umum Subbag Umum Daftar buku 

induk 

perpustakaan

2 jam Terlaksananya 

tertib 

administrasi 

perpustakaan

2 Melaporkan kepada 

atasan buku yang 

dipandang perlu 

namun belum ada di 

perpustakaan.

Staf umum Subbag Umum Daftar 

rekapitulasi 

buku yang 

belum ada

1 hari Tersedianya 

buku-buku 

penunjang 

kinerja.

3 Membuat daftar 

peminjaman.

Staf umum Subbag Umum Katalog pinjam 

buku

20 menit Terlaksananya 

tertib 

administrasi 

perpustakaan
4 Pengisian daftar 

peminjaman  dan di 

ketahui pengelola 

perpustakaan.

Staf umum Subbag Umum Buku daftar 

pinjam

15 menit Terlaksananya 

tertib 

administrasi 

perpustakaan

5 Pengembalian buku 

sesuai tanggal 

peminjaman.

Staf umum Subbag Umum Buku daftar 

pinjam

10 menit Terlaksananya 

tertib 

administrasi 

perpustakaan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan oleh

Jakarta Timur

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Efektif

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. Strata 1 (S1)

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariatan Mahkamah Agung RI

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

PERPUSTAKAAN Buku Perpustakaan, Buku induk perpustakaan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Output

tidak berjalan dengan baik

Prosedur  : PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

No

Aktivitas Pelaksana

Pelaksana I Waktu
Keterangan
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6. SOP Surat masuk dan Surat keluar 

: 07

: Desember 2012

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Januari 2013

: Ketua PTA

1.

2. 2. D III

3.

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menerima dan 

meneliti kebenaran 

alamat surat dan 

mengembalikan 

surat  yang salah 

alamat.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 10 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

2 Mencatat surat 

masuk dalam buku 

agenda surat 

masuk.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 

Buku agenda 

surat

5 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

3 Memilah surat 

sesuai jenisnya dan 

mengelompokkan 

surat  sesuai tujuan.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 5 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

4 Memberi lembar 

disposisi

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 

Lembar 

disposisi

10 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

5 Menyampaikan/men

distibusikan  surat 

sesuai unit pengolah 

masing masing.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 30 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan

6 Menyampaikan/men

distibusikan  surat 

sesuai unit pengolah 

masing masing.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 30 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan

7 Mencatat kembali 

dalam buku agenda 

surat masuk, tanggal 

dan isi disposisi 

surat.

Staf umum Subbag Umum Surat Masuk 

Buku Agenda 

Surat

5 Menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka Surat masuk dan Surat keluar  

tidak terdistribusi 

Nomor SOP

1. Strata 1 (S1)

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan

Nama SOP

Peringatan

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Tanggal Pembuatan

Disahkan oleh

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII 

/2007 tentang Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Mahkamah Agung RI

Buku Agenda Surat, Lembar Disposisi, Alat 

Tulis, Peralatan Komputer

Prosedur  : PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
Output

Keterangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 14 tahun 1984 tentang Mahkamah Agung RI

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksanaan:

PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT 

KELUAR

Dasar Hukum:

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur
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8 Mendistribusikan 

surat masuk yang 

telah diberi  disposisi

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 15 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

9 Mengasrsipkan surat 

masuk setelah ada 

tindak lanjut sesuai 

lembar disposisi.

Staf umum Subbag Umum Surat masuk 5 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan.

10 Melakukan koreksi 

alamat surat keluar.

Staf umum Subbag Umum Surat Keluar. 5 menit Terjaganya 

kebenaran tujuan 

surat keluar

11 Memberikan nomor 

dan mencatat surat 

keluar dalam buku 

agenda surat keluar.

Staf umum Subbag Umum Surat Keluar, 

Buku Agenda.

5 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan

12 Penggandaan surat 

keluar dan 

mengirimkan surat 

keluar melalui pos.

Staf umum Subbag Umum Surat Keluar, 

Mesin foto cofy,.

15 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan

13 Mengarsipkan surat 

keluar.

Staf umum Subbag Umum Lemari Arsip 5 menit Terselenggaranya 

tertib administrasi 

tata persuratan
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7. SOP Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara 

Nomor SOP : 01

:  Desember 2012

: -

Tanggal Efektif : Januari 2013

: Ketua PTA

Nama SOP

1.

2. D III

2

Penanggung Persyaratan/

Jawab Perlengkapan

1 Menginventarisir 

barang yang akan 

ditetapkan 

statusnya.

Staff umum/ 

operator 

simak

Kepala 

Sub.bag 

umum

Dokumen 

cetakan dari 

Aplikasi Simak 

BMN

2 hari Mengetahui 

posisi barang 

yang akan 

ditetapkan 

statusnya.

2 Memilah dan 

memilih barang 

berdasarkan nilai 

buku sesuai 

Keputusan menteri 

keuangan

Staff umum/ 

operator 

simak

Kepala 

Sub.bag 

umum

Dokumen 

cetakan yang 

telah dipilah 

sesuai nilai 

buku

1 hari Tersediannya 

konsep 

dokumen PSP

3 Melakukan surat 

permohonan kepada 

instansi terkait 

sesuai Keputusan 

Menteri keuangan 

Nomor 218 / KM.6 

/2013

Staff umum/ 

operator 

simak

Kepala 

Sub.bag 

umum

Dokumen surat 

pengantar

1 hari Tersedianya 

usulan 

penetapan 

status 

penggunaan.

4 Mendapatkan Surat 

keputusan dari 

instansi terkait 

sesuai 

kewenangannya

Staf umum / 

operator 

simak BMN

Kepala 

Sub.bag 

umum

Surat 

Keputusan 

Penetapan 

Status 

Penggunaan

1 bulan Tersedianya 

Surat 

Keputusan 

Penetapan 

Status 

Penggunaan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

menandatangani surat dan/atau keputusan menteri keuangan.

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Jl. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit Disahkan oleh

Jakarta Timur

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG 

MILIK NEGARA

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 1. Strata 1 (S1)

Barang Milik Negara

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA Daftar Barang yang akan ditetapkan statusnya

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan , maka akan banyak barang yang tidak ada 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218 /

KM.6 / 2013 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang menteri

keuangan yang telah dilimpahkan kepada direktur jenderal

kekayaan negara kepada pejabat di lingkungan direktorat jenderal

kekayaan negara untuk dan atas nama menteri keuangan

kejelasan BMN nya.

Keterangan

Prosedur  : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana I Waktu
Output
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A. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 

 

1. Ketua PTA Jakarta 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dokumen 100 12 bulan -           

2 1 dokumen 100 12 bulan -           

3 1 dokumen 100 12 bulan -           

4 2 dokumen 100 12 bulan -           

5 1 kegiatan 100 12 bulan -           

6 2 dokumen 100 12 bulan -

7 1 dokumen 100 12 bulan -

8 3 kegiatan 100 12 bulan -

9 1 dokumen 100 12 bulan -

10 1 dokumen 100 12 bulan -

11 1 dokumen 100 12 bulan -

12 1 dokumen 100 12 bulan -

13 1 dokumen 100 12 bulan -

14 1 dokumen 100 12 bulan -

15

16

17 1 dokumen 100 12 bulan -

18 1 dokumen 100 12 bulan -

19 50 dokumen 100 12 bulan -

20 2 dokumen 100 12 bulan -

21 1 dokumen 100 12 bulan -

22 1 kegiatan 100 12 bulan -

23 1 dokumen 100 12 bulan -

24 1 dokumen 100 12 bulan -

25 1 dokumen 100 12 bulan -

26 1 berkas 100 12 bulan -

27 3 kegiatan 100 12 bulan -

28 3 kegiatan 100 12 bulan -

29 4 kegiatan 100 12 bulan -

Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Menetapkan Majelis Hakim

Membuat SK Tim Pengelola SIADPTA

Membuat SK Pengelola Meja Pengaduan 

Membuat SK Tim Pengelola Meja Informasi 

19491220 197603 1 001

Dr. H. KHALILURRAHMANDr. H. PURWOSUSILO, SH. MH

Pejabat Penilai,

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dr. H. KHALILURRAHMAN

I. PEJABAT PENILAI

Dr. H. PURWOSUSILO, SH. MH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

KETUA / HAKIM UTAMAJabatanDIREKTUR  

DIREKTORAT JENDERAL  BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19540929 198003 1 003

Nama

19491220 197603 1 001NIP

Pangkat/Gol.RuangPEMBINA UTAMA (IV/e) PEMBINA UTAMA (IV/e)

Memeriksa laporan 

Membuat Penetapan Kinerja 

19540929 198003 1 003

Membuat/Menetapkan RKT

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Melakukan pembagian tugas

Menunjuk Wakil Ketua sebagai Koordinator pembinaan dan pengawasan

Menindaklanjuti hasil Temuan Hakim Tinggi Pengawas

Membuat SK hakimtinggi pengawas 

Melakukan pemeriksaan keuangan secara Mendadak

Menunjuk Hakim Tinggi untuk menjadi Humas

Membuat SK Pengelola Keuangan Biaya Perkara

Membuat Draft Bahan Rapat Tahuan

Menandatangani putusan

Melakukan minutasi berkas

Melakukan pembinaan Teknis 

Melakukan pembinaan sumber daya manusia hakim dan pegawai

Melakukan examinasi putusan

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

Membuat/Menandatangani Penetapan hari sidang ( PHS )

Melakukan Persidangan

Melakukan Musyawarah Majelis

Mengonsep/Membuat putusan

Menetapkan SOP 

Membuat SK Tim Baperjakat

Membuat PMH

NO
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2. Wakil Ketua PTA Jakarta 

 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dokumen 100 12 bulan -            

2 1 dokumen 100 12 bulan -            

3 2 dokumen 100 12 bulan -            

4 2 kegiatan 100 12 bulan -            

5 3 kegiatan 100 12 bulan -            

6 1 dokumen 100 12 bulan -

7 1 dokumen 100 12 bulan -

8 1 dokumen 100 12 bulan -

9 2 kegiatan 100 12 bulan -

10 15 berkas 100 12 bulan -

11 15 dokumen 100 12 bulan -

12 15 kegiatan 100 12 bulan -

13 5 kegiatan 100 12 bulan -

14 15 dokumen 100 12 bulan -

15 15 dokumen 100 12 bulan -

16 10 berkas 100 12 bulan -

17 3 kegiatan 100 12 bulan -

18 3 kegiaitan 100 12 bulan -

19 8 kegiatan 100 12 bulan -

Melaksanakan Rapat Tahunan

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta ,      Januari 2015

Pejabat Penilai,

Dr. H. EDI RIADI, SH. MHDr. H. KHALILURRAHMAN

Melakukan musyawarah Majelis dan mengemukakan pendapat

Mengonsep/membuat putusan

Melakukan pembinaan sumber daya manusia hakim dan pegawai

Melakukan Examinasi putusan 

Melakukan persidangan 

Menandatangani putusan

Membuat RKT

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Membuat Program pengawasan dan pembinaan

Melakukan evaluasi hasil pengawasan

Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Melakukan pembinaan terhadap hasil pengawasan

19551016 198403 1 002

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dr. H. EDI RIADI, SH. MH

I. PEJABAT PENILAI

Dr. H. KHALILURRAHMAN

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

19491220 197603 1 001

Nama

19551016 198403 1 002NIP

Pangkat/Gol.RuangPEMBINA UTAMA (IV/e) Pembina Utama Madya ( IV/d )

Unit Kerja

HAKIM UTAMA MUDAJabatanKETUA / HAKIM UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

Melakukan Minutasi berkas

Melakukan pembinaan Teknis 

Membuat Penetapan Kinerja

Membuat SOP 

Melakukan Rapat Baperjakat

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

Membuat / Menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)

19491220 197603 1 001
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3. Hakim Tinggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 dokumen 100 12 bulan -                          

2 0 2 dokumen 100 12 bulan -                          

3 0 2 laporan 100 12 bulan -                          

4 0 2 kegiatan 100 12 bulan -                          

5 0 6 kegiatan 100 12 bulan -                          

6 0 1 dokumen 100 12 bulan -                          

7 0 1 dokumen 100 12 bulan -                          

8 0 12 berkas 100 12 bulan -                          

9 0 12 berkas 100 12 bulan -                          

10 0 20 kegiatan 100 12 bulan -                          

11 0 10 dokumen 100 12 bulan -                          

12 0 10 dokumen 100 12 bulan -                          

13 0 10 berkas 100 12 bulan -                          

14 0 5 kegiatan 100 12 bulan -                          

15 0 6 kegiatan 100 12 bulan -                          

Melakukan persidangan

Mengonsep/membuat putusan

Melakukan pembinaan sumber daya manusia hakim dan pegawai

19530919 198103 1 005NIP

 SASARAN KERJA PEGAWAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Drs. H. BUSRI HARUN, SH., M.Ag

I. PEJABAT PENILAI

Dr. H. KHALILURRAHMAN

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e)

KETUA / HAKIM UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19530919 198103 1 005

Drs. H. BUSRI HARUN, SH., M.AgDr. H. KHALILURRAHMAN

Pejabat Penilai,

Melaksanakan Rapat Tahunan

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2015

Unit Kerja

HAKIM UTAMA Jabatan

Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Melakukan pembinaan tenaga teknis

Melakukan examinasi putusan

Melakukan minutasi berkas

Membuat SOP

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan

Membuat/Menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)

NO

19491220 197603 1 001

PEMBINA UTAMA (IV/e)

19491220 197603 1 001

Membuat RKT

Membuat laporan hasil pengawasan

Menandatangani putusan

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Melakukan pengawasan
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4. Panitera/Sekretaris PTA Jakarta 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 15 naskah 100 12 bulan -            

2 15 dokumen 100 12 bulan -            

3 15 berkas 100 12 bulan -            

4 2 dokumen 100 12 bulan -            

5 1 dokumen 100 12 bulan -            

6 2 laporan 100 12 bulan -

7 2 laporan 100 12 bulan -

8 1 dokumen 100 12 bulan -

9 15 dokumen 100 12 bulan -

10 15 dokumen 100 12 bulan -

11 1 laporan 100 12 bulan -

12 1 SK 100 12 bulan -

13 1 laporan 100 12 bulan -

14 1 laporan 100 12 bulan -

15 1 kegiatan 100 12 bulan -

16 1 dokumen 100 12 bulan -

17 1 dokumen 100 12 bulan -

18 1 dokumen 100 12 bulan -

Membuat laporan keadaan perkara

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta ,      Januari 2014

Pejabat Penilai,

RACHMADI SUHAMKA, SHDr. H. KHALILURRAHMAN

Membuat laporan pengaduan 

Melaksanakan Monev laporan administrasi perkara PA

Menyusun RKAKL

Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan 

Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi 

Menyusun laporan Tahunan

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Membuat berita acara sidang (BAS)

Melaksanakan pemberkasan perkara

Membuat rencana anggaran biaya proses

Membuat program kerja di bidang kepaniteraan 

19540711 198203 1 003

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

RACHMADI SUHAMKA, SH

I. PEJABAT PENILAI

Dr. H. KHALILURRAHMAN

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

19491220 197603 1 001

Nama

19540711 198203 1 003NIP

Pangkat/Gol.RuangPEMBINA UTAMA (IV/e) Pembina Utama Madya ( IV/d )

Unit Kerja

PANITERA/SEKRETARISJabatanKETUA / HAKIM UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

Menyusun LAKIP

Membuat laporan keuangan perkara

Membuat surat penunjukan penitera pengganti

Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Menandatangani salinan putusan

Menandatangani laporan perkara

19491220 197603 1 001
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5. Wakil Panitera PTA Jakarta 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dokumen 100 6 bulan -            

2 1 dokumen 100 6 bulan -            

3 1 dokumen 100 6 bulan -            

4 1 dokumen 100 6 bulan -            

5 12 dokumen 100 6 bulan -            

6 12 dokumen 100 6 bulan -

7 1 dokumen 100 6 bulan -

8 1 dokumen 100 6 bulan -

9 12 kegiatan 100 6 bulan -

10 12 kegiatan 100 6 bulan -

11 6 kegiatan 100 6 bulan -

12 1 dokumen 100 6 bulan -

13 14 dokumen 100 6 bulan -

19540711 198203 1 003

Membuat Laporan kerja di Sub Kepaniteraan

Membuat penyusunan dan penjadwalan rencana kegiatan

Membuat uraian tugas Panmud Hukum dan Panmud Banding 

Membuat Jadwal tugas Panitera Pengganti 

Melaksanakan rumusan kebijakan pimpinan di bidang Kepaniteraan

 Membagi tugas-tugas Penitera Pengganti 

TARGET
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

KUANT/OUTPUT

RACHMADI SUHAMKA, SH

Membuat penilaian atas tugas Panmud Hukkum, Panmud Banding dan 

Panitera Pengganti

Membuat laporan hasil kerja kepada pimpinan

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta ,      Januari 2014

Pejabat Penilai,

H. SAJADI, SH

JabatanPANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

Membagi tugas kepada hakim untuk pelaksanaan Rukyat  

Melaksanakan pengarahan tentang pembuatan laporan keuangan perkara 

banding

Melaksanakan rapat dinas dengan pimpinan PTA

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Panmud Hukum dan Panmud 

Banding

Melaksanakan rapat evaluasi kerja

WAKTU

AK

19561112 198103 1 008

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

H. SAJADI, SH

I. PEJABAT PENILAI

RACHMADI SUHAMKA, SH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

19540711 198203 1 003

Nama

19561112 198103 1 008NIP

Pangkat/Gol.RuangPembina Utama Madya ( IV/d ) Penata Tk. I ( III/d )

Unit Kerja

WAKIL PANITERA
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6. Wakil Sekretariat PTA Jakarta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 666 dokumen 100 11 bulan -                          

2 0 50 surat 100 11 bulan -                          

3 0 6 kegiatan 100 11 bulan -                          

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

H. NURSANI, SH

I. PEJABAT PENILAI

 RACHMADI SUHAMKA, SH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Unit Kerja

WAKIL SEKRETARISJabatanPanitera/Sekretaris

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19540711 198203 1 003

Nama

19660610 199103 1 005NIP

Pangkat/Gol.RuangPembina Utama Madya (IV/d) Pembina  Tk.I (IV/b)

NO

19540711 198203 1 003

Menelaah Usulan Kenaikan Pangkat, berkas KGB, bahan daftar Hadir, bahan Cuti 

Tahunan, Cuti cuti sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar (Ketua PA), bahan 

mutasi,DUK & BEZETTING,  Arsip Dokumen, SPMT & SPMJ, Bahan Baperjakat          

( Tidak Terukur ), Bahan Usulan Pensiun/Kematian, Bahan Usulan Izin Belajar, SK 

Pegawai Honorer, Bahan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes/BPJS, Laporan 

Tahunan Sub Kepegawaian, LAKIP.

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Menelaah Surat Tugas dan surat-surat lainnya

Pelantikan, SIMPEG/E-Doc ( Upload Web PTA )

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

       Jakarta,    Februari 2014          

Pejabat Penilai,

19660610 199103 1 005

H. NURSANI, SH RACHMADI SUHAMKA, SH
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7. Panitera Muda Hukum 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dok 100 1 thn

2 1 dok 100 1 bln

3 1 dok 100 12 bln

4 16 dok 100 12 bln

5 171 dok 100 1 thn

6 1 dok 100 12 bln

7 776 dok 100 1 thn

8 2 dok 100 1 thn

9 59 dok 100 1 thn

10 110 dok 100 12 bln

11 94 keg 100 1 thn

12 3 dok 100 1 thn

13 4 dok 100 12 bln

14 8 dok 100 1 thn

Pejabat Penilai

RACHMADI SUHAMKA,SH.

19540711.198203. 1.003

Menerima pengaduan masyrakat dan memproses pengaduan

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

FAHRUDDIN, S.H

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19570727 197712 1 001

Jakarta, 2 Januari 2014

TARGET
AK

KUANT/OUTPUT WAKTU

Menghimpun, meneliti, menyusun data perkara Pengadilan 

Agama Se-DKI Jakarta serta mengirim hasil penyusunan 

laporan ke Badilag melalui Kasubag Umum

Menerima surat masuk selanjutnya mendistribusikan ke 

Wapan

Menghimpun file putusan dan melakukan pengaburan 

identitas (anonimasi) selanjutnya mengupload ke Direktori 

Putusan

Membuat program rencana kerja tahun 2104

Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan tugas 2014

Menghimpun, meneliti, menyusun data perkara banding PTA 

Jakarta serta mengirim hasil penyusunan perkara banding ke 

Badilag melalui Kasubag Umum

Membuat konsep surat keluar 

Menerima konsultasi, memberikan saran kepada para 

pencari keadilan

Mengikuti rapat dinas serta membuat notulen rapat 

PEGAWAI NEGERI SIPIL

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Penata Tk. I (III/d)

Menunjukan teknis mencatat, menyusun arsip putusan ke 

dalam box arsip

Menghimpun data perkara dan mengarahkan pembuatan 

statistik perkara

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Panitera / Sekretaris

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

RACHMADI SUHAMKA,SH.

19540711.198203. 1.003

Pembina Utama Madya IV/d

Menyerahkan data perkara Se-DKI bagi yang membutuhkan 

(baik dari Ekstern maupun Intern)

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Menerima, mencatat, mendistribusikan, membuat Berita 

Acara Pemeriksaan, mengetik hasil pemeriksaan (LHP) serta 

mengirim hasilnya ke Bawas
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8. Panitera Muda Banding 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dokumen 100 6 bulan -            

2 1 dokumen 100 6 bulan -            

3 1 dokumen 100 6 bulan -            

4 1 dokumen 100 6 bulan -            

5 12 kegiatan 100 6 bulan -            

6 12 kegiatan 100 6 bulan -

7 886 dokumen 100 6 bulan -

8 1 dokumen 100 6 bulan -

9 1 dokumen 100 6 bulan -

10 150 dokumen 100 6 bulan -

11 150 dokumen 100 6 bulan -

12 150 dokumen 100 6 bulan -

13 2 dokumen 100 6 bulan -

14 1 dokumen 100 6 bulan -

15 1 dokumen 100 6 bulan -

RACHMADI SUHAMKA, SH

Melaksanakan kegiatan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada 

Panitera/Sekretaris

Melaksanakan penyusunan dan pengiriman laporan perkara banding untuk 

bahan Panitera Muda Hukum

Membuat konsep surat penunjukan majelis hakim

Menyampaikan berkas perkara banding kepada Ketua PTA Jakarta, Pansek 

dan Ketua Majelis

19540711 198203 1 003

Melaksanakan program kerja Panitera Muda Banding

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT

Melaksanakan penyusunan dan penjadwalan rencana kegiatan

Melaksanakan pembuatan uraian tugas

Melaksanakan rapat dinas dengan unsur pimpinan dan staf

Menyelesaikan pembuatan rumusan kebijakan pimpinan dibidang perkaran 

banding

Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta ,      Januari 2014

Pejabat Penilai,

H. SAJADI, SH

JabatanPANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

19561112 198103 1 008

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

H. SAJADI, SH

I. PEJABAT PENILAI

RACHMADI SUHAMKA, SH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

19540711 198203 1 003

Nama

19561112 198103 1 008NIP

Pangkat/Gol.RuangPembina Utama Madya ( IV/d ) Penata Tk. I ( III/d )

Unit Kerja

Panitera Muda Banding

Melaksanakn pengadministrasi surat masuk dan keluar Panitera Muda 

Banding

Menyelesaikan laporan keuangan perkara banding yang diputus pada setiap 

akhir bulan

Menyelesaikan laporan penerimaan perkara banding pada tiap-tiap bulan 

berjalan 

Menyelesaikan laporan perkara banding yang diputus

Melaksanakan penerimaan Berkas perkara Banding 
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9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 35 dokumen 100 12 bulan -                

2 0 45 dokumen 100 12 bulan -                

3 0 64 dokumen 100 12 bulan -                

4 0 69 dokumen 100 12 bulan -                

5 0 50 surat 100 12 bulan -                

6 0 5 dokumen 100 12 bulan -                

7 0 82 dokumen 100 12 bulan -                

8 0 3 kegiatan 100 12 bulan -                

9 0 250 dokumen 100 12 bulan -                

10 0 250 dokumen 100 12 bulan -                

11 0 87 dokumen 100 12 bulan -                

12 0 - - 100 12 bulan -                

13 0 5 dokumen 100 12 bulan -                

14 0 5 dokumen 100 12 bulan -                

15 0 17 dokumen 100 12 bulan -                

16 0 2 dokumen 100 12 bulan -                

17 0 1 kegiatan 100 12 bulan -                

18 0 1 kegiatan 100 12 bulan -                

NO

19660610 199103 1 005

Pembina  Tk.I (IV/b)

19660610 199103 1 005

Mengonsep usulan kenaikan pangkat

Mengonsep bahan daftar hadir

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

Kepala Sub Bag. KepegawaianJabatan

Mengonsep bahan cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti 

besar (Ketua PA)

Mengonsep bahan mutasi

WAKTU

TARGET

Mengonsep DUK & BEZETTING

Mengonsep bahan  kenaikan gaji berkala

 SASARAN KERJA PEGAWAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANIMAR

I. PEJABAT PENILAI

H. NURSANI, SH

KUANT/OUTPUT

Pangkat/Gol.Ruang Penata  Tk.I (III/d)

Wakil Sekretaris

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19660422 199203 2 001

ANIMARH. NURSANI, SH

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

19660422 199203 2 001NIP

Mengonsep Surat Tugas dan surat-surat lainnya

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengonsep LAKIP

Mengonsep Bahan Usulan Pensiun/Kematian

Mengonsep Bahan Usulan Izin Belajar

Mengonsep SK Pegawai Honorer

Mengonsep Bahan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes/BPJS

Mengonsep Laporan Tahunan Sub 

Mengonsep Pelantikan 

Mengatur Arsip Dokumen

Mengonsep SPP, SPMT & SPMJ 

Mengonsep Bahan Baperjakat ( Tidak Terukur ) 

Memvalidasi SIMPEG/E-Doc (Upload Web PTA)
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10. Kepala Sub Bagian Keuangan 

 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1 24 Dokumen 100 12 Bulan

2 144 Dokumen 100 12 Bulan

3 144 Surat 100 12 Bulan

4 24 Surat 100 12 Bulan

5 24 Dokumen 100 12 Bulan

6 13 Dokumen 100 12 Bulan

7 12 Dokumen 100 12 Bulan

8 12 Dokumen 100 12 Bulan

9 25 Dokumen 100 12 Bulan

10 8 Dokumen 100 12 Bulan

11 65 Dokumen 100 12 Bulan

12 15 Dokumen 100 12 Bulan

13 98 Dokumen 100 12 Bulan

14 12 Dokumen 100 12 Bulan

15 12 Dokumen 100 12 Bulan

16 24 Dokumen 100 12 Bulan

17 4 Dokumen 100 12 Bulan

18 4 Dokumen 100 12 Bulan

19 20 Dokumen 100 12 Bulan

20 4 Dokumen 100 12 Bulan

21 12 Dokumen 100 12 Bulan

22 2 Dokumen 100 12 Bulan

23 4 Dokumen 100 12 Bulan

24 4 Dokumen 100 12 Bulan

25 2 Dokumen 100 12 Bulan

26 1 Dokumen 100 12 Bulan

27 2 Dokumen 100 12 Bulan

28 1 Dokumen 100 12 Bulan

29 13 Dokumen 100 12 Bulan

30 13 Dokumen 100 12 Bulan

31 12 Dokumen 100 12 Bulan

32 12 Dokumen 100 12 Bulan

33 12 Dokumen 100 12 Bulan

34 2 Dokumen 100 12 Bulan

35 2 Dokumen 100 12 Bulan

36 5 Konten 100 12 Bulan

37 1 Dokumen 100 12 Bulan

Pejabat Penilai

H. Nursani, SH.

196606101991031000

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Rizal Mutaqin

197605212005021001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

H. Nursani, SH.

196606101991031000

Pembina (IV/a)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Rizal Mutaqin

197605212005021001

Penatra (III/c) 

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Wakil Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

TARGET
AK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KUANT/OUTPUT WAKTU

Mengoreksi pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang secara tertib sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;

Mengoreksi  buku-buku pembantu;

Menguji Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);

Menguji dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Mengoreksi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) bendahara pengeluaran 

setiap bulannya;

Mengoreksi daftar gaji induk  dan kekurangan gaji karyawan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta yang akan diajukan ke KPPN;

Mengoreksi daftar potongan dan penerimaan gaji pegawai;

Mengoreksi daftar uang makan karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang 

diajukan ke KPPN;

Mengoreksi Slip gaji dan Uang Makan yang akan diterima pegawai;

Mengoreksi SKPP karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mutasi;

Mengoreksi KP4 seluruh karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Mengoreksi rincian gaji karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Mengoreksi dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta (Formulir A) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

Mengoreksi Laporan Pelaksanaan Anggaran Wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta (Formulir A) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

Mengoreksi  dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta (Formulir B) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

Menandatangani SPP dan SPM  yang akan diajukan ke KPPN;

Menandatangani daftar Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan dikonfirmasi ke KPPN;

Mengoreksi dan menandatangani rekon internal dengan SIMAK-BMN setiap bulan;

Mengoreksi rekonsiliasi SAKPA ke KPPN VI tepat waktu;

Mengonsep Laporan Keuangan Satuan Kerja setiap Semesteran;

Mengoreksi dan menandatangani rekon internal wilayah antara SAPPA-W dan 

BMNPPBW setiap semeteran;

Mengoreksi LRA 4 (empat) peradilan di Wilayah DKI Jakarta setiap bulannya;

Mengoreksi rekonsiliasi Tingkat SAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Pembendaharaan 

Negara Jakarta setiap Triwulan;

Mengoreksi dan mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran  dan Berita Acara 

Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB beserta Hasil rekon Wilayah  ke Biro Keuangan 

MARI setiap triwulan;

Mengoreksi dan mengirimkan Laporan Keuangan wilayah ke Biro Keuangan MARI 

setiap Semesteran;

Mengoreksi rekapan Data Dukung Laporan Keuangan 4 (empat) peradilan di Wilayah 

DKI Jakarta setiap Semesteran;

Mengoreksi rekapan Data Dukung Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta setiap Semesteran;

Mengkonsep dan merekap Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setiap tahun;

Mengoreksi usulan remunerasi pegawai PTA Jakarta setiap bulannya;

Mengoreksi usulan tunjangan kinerja satker se wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta; 

Mengoreksi rekap daftar penerimaan remunerasi yang akan diterima pegawai;

Mengoreksi slip remunerasi yang akan diterima pegawai;

Mengoreksi  LRA manual dan mengirim ke MARI setiap bulan;

Mengkonsep RAB, TOR dan menghimpun data pendukung yang berkaitan dalam 

penyusunan anggaran;

Mengkonsep data RKA-KL ;

Mengoreksi data keuangan yang akan diupload ke web Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta;

Mengonsep dan menyiapkan LAKIP 2013; 

Jakarta, 2 Januari 2014
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11. Kepala Sub Bagian Umum 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

7 dok 100 12 bulan

2 3 dok 100 1 bulan

3 2 dok 100 2 bulan

4 34 dok 100 3 bulan

5 100 surat 100 12 bulan

Pejabat Penilai

H. NURSANI, SH

19660610 199103 1 005

Jakarta, 2 Januari 2014

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

UNA MUNASIR FATAH

197211292006041001

197211292006041001

PENATA/ (III c)

PTA JAKARTA

KUANT/OUTPUT WAKTU

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

H. NURSANI, SH

19660610 199103 1 005

PEMBINA  Tk.I (IV/b)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

UNA MUNASIR FATAH

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Memeriksa buku agenda surat masuk dan surat keluar ,kebersihan dan

kerapihan gedung kantor , keamanan sarana dan prasarana gedung

kantor, update informasi website, buku-buku perpustakaan, pemeliharaan

sarana dan prasarana, perpanjangan pajak kendaraan bermotor

Memeriksa dan mengoreksi berkas barang milik negara semester I ,

semester II dan Tahunan satuan kerja serta mengarsipkan laporannya

WAKIL SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PTA JAKARTA

TARGET
AK

Memeriksa dan memaraf berkas barang milik negara semester I korwil, 

Semester II korwil dan Tahunan Korwil serta mengarsipkan laporannya

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Memeriksa dan mengoreksi serta memaraf berkas persediaan semester I,

semester II satuan kerja serta mengarsipkan laporannya

Mengonsep usulan surat keluar yang berasal dari kegiatan umum.
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12. Panitera Pengganti 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

4 dok 100 12 bulan 

2

2 dok 100 12 bulan 

3
1 dok 100 12 bulan 

4

1 dok 100 12 bulan 

5

3 dok 100 12 bulan 

6

2 dok 100 12 bulan 

7

1 dok 100 12 bulan 

8 1 dok 100 12 bulan 

9
1 dok 100 12 bulan 

10 6 dok 100 12 bulan 

11

1 dok 100 12 bulan 

12
1 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

1 dok 100 12 bulan 

3

3 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

2 dok 100 12 bulan 

3

4 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

1 dok 100 12 bulan 

3

4 dok 100 12 bulan 

Jakata, 2 Januari 2014

Pejabat Penilai

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan pelaporan (melaporkan perkara yang telah diputus,

menandatangani buku ekspedisi perkara putus, meminta CD (untuk

soft copy) dan menandatangani buku ekspedisi penerimaan CD

Melaksanakan penerimaan berkas perkara (menerima surat

penunjukkan Panitera Pengganti, mencatat perkara banding yang

diterima ke dalam buku agenda kerja dan menerima berkas perkara

banding dari ketua majelis beserta instrumen meterai)

Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara (membaca dan

meneliti berkas perkara banding, membuat resume berkas perkara

banding, melaporkan kepada ketua majelis apabila terdapat

kekurangan dan menyerahkan berkas kepada hakim anggota untuk

dibaca sesuai dengan perintah ketua majelis)

Melaksanakan pembuatan catatan persidangan (mengumpulkan data-

data hasil persidangan, mengetik, membaca dan mengoreksi kembali

catatan persidangan) 

A. UNTUK SATU KALI PERSIDANGAN 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

TARGET
AK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

KUANT/OUTPUT WAKTU

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Drs.H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

19571008 198903 1 001

Pembina Tk I.(IV/b)

Panitera PenggantiPanitera/Sekretaris PTA Jakarta 

Melaksanakan pembuatan draft putusan (membuat dan

menyerahkan draft putusan kepada hakim untuk dikonsep)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   

Mengikuti persidangan (menyiapkan berkas perkara, mencatat

jalannya persidangan, mengisi instrumen meterai untuk

ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan ke Panmud

Banding untuk permintaan meterai, menerima meterai dan

menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai, menempelkan

meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh majelis hakim dan

panitera pengganti) 

Melaksanakan pengisian  instrumen amar putusan 

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Rachmadi Suhamka, S.H.

19540711 1982 03 1 003

Pembina Utama Madya (IV/d)

Melaksanakan pengisian putusan ke dalam CD (memasukkan soft

copy putusan ke dalam CD)

Melaksanakan penyelesaian kegiatan minutasi (mengumpulkan

dokumen  berkas perkara untuk disusun, membuat daftar isi,  cover Melaksanakan pengisian data perkara ke dalam SIADPTA (membuka

SIADPTA dan memasukkan data-data perkara putus ke dalam

SIADPTA)

Melaksanakan anonimasi putusan (membuka file putusan yang akan

dianonimasi dan melaksanakan anonimasi putusan)

B. UNTUK PERSIDANGAN LEBIH DARI SATU KALI 

Melaksanakan sidang terhadap putusan sela yang pemeriksaannya

dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan

menghadirkan para pihak (menyiapkan perlengkapan sidang dan

berkas perkara, mengikuti persidangan, memanggil para pihak untuk

masuk ke dalam ruang sidang, mencatat jalannya persidangan serta

membuat Berita Acara Sidang)  

Melaksanakan pelaporan (melaporkan perkara yang telah diputus

sela dan meminta kepada Panitera Muda Banding untuk

melaksanakan sesuai dengan amar putusan sela). Ada dua jenis

pemeriksaan sidang dalam pelaksanaan putusan sela yaitu:

pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan pemeriksaan

persidangan di Pengadilan Tinggi Agama)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   

Mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan (menyiapkan

berkas perkara, mencatat jalannya persidangan, mengisi instrumen

meterai untuk ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan

ke Panmud Banding untuk permintaan meterai, menerima meterai

dan menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai,

menempelkan meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh

majelis hakim dan panitera pengganti) 

D. UNTUK SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA 

 Drs. H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

Melaksanakan persidangan pembacaan putusan (menyiapkan berkas

perkara, mancatat jalannya persidangan, mengisi instrumen meterai

untuk ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan ke bagian

banding untuk permintaan meterai, menerima meterai,

menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai, menempelkan

meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh majelis hakim dan

panitera pengganti) 

C. UNTUK PERKARA DIPUTUS SELA 

19571008198903 1 001

Rachmadi Suhamka, S.H.

19540711 1982 03 1 003

Mengikuti persidangan (menyiapkan berkas perkara, mencatat

jalannya persidangan) 

Mengikuti jalannya persidangan (membuat catatan persidangan yang 

di putus sela  yang memuat  putusan sela didalamnya)

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Melaksanakan pembuatan draft putusan akhir (membuat dan

menyerahkan draft putusan akhir kepada hakim untuk dikonsep)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

4 dok 100 12 bulan 

2

2 dok 100 12 bulan 

3
1 dok 100 12 bulan 

4

1 dok 100 12 bulan 

5

3 dok 100 12 bulan 

6

2 dok 100 12 bulan 

7

1 dok 100 12 bulan 

8 1 dok 100 12 bulan 

9
1 dok 100 12 bulan 

10 6 dok 100 12 bulan 

11

1 dok 100 12 bulan 

12
1 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

1 dok 100 12 bulan 

3

3 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

2 dok 100 12 bulan 

3

4 dok 100 12 bulan 

1
1 dok 100 12 bulan 

2

1 dok 100 12 bulan 

3

4 dok 100 12 bulan 

Jakata, 2 Januari 2014

Pejabat Penilai

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan pelaporan (melaporkan perkara yang telah diputus,

menandatangani buku ekspedisi perkara putus, meminta CD (untuk

soft copy) dan menandatangani buku ekspedisi penerimaan CD

Melaksanakan penerimaan berkas perkara (menerima surat

penunjukkan Panitera Pengganti, mencatat perkara banding yang

diterima ke dalam buku agenda kerja dan menerima berkas perkara

banding dari ketua majelis beserta instrumen meterai)

Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara (membaca dan

meneliti berkas perkara banding, membuat resume berkas perkara

banding, melaporkan kepada ketua majelis apabila terdapat

kekurangan dan menyerahkan berkas kepada hakim anggota untuk

dibaca sesuai dengan perintah ketua majelis)

Melaksanakan pembuatan catatan persidangan (mengumpulkan data-

data hasil persidangan, mengetik, membaca dan mengoreksi kembali

catatan persidangan) 

A. UNTUK SATU KALI PERSIDANGAN 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

TARGET
AK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

KUANT/OUTPUT WAKTU

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Drs.H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

19571008 198903 1 001

Pembina Tk I.(IV/b)

Panitera PenggantiPanitera/Sekretaris PTA Jakarta 

Melaksanakan pembuatan draft putusan (membuat dan

menyerahkan draft putusan kepada hakim untuk dikonsep)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   

Mengikuti persidangan (menyiapkan berkas perkara, mencatat

jalannya persidangan, mengisi instrumen meterai untuk

ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan ke Panmud

Banding untuk permintaan meterai, menerima meterai dan

menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai, menempelkan

meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh majelis hakim dan

panitera pengganti) 

Melaksanakan pengisian  instrumen amar putusan 

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Rachmadi Suhamka, S.H.

19540711 1982 03 1 003

Pembina Utama Madya (IV/d)

Melaksanakan pengisian putusan ke dalam CD (memasukkan soft

copy putusan ke dalam CD)

Melaksanakan penyelesaian kegiatan minutasi (mengumpulkan

dokumen  berkas perkara untuk disusun, membuat daftar isi,  cover Melaksanakan pengisian data perkara ke dalam SIADPTA (membuka

SIADPTA dan memasukkan data-data perkara putus ke dalam

SIADPTA)

Melaksanakan anonimasi putusan (membuka file putusan yang akan

dianonimasi dan melaksanakan anonimasi putusan)

B. UNTUK PERSIDANGAN LEBIH DARI SATU KALI 

Melaksanakan sidang terhadap putusan sela yang pemeriksaannya

dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan

menghadirkan para pihak (menyiapkan perlengkapan sidang dan

berkas perkara, mengikuti persidangan, memanggil para pihak untuk

masuk ke dalam ruang sidang, mencatat jalannya persidangan serta

membuat Berita Acara Sidang)  

Melaksanakan pelaporan (melaporkan perkara yang telah diputus

sela dan meminta kepada Panitera Muda Banding untuk

melaksanakan sesuai dengan amar putusan sela). Ada dua jenis

pemeriksaan sidang dalam pelaksanaan putusan sela yaitu:

pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan pemeriksaan

persidangan di Pengadilan Tinggi Agama)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   

Mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan (menyiapkan

berkas perkara, mencatat jalannya persidangan, mengisi instrumen

meterai untuk ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan

ke Panmud Banding untuk permintaan meterai, menerima meterai

dan menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai,

menempelkan meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh

majelis hakim dan panitera pengganti) 

D. UNTUK SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA 

 Drs. H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

Melaksanakan persidangan pembacaan putusan (menyiapkan berkas

perkara, mancatat jalannya persidangan, mengisi instrumen meterai

untuk ditandatangani oleh ketua majelis dan menyerahkan ke bagian

banding untuk permintaan meterai, menerima meterai,

menandatangani buku ekspedisi penerimaan meterai, menempelkan

meterai pada putusan untuk ditandatangani oleh majelis hakim dan

panitera pengganti) 

C. UNTUK PERKARA DIPUTUS SELA 

19571008198903 1 001

Rachmadi Suhamka, S.H.

19540711 1982 03 1 003

Mengikuti persidangan (menyiapkan berkas perkara, mencatat

jalannya persidangan) 

Mengikuti jalannya persidangan (membuat catatan persidangan yang 

di putus sela  yang memuat  putusan sela didalamnya)

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Melaksanakan pembuatan draft putusan akhir (membuat dan

menyerahkan draft putusan akhir kepada hakim untuk dikonsep)

Melaksanakan pengetikan putusan (menerima konsep putusan dari

hakim, mengetik dan menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada

hakim untuk dikoreksi, menerima hasil koreksi untuk diperbaiki,

melaksanakan perbaikan dan menandatangani putusan)   

 
 
 
 
 
 



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    94 
  

 

13. Staf Sub Panitera Muda Hukum 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

1 dok 100 12 bln

2

16 dok 100 12 bln

3

2 dok 100 6 bln

4

1 dok 100 1 thn

5

1 dok 100 1 thn

6

59 dok 100 1 thn

7

2 dok 100 1 thn

Pejabat Penilai

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Penata Tk. I (III/d)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

FAIZATURRAHMAH, S.H

19840531 200805 2 001

Penata Muda Tk. I (III/b)

Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum

Pengadilan Tinggi Agama jakarta

TARGET
AK

Catatan :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KUANT/OUTPUT

FAIZATURRAHMAH, S.H

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

19840531 200805 2 001

Jakarta, 2 Januari 2014

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat laporan perkara tingkat banding ( Menerima data 

laporan keadaan perkara banding, Meneliti data laporan 

keadaan perkara banding, Menginput data ke dalam komputer, 

Membuat surat pengantar laporan, Mencetak laporan dan surat 

pengantar, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, Meminta 

paraf dan tandatangan, Menggandakan laporan dan surat 

pengantar untuk dikirim, Memberi stempel, Menulis alamat di 

amplop, Mengirimkan berkas laporan melalui Bag. Umum, 

Menyerahkan berkas laporan dan surat untuk dicatat dalam 

buku register surat keluar, Mengirimkan lewat email data 

laporan perkara tingkat banding, Menginputkan data laporan 

keadaan perkara banding ke dalam laporan tahunan )

Memproses surat tentang pengaduan masyarakat 

(Menerima surat pengaduan yang telah di disposisi 

(ditindaklanjuti/tidak), Mencatat dalam buku register 

pengaduan, Menyerahkan disposisi surat tentang pengaduan 

ke Panmud Hukum, Menerima hasil telaah atas surat tentang 

pengaduan, Melaksanakan tindak lanjut surat tentang 

pengaduan berdasarkan surat tugas (bila ditugaskan ke lokasi), 

Mencatat hasil pemeriksaan, Mengetik konsep Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP), Mengetik konsep LHP, Mengetik konsep 

surat tentang pengaduan untuk Bawas, Mencetak hasil BAP, 

LHP, Surat tentang pengaduan untuk Bawas, Meminta paraf 

dan tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan berkas surat tentang pengaduan untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas surat tentang pengaduan melalui Bag. Umum, 

Menyerahkan berkas laporan dan surat untuk dicatat dalam 

buku register surat keluar)

Membuat laporan perkara PA Se-DKI (Menerima laporan 

keadaan PA Se-DKI Jakarta, Meneliti kebenaran dan 

kelengkapan laporan keadaan PA Se-DKI Jakarta, Menginput 

data ke dalam komputer, Membuat surat pengantar laporan, 

Mencetak laporan dan surat pengantar, Meminta paraf dan 

tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan laporan dan surat pengantar untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas laporan melalui Bag. Umum, Menyerahkan berkas 

laporan dan surat untuk dicatat dalam buku register surat 

keluar, Mengirimkan lewat email data laporan perkara PA Se-

DKI, Menginputkan data laporan keadaan perkara banding ke 

dalam laporan tahunan)

Membuat Laporan Kegiatan Hakim-LKH (Menghitung data 

L.II-PA.1 sebanyak 6 bulan, Menginput data ke dalam 

komputer, Mencetak laporan LKH, Meminta paraf dan 

tandatangan, Laporan dikirim bersamaan dengan laporan 

bulanan pada bulan ke enam, Menginputkan data laporan 

keadaan perkara banding ke dalam laporan tahunan)

Membuat laporan perkara tahunan sesuai format Sub. Bag. 

Umum (Menginput data laporan perkara tahunan dan 

Menyerahkan softcopy data ke Bag. Umum)

Menginput data anonimasi dalam Direktori Putusan 

(Mengambil softcopy putusan dalam kumpulan putusan, 

Melakukan anonimasi (pengaburan identitas para pihak), 

Menginput anonimasi putusan ke dalam direktori putusan)

Membuat laporan perkara tahunan (Mencetak data laporan 

perkara yang telah diinput setiap bulan, Meminta paraf dan 

tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan laporan dan surat pengantar untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas laporan melalui Bag. Umum, Menyerahkan berkas 

laporan dan surat untuk dicatat dalam buku register surat 

keluar, Mengirimkan lewat email data laporan perkara tahunan)

WAKTU
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

1 dok 100 12 bln

2

16 dok 100 12 bln

3

2 dok 100 6 bln

4

1 dok 100 1 thn

5

1 dok 100 1 thn

6

59 dok 100 1 thn

7

2 dok 100 1 thn

Pejabat Penilai

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Penata Tk. I (III/d)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

FAIZATURRAHMAH, S.H

19840531 200805 2 001

Penata Muda Tk. I (III/b)

Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum

Pengadilan Tinggi Agama jakarta

TARGET
AK

Catatan :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KUANT/OUTPUT

FAIZATURRAHMAH, S.H

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

19840531 200805 2 001

Jakarta, 2 Januari 2014

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat laporan perkara tingkat banding ( Menerima data 

laporan keadaan perkara banding, Meneliti data laporan 

keadaan perkara banding, Menginput data ke dalam komputer, 

Membuat surat pengantar laporan, Mencetak laporan dan surat 

pengantar, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, Meminta 

paraf dan tandatangan, Menggandakan laporan dan surat 

pengantar untuk dikirim, Memberi stempel, Menulis alamat di 

amplop, Mengirimkan berkas laporan melalui Bag. Umum, 

Menyerahkan berkas laporan dan surat untuk dicatat dalam 

buku register surat keluar, Mengirimkan lewat email data 

laporan perkara tingkat banding, Menginputkan data laporan 

keadaan perkara banding ke dalam laporan tahunan )

Memproses surat tentang pengaduan masyarakat 

(Menerima surat pengaduan yang telah di disposisi 

(ditindaklanjuti/tidak), Mencatat dalam buku register 

pengaduan, Menyerahkan disposisi surat tentang pengaduan 

ke Panmud Hukum, Menerima hasil telaah atas surat tentang 

pengaduan, Melaksanakan tindak lanjut surat tentang 

pengaduan berdasarkan surat tugas (bila ditugaskan ke lokasi), 

Mencatat hasil pemeriksaan, Mengetik konsep Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP), Mengetik konsep LHP, Mengetik konsep 

surat tentang pengaduan untuk Bawas, Mencetak hasil BAP, 

LHP, Surat tentang pengaduan untuk Bawas, Meminta paraf 

dan tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan berkas surat tentang pengaduan untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas surat tentang pengaduan melalui Bag. Umum, 

Menyerahkan berkas laporan dan surat untuk dicatat dalam 

buku register surat keluar)

Membuat laporan perkara PA Se-DKI (Menerima laporan 

keadaan PA Se-DKI Jakarta, Meneliti kebenaran dan 

kelengkapan laporan keadaan PA Se-DKI Jakarta, Menginput 

data ke dalam komputer, Membuat surat pengantar laporan, 

Mencetak laporan dan surat pengantar, Meminta paraf dan 

tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan laporan dan surat pengantar untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas laporan melalui Bag. Umum, Menyerahkan berkas 

laporan dan surat untuk dicatat dalam buku register surat 

keluar, Mengirimkan lewat email data laporan perkara PA Se-

DKI, Menginputkan data laporan keadaan perkara banding ke 

dalam laporan tahunan)

Membuat Laporan Kegiatan Hakim-LKH (Menghitung data 

L.II-PA.1 sebanyak 6 bulan, Menginput data ke dalam 

komputer, Mencetak laporan LKH, Meminta paraf dan 

tandatangan, Laporan dikirim bersamaan dengan laporan 

bulanan pada bulan ke enam, Menginputkan data laporan 

keadaan perkara banding ke dalam laporan tahunan)

Membuat laporan perkara tahunan sesuai format Sub. Bag. 

Umum (Menginput data laporan perkara tahunan dan 

Menyerahkan softcopy data ke Bag. Umum)

Menginput data anonimasi dalam Direktori Putusan 

(Mengambil softcopy putusan dalam kumpulan putusan, 

Melakukan anonimasi (pengaburan identitas para pihak), 

Menginput anonimasi putusan ke dalam direktori putusan)

Membuat laporan perkara tahunan (Mencetak data laporan 

perkara yang telah diinput setiap bulan, Meminta paraf dan 

tandatangan, Meminta nomor surat ke Bag. Umum, 

Menggandakan laporan dan surat pengantar untuk dikirim, 

Memberi stempel, Menulis alamat di amplop, Mengirimkan 

berkas laporan melalui Bag. Umum, Menyerahkan berkas 

laporan dan surat untuk dicatat dalam buku register surat 

keluar, Mengirimkan lewat email data laporan perkara tahunan)

WAKTU
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

171 dok 100 1 thn

2

75 dok 100 1 thn

3
1 dok 100 12 bln

4

3 dok 100 1 thn

5

13 dok 100 1 thn

6

0 dok 100 1 thn

7

27 dok 100 1 thn

Pejabat Penilai

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

19811216 200904 2 002

Jakarta, 2 Januari 2014

ELVIRA AMEGIA, S.Kom

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Menyiapkan peminjaman berkas arsip putusan (Menerima permintaan 

peminjaman arsip putusan, Menyiapkan arsip putusan yang akan dipinjam, 

Mencatat dalam buku peminjaman berkas arsip putusan, Menyerahkan 

berkas arsip putusan, Menerima kembali dan mencatat tanggal kembali 

berkas arsip putusan)

Menyiapkan Permintaan fotocopy salinan putusan (Menerima surat 

tentang permintaan fotocopy salinan putusan yang telah disetujui, 

Memfotocopy salinan putusan, Menghitung biaya PNBP atas permintaan 

fotocopy salinan putusan, Menerima kwitansi pembayaran yang telah 

dibayar oleh pemohon, Menyerahkan fotocopy salinan putusan kepada 

pemohon)

Menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan data-data lainnya 

(Mendownload peraturan perundangan-undangan dan data lainnya yang 

diperlukan, Mencetak file peraturan perundangan-undangan dan data 

lainnya , Menyimpan dalam box file hasil print out, Menyimpan dalam 

komputer hasil download)

Panitera Muda Hukum

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Memproses arsip berkas putusan banding (Menerima arsip berkas putusan 

banding, Meneliti kelengkapan arsip berkas putusan, Menandatangani buku tanda 

terima (ekspedisi) arsip berkas putusan, Mencatat data arsip berkas putusan ke dalam 

buku bantu box perkara, Memberi sampul untuk asli putusan, Mengisi data pada 

sampul asli putusan, Mengganti sampul berkas arsip putusan, Mengisi data sampul 

berkas arsip putusan, Mengisi data sampul berkas arsip putusan, Mengisi data sampul 

minutasi, Meminta tanda tangan Panitera pada sampul minutasi, Men-scan  berkas 

arsip putusan, Menyimpan salinan putusan untuk selanjutnya dijilid, Memberi nomor 

daftar isi box perkara, Menyimpan berkas arsip putusan dalam box perkara, 

Memasukkan box perkara dalam lemari arsip perkara, Meminta softcopy putusan 

kepada Panitera Pengganti bersangkutan, Menginput data arsip putusan dalam aplikasi 

SIADPTA, Menyimpan softcopy putusan dalam CD Putusan, Menginput rincian data 

pihak berperkara dikomputer dalam file monitoring arsip perkara, Membuat label box 

arsip putusan (di buat per 8 Putusan), Mencetak label box arsip putusan (di cetak per 8 

putusan), Meminta tanda tangan Panmud Hukum untuk setiap label box arsip Putusan)

Memproses arsip salinan putusan Kasasi/PK (Menerima salinan 

putusan Kasasi/PK yang telah diregister ke dalam buku register surat 

masuk, Mencatat data salinan putusan Kasasi/PK dalam buku permohonan 

Kasasi/PK, Menggandakan salinan putusan Kasasi/PK, Menyimpan 

fotocopy salinan Putusan Kasasi/PK, Memasukkan asli salinan putusan 

Kasasi/PK ke dalam arsip berkas Putusan Banding yang bersangkutan)

Menyiapkan statistik perkara (Mengumpulkan data dari laporan 

bulanan/tahunan, Menyortir data , Membuat statistik, Mencetak statistik)
Menyiapkan permintaan data perkara (Menerima surat tentang 

permintaan data yang telah disetujui,  Membuat data sesuai permintaan 

(bila diperlukan), Menyerahkan data softcopy/hardcopy (bila data sudah 

ada))

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Penata Tk. I (III/d)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

ELVIRA AMEGIA, S.Kom

19811216 200904 2 002

Penata Muda Tk. I (III/b)

Staf Panitera Muda Hukum

Pengadilan Tinggi Agama jakarta

TARGET
AK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KUANT/OUTPUT WAKTU
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1

776 dok 100 1 thn

2

110 dok 100 1 thn

3

886 dok 100 1 thn

Pejabat Penilai

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

FAHRUDDIN, S.H

19570727 197712 1 001

Penata Tk. I (III/d)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

FRANS PAULUS ALFONS SOPACUA

19670517 199303 1 005

Penata Muda (III/a)

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

19670517 199303 1 005

Jakarta, 2 Januari 2014

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
TARGET

AK
KUANT/OUTPUT

Memproses surat masuk (Menerima surat masuk, 

Menandatangani tanda terima surat masuk dari Bag. Umum, 

Mencatat surat masuk dalam buku register surat masuk, 

Mengisi data surat masuk dalam lembaran disposisi, 

Mendistribusikan disposisi surat masuk, Menerima hasil 

disposisi surat masuk, Meneruskan hasil disposisi surat 

masuk (di balas/ di arsipkan))

Memproses surat keluar (Menerima konsep surat keluar, 

Mengetik konsep surat keluar, Mencetak konsep surat keluar, 

Meminta paraf dan tandatangan (bila isi surat sudah benar), 

Mencetak laporan dan surat pengantar, Meminta nomor surat 

keluar ke Bag. Umum, Menggandakan surat keluar beserta 

lampiran (bila ada) untuk dikirim, Memberi stempel, Menulis 

alamat di amplop, Mengirimkan surat keluar melalui Bag. 

Umum, Mencatat kedalam buku register surat keluar, 

Menerima surat-surat keluar yang lain untuk dicatat dalam 

buku register surat keluar, Mengarsipkan surat keluar)

Mengarsipkan dokumen penting (Mengarsipkan dokumen-

dokumen penting, Merapikan arsip dokumen-dokumen 

penting)

FRANS PAULUS ALFONS SOPACUA

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum

Pengadilan Tinggi Agama jakarta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

WAKTU
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14. Staff Sub Panitera Muda Banding 

NO I. PEJABAT PENILAI NO Ket

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

Keterangan
KUAL/MUTU BIAYA

1 1 dok 100 12 bln

2 5 dok 100 12 bln

7.Kegiatan Dipa

3 1 dok 100 12 bln

4 2 dok 100 12 bln

5 4 dok 100 12 bln

6 1 dok 100 12 bln

7 2 dok 100 12 bln Bedasarkan yang ditindaki PTA Jakarta

8 1 dok 100 12 bln

9 1 dok 100 12 bln

10 1 dok 100 12 bln

Pejabat Penilai

H. Sajadi, SH., MH

1956111219831 008

Menutup Buku Induk Keuangan Perkara Banding, buku kas umum setiap akhir bulan 

Membuat laporan perkara yang diterima, perkara yang diputus dan laporan keuangan 

perkara, laporan PNBP setiap akhir bulan

Memasukan data laporan keuangan perkara kedalam web site PTA Jakarta setiap 

akhir bulan

AK

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Menyimpan barang-barang ATK biaya proses

Menutup Buku Jurnal Keuangan Perkara Biaya Perkara banding setelah perkara 

diputus. 

Rita Susanti

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

197701262006042003

Catatan :

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Memberi nomor perkara banding

Mencatat perkara dalam buku harian banding, Buku jurnal keuangan banding, buku 

induk keuangan banding, buku kas umum keuangan banding, mencatat barang-

barang atk biaya proses dalam buku barang habis pakai

Menyetor PNBP ke rekening PNBP di Bank yang telah ditentukan setiap minggu*

Panitera Muda Banding Staf  Banding

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

TARGET

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

H. Sajadi, SH., MH

1956111219831 008

Pengatur / III/d

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Rita Susanti

197701262006042003

   Jakarta, 2 Januari 2014

Mencatat biaya PNBP dalam Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan, 

Penata tingkat I / III b

KUANT/OUTPUT WAKTU

Memasukan data keuangan perkara yang diterima dan yang diputus ke dalam KIPA 

keuangan perkara
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NO I. PEJABAT PENILAI NO Ket

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

Keterangan
KUAL/MUTU BIAYA

1 4 dok 100 12 bln

2 8 dok 100 12 bln

3 3 dok 100 12 bln

4 9 dok 100 12 bln

5 6 dok 100 12 bln

6 8 dok 100 12 bln

7 3 dok 100 12 bln

8 3 dok 100 12 bln

9 5 dok 100 12 bln

10 7 dok 100 12 bln

11 2 dok 100 12 bln

Pejabat Penilai

H. Sajadi, SH., MH

1956111219831 008

Penata tingkat I / III b

NB : Kalau tidak ada biaya dikosongi

KUANT/OUTPUT WAKTU

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

H. Sajadi, SH., MH

1956111219831 008

Pengatur / III/d

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Riyanco Sari, S.Pd

198402142009122003

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Menerima berkas banding dan menerima surat disposisi 

dari Panmud banding,  menyimpan surat disposisi ke dlm 

file & menyerahkan lembaran putih surat diposisi ke staff 

hukum

Mencatat dan memberi nomor perkara banding kedalam 

map banding & mencatat perkara banding kedlm buku 

register, menulis amar kedlm buku register, menulis nama 

majelis dan PP kedlm buku register, menulis isi putusan 

kedlm register dan menyimpan amar kedlm box file

Panitera Muda Banding Staf  Banding

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

TARGET
AK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Riyanco Sari, S.Pd

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

198402142009122003

Jakarta, 2 Januari 2014

Membuat cek list dari bundel B, menyerahkan konsep cek 

list utk ditanda tangani panmud banding & menyimpan cek 

list kedalam box file

Merapikan berkas banding yg sudah lengkap, menulis 

nomor perkara banding kedlm buku expedisi dan 

menyerahakan perkara banding kemajelis hakim dg buku 

expedisi.

Panitera Pengganti Menyerahankan Putusan Banding 

dengan buku exspidisi, membuat penggantar salinan 

putusan, menyerahakan surat salinan putusan kewapan 

dan panitra utk diparaf dan ditanda tangani, minta nomor 

surat pemberitahuan keumum dan foto copy

Memasukan salinan putusan dan berkas bundel A 

kedalam amplop , Menulis nama Pembanding/Terbanding 

didlm map hijau, Menyimpan surat pemberitahuan putus 

kedalam box file & menyerahkan putusan  banding 

kebagian umum  untuk dikirim ke PA & menyerahkan 

bundel B kepanmud hukum untuk diarsip.

Catatan :

Menutup buku register setiap akhir bulan yang ditanda 

tangani panitra dan petugas register, menutup buku 

register setiap akhir tahun yg dittd oleh Panitra dan Ketua 

PTAJK

Memasukan data perkara banding ke SIAPTA, membuat 

surat registerasi, Penunjukan Panitra Pengganti dan 

Penetapan majelis hakim dari SIAPTA

Menyerahkan berkas banding dan surat registrasi, 

Penunujukan PP & surat PMH  untuk diparaf & ditanda 

tangani oleh Wapan, Panitra & Ketua dan menyerahkan 

surat penunjukan Panitra pengganti dg buku   expidisi

Minta nomor surat keluar Registrasi dan surat 

pemberitahuan putusan perkara banding kebagian umum, 

foto copy surat registrasi, Penunjukan Panitra Pengganti 

,Penetapan Majelis Hakim & surat pemberitahuan putusan

Menyimpan surat registrasi, Penunjukan Panitra Pengganti 

& Penetapan Majelis Hakim, surat pemebritahuan 

putusan, surat kasasi, amar & menerima surat susulan 

memori banding  dan kontra diserahkan ke ketua majelis 

dg buku expidisi
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15. Staff Sub Bagian Kepegawaian 

 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 35 dokumen 100 10 bulan -                

2 0 45 dokumen 100 10 bulan -                

3 0 64 dokumen 100 10 bulan -                

4 0 60 dokumen 100 10 bulan -                

5 0 5 dokumen 100 10 bulan -                

6 0 77 dokumen 100 10 bulan -                

7 0 3 kegiatan 100 10 bulan -                

8 0 250 dokumen 100 10 bulan -                

9 0 77 dokumen 100 10 bulan -                

10 0 - - 100 10 bulan -                

11 0 1 kegiatan 100 10 bulan -                Menyiapkan Laporan Tahunan Sub Kepegawaian

NIP

19820418 200912 2 003

NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI

Penata MudaTk.I (III/b)

 SASARAN KERJA PEGAWAI          

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI

I. PEJABAT PENILAI

ANIMAR

KUANT/OUTPUT

Pangkat/Gol.Ruang

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

19820418 200912 2 003

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

Staf Sub.KepegawaianJabatan

Menyiapkan bahan cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti 

besar (Ketua PA)

Pejabat Penilai,

Menyiapkan bahan mutasi

Menyiapan Bahan SIMPEG/E-Doc

Menyiapkan SPP, SPMT & SPMJ

WAKTU

TARGET

Menyiapkan Pelantikan

Menyiapkan bahan kenaikan gaji berkala

NO

Kepala Sub Bag. Kepegawaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19660422 199203 2 001

Penata  Tk.I (III/d)

19660422 199203 2 001

Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat (tenaga teknis dan administrasi 

umum)

Menyiapkan bahan daftar hadir

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Menyiapkan DUK & BEZETTING

Menyiapkan Bahan Baperjakat ( Tidak Terukur )

ANIMAR
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 30 dokumen 100 12 bulan -                

2 0 45 surat 100 12 bulan -                

3 0 3 kegiatan 100 12 bulan -                

4 0 5 dokumen 100 12 bulan -                

5 0 5 dokumen 100 12 bulan -                

6 0 17 dokumen 100 12 bulan -                

7 0 250 dokumen 100 12 bulan -                

8 0 3 dokumen 100 12 bulan -                

9 0 1 kegiatan 100 12 bulan -                

10 0 5 Dok 100 12 bulan

11 0 1 kegiatan 100 12 bulan -                

19660422 199203 2 001

Penata  Tk.I (III/d)

19660422 199203 2 001

Menyiapkan Bahan Piagam Penghargaan ( PA & PTA ) Teknis dan Administrasi 

Umum

Menyiapkan Bahan Pelantikan

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Menyiapkan Absen Pegawai Honorer

ANIMAR

Menyiapkan bahan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )

WAKTU

TARGET

Menyiapkan Bahan Cuti Tahunan,  cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti 

bersalin, cuti besarKarpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes/BPJS

Menyiapkan surat tugas dan surat-surat lainnya

NO

Kepala Sub Bag. Kepegawaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Menyiapkan Bahan SIMPEG/E-Doc ( Upload Web PTA) 

Jabatan

Menyiapkan Bahan Usulan Pensiun/Kematian

Pejabat Penilai,

Menyiapkan Bahan Usulan Izin Belajar

Menyiapkan Laporan Tahunan Sub Kepegawaian

Menyiapkan LAKIP

 SASARAN KERJA PEGAWAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

ADE IRMA SURYANI, A.Md

I. PEJABAT PENILAI

ANIMAR

KUANT/OUTPUT

Pangkat/Gol.Ruang

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

19820514 200904 2 002NIP

19820514 200904 2 002

ADE IRMA SURYANI, A.Md

Pengatur TK.I ( II/d ) 

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

Staf Sub.Kepegawaian
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 64 dokumen 100 12 bulan -                           

2 0 3 kegiatan 100 12 bulan -                           

3 0 50 surat 100 12 bulan -                           

4 0 250 dokumen 100 12 bulan -                           

5 0 2 kegiatan 100 12 bulan -                           

6 0 500 surat 100 12 bulan -                           

7 0 1 kegiatan 100 12 bulan -                           

19711103 199303 1 002NIP

 SASARAN KERJA PEGAWAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SABAR KUSWANTO

I. PEJABAT PENILAI

ANIMAR

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

Pangkat/Gol.Ruang Pengatur ( II/c )

Kepala Sub Bag. Kepegawaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19711103 199303 1 002

SABAR KUSWANTOANIMAR

Pejabat Penilai,

Membantu menyiapkan berkas ( Kenaikan Pangkat, Pensiun, Piagam Penghargaan, Izin 

Belajar, Cuti, Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes/BPJS )

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

Staf Sub.KepegawaianJabatan

Mengarsipkan Dokumen

Mencatat Surat Keluar dan Surat Masuk di buku Agenda 

Menyiapkan Laporan Tahunan Sub Kepegawaian 

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

Menyiapkan Bahan Pelantikan

NO

19660422 199203 2 001

Penata  Tk.I (III/d)

19660422 199203 2 001

Menyiapan Bahan Daftar Hadir 

Menyiapkan surat tugas dan surat-surat lainnya 

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 5 dokumen 100 5 bulan -                          

2 0 10 surat 100 5 bulan -                          

3 0 50 dokumen 100 5 bulan -                          

4 0 5 dokumen 100 5 bulan -                          

5 0 25 content 100 5 bulan -                          

6 0 6 content 100 5 bulan -                          

7 0 1 kegiatan 100 5 bulan -                          

19830215 200904 2 006

DINA MARISA, S.KomANIMAR

Unit Kerja

Staf Sub.KepegawaianJabatanKASUB KEPEGAWAIAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

19660422 199203 2 001

Menyiapkan Bahan Piagam Penghargaan ( PA & PTA ) Teknis dan Administrasi Umum

WAKTU

AK
TARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

 SASARAN KERJA PEGAWAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DINA MARISA, S.Kom

I. PEJABAT PENILAI

ANIMAR

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,    Agustus 2014

Pejabat Penilai,

19660422 199203 2 001 19830215 200904 2 006NIP

Pangkat/Gol.RuangPenata Tk. I(III/d) Penata MudaTk.I (III/b)

Update Content Website PTA Jakarta 

KUANT/OUTPUT

Menyiapkan Laporan Tahunan Sub Kepegawaian

Menyiapkan surat tugas dan surat-surat lainnya

Update Data Pegawai Pengadilan Agama se DKI Jakarta

Menyiapan Bahan SIMPEG/E-Doc

Update Data Pegawai PTA Jakarta pada Server Meja Informasi
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16. Staff Sub Bagian Keuangan 

NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama Rizal Mutaqin,SE,MM 1 Nama

2 NIP 197605212005021001 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan 4 Jabatan

5 Unit Kerja PTA Jakarta 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1 4 Dokumen 100 12 Bulan

2 20 Dokumen 100 12 Bulan

3 4 Dokumen 100 12 Bulan

204

4 204 Dokumen 100 12 Bulan

5 12 Dokumen 100 12 Bulan

6 4 Dokumen 100 12 Bulan

7 4 Dokumen 100 12 Bulan

8 2 Dokumen 100 12 Bulan

9 2 Dokumen 100 12 Bulan

10 2 Dokumen 100 12 Bulan

11 2 Dokumen 100 12 Bulan

12 1 Dokumen 100 12 Bulan

13

Pejabat Penilai

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021001

Menghimpun dan menginput  LRA 4 (empat) peradilan di Wilayah DKI Jakarta Ke 

dalam Aplikasi SAPPA-W setiap bulannya;

Melaksanakan rekon internal wilayah antara SAPPA-W dan BMNPPBW setiap 

semeteran;

Menghimpun Laporan Pelaksanaan Anggaran Wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta (Formulir A) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta (Formulir A) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

Membuat, merekap dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Formulir B) Sesuai PP 39 dari aplikasi BAPPENAS;

TARGET
AK

KUANT/OUTPUT WAKTU

Melakukan rekonsiliasi Tingkat SAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Pembendaharaan 

Negara Jakarta setiap Triwulan;

RESTIANA IRWANTI, SE

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19870319 200904 2 001

Jakarta, 2 Januari 2014

19870319 200904 2 001

Penata Muda ( III/a )

Staf Sub Bagian Keuangan

PTA Jakarta

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.

Membuat, menginput dan merekap Data Dukung Laporan Keuangan 4 (empat) 

peradilan di Wilayah DKI Jakarta setiap Semesteran;

Membuat dan merekap Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan Wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta setiap tahun;

Meneliti dan menghimpun LRA  4 (empat) peradilan di Wilayah DKI Jakarta yang 

sudah direkonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya;

Membuat Data Dukung Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setiap 

Semesteran;

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

RESTIANA IRWANTI, SE

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat, merekap dan mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran  dan Berita Acara 

Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB beserta Hasil rekon Wilayah  ke Biro Keuangan 

MARI setiap triwulan;

Membuat, merekap dan mengirimkan Laporan Keuangan wilayah ke Biro Keuangan 

MARI setiap Semesteran;
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama MUNASIRAH, SE

2 NIP 2 NIP 19790707 200805 2 001

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda ( III/a )

4 Jabatan 4 Jabatan Bendahara Pengeluaran

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja PTA Jakarta

KUAL/MUTU BIAYA

1 72 SSP 100 12 Bulan -                               

2 24 Dokumen 100 12 Bulan -                               

3 144 Dokumen 100 12 Bulan -                               

4 144 Surat 100 12 Bulan -                               

5 24 Surat 100 12 Bulan -                               

6 120 Surat 100 12 Bulan -                               

7 12 rek.koran 100 12 Bulan -                               

8 24 Dokumen 100 12 Bulan

9 24 Dokumen 100 12 Bulan -                               

10 81 Surat 100 12 Bulan -                               

11

Pejabat Penilai

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021000

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021000

Penata (III/c)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Kepala Sub Bagian Keuangan

PTA Jakarta

TARGET
AK

KUANT/OUTPUT WAKTU

Membuat SPT Tahunan PPh 21 Formulir 1721 A2

Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan 

ke kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang secara tertib sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan proses pencatatan buku-buku pembantu;

Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

MUNASIRAH, SE

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19790707 200805 2 001

Jakarta, 2 Januari 2014

Membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi

Menyiapkan Surat Perjalanan Dinas Pegawai

Mengambil uang di Bank dan menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh 

pimpinan;

Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) bendahara pengeluaran 

setiap bulannya;

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama Rizal Mutaqin,SE,MM 1 Nama

2 NIP 197605212005021000 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan 4 Jabatan

5 Unit Kerja PTA Jakarta 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1 13 Dokumen 100 12 Bulan

2 13 Dokumen 100 12 Bulan

3 12 Dokumen 100 12 Bulan

4 12 Dokumen 100 12 Bulan

5 12 Dokumen 100 12 Bulan

6 2 Dokumen 100 12 Bulan

7 2 Dokumen 100 12 Bulan

8 24 Dokumen 100 12 Bulan

9 5 Konten 100 12 Bulan

2 File

2 Buku

11 1 Dokumen 100 12 Bulan

12

Pejabat Penilai

 

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021000

19830722 200904 2 007

Membuat RAB, TOR dan menghimpun data pendukung yang berkaitan dalam 

penyusunan anggaran;

Menghimpun dan RKA-KL DIPA baik dari tingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengupload Data Keuangan ke web Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

YULITA FITRI HARTATY, SE

Meng-input data RKA-KL ;

Merekap usulan tunjangan kinerja satker se wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta; 

Membuat dan merekap penerimaan remun yang akan diterima pegawai;

Mencatat dan menyimpan arsip surat masuk dan keluar di Sub. Bagian Keuangan;10

                        
AK

KUANT/OUTPUT WAKTU
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat Slip Remun yang akan diterima pegawai;

Membuat dan merekap LRA manual dan mengirim ke MARI setiap bulan;

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

YULITA FITRI HARTATY, SE

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19830722 200904 2 007

Penata Muda Tk. I (III/b)

Staf Sub Bagian Keuangan

PTA Jakarta

Membuat usulan remunerasi pegawai PTA Jakarta setiap bulannya;

Jakarta, 2 Januari 2014

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan. 

Menyusun dan menyiapkan LAKIP 2013; 

Bulan12100
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NO I. PEJABAT PENILAI NO

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

KUAL/MUTU BIAYA

1 13 Dokumen 100 12 Bulan

2 12 Dokumen 100 12 Bulan

3 12 Dokumen 100 12 Bulan

4 25 Dokumen 100 12 Bulan

5 8 Dokumen 100 12 Bulan

6 65 Dokumen 100 12 Bulan

7 15 Dokumen 100 12 Bulan

8 98 Dokumen 100 12 Bulan

9 12 Dokumen 100 12 Bulan

10 24 Dokumen 100 12 Bulan

11 12 Dokumen 100 12 Bulan

12 24 Dokumen 100 12 Bulan

13 4 Dokumen 100 12 Bulan

14 49 Dokumen 100 12 Bulan

15

Pejabat Penilai

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021000

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan. 

Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN setiap bulan;

Membuat rincian gaji karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Membuat dan menghimpun KP4 seluruh karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN VI tepat waktu;

Membuat Laporan Keuangan Satuan Kerja setiap Semesteran;

Menginput Surat Setoran Pajak (SSP) ke dalam Aplikasi Konfirmasi Satker setiap 

bulannya;

Membantu menyusun dan mengajukan SPM ke KPPN dan mengambil SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana);

AK
KUANT/OUTPUT WAKTU

FORMULIR SASARAN KERJA

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Rizal Mutaqin,SE,MM

197605212005021000

Penata  (III/c)

PEGAWAI NEGERI SIPIL

RIZCKY FALLAH ROMADHON  N

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat Slip gaji dan Uang Makan yang akan diterima pegawai;

Membuat SKPP karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mutasi;

Kepala Sub Bagian Keuangan

PTA Jakarta

Membuat  daftar uang makan karyawan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan 

Aplikasi GPP dan diajukan ke KPPN tepat waktu;

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

RIZCKY FALLAH ROMADHON  N

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19860513 200604 1 003

Jakarta, 2 Januari 2014

Menyiapkan SPP dan SPM  yang akan diajukan ke KPPN;

Menghimpun dan menginput SPM dan SP2D serta data sumber lainnya ke dalam 

Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAKPA) setiap bulan;

19860513 200604 1 003

Pengatur Muda Tk. I ( II/b )

Staf Sub Bagian Keuangan

PTA Jakarta

Membuat daftar gaji induk dan kekurangan gaji karyawan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dengan Aplikasi GPP dan diajukan ke KPPN tepat waktu;

Membuat dan merekap daftar potongan dan penerimaan gaji yang akan diterima 

pegawai;

TARGET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    107 
  

 

17. Staff Sub Bagian Umum 

 

 

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 17 Dok 100 2 Bulan -                   

2 0 17 Dok 100 2 Bulan -                   

3 0 17 Dok 100 3 Bulan -                   

4 0 17 Dok 100 2 Bulan -                   

5 0 17 Dok 100 2 Bulan -                   

6 0 17 Dok 100 3 Bulan -                   

7 0 1 Dokumen 100 12 Bulan -                   

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Melakukan Rekonsiliasi Internal Semester I dengan Operator SIMAK

BMN UAPPBW

Melakukan Rekonsiliasi Internal Semester II dengan Operator SIMAK

BMN UAPPBW

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melakukan Rekonsiliasi Eksternal Tahunan dengan DJKN dan Eselon

I Mahkamah Agung R I

Mengarsipkan dokumen  yang berkaitan dengan BMN 

Jabatan

Melakukan Rekonsiliasi Internal Tahunan dengan Operator SIMAK

BMN UAPPBW 

Melakukan Rekonsiliasi Eksternal Semester II dengan DJKN dan

Eselon I Mahkamah Agung R I

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19770105 200912 1 001

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E.

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E.UNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Melakukan Rekonsiliasi Eksternal Semester I dengan DJKN dan

Eselon I Mahkamah Agung R I

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUM

19770105 200912 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA Tk I ( III/b)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 21 dok 100 12 bln -                   

2 0 12 keg 100 12 bln -                   

3 0 12 keg 100 12 bln -                   

4 0 12 keg 100 12 bln -                   

5 0 12 keg 100 12 bln -                   

6 0 12 keg 100 12 bln

7 0 12 keg 100 12 bln

19580110 199003 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR (II/c)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

19580110 199003 1 001

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

AMIRUDDIN

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

AMIRUDDINUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Mengantar surat-surat di lingkungan wilayah PTA DKI Jakarta;

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUMJabatan

Melayani air minum para pejabat dan karyawan;

Membantu mengawasi kebersihan lantai I dan halaman kantor;

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

Membersihkan dan merapihkan ruang kerja/rapat dan peralatan;

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Menyiapkan dokumen perpanjangan pajak kendaraan dinas;

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan tugas sebagai operator foto copy; 

Membantu mendistribusikan surat ke unit pengolah;
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 12 dok 100 12 bulan -                   

2
Melaksanakan Perbaikan Komputer (OS)

0 12 dok 100 12 bulan -                   

3 0 12 Dok 100 12 Bulan -                   

4 0 12 Dok 100 12 Bulan -                   

5 0 12 Dok 100 12 Bulan -                   

6 0 12 Dok 100 12 Bulan -                   

7 0 1 Dok 100 2 Bulan -                   

19830607 200912 1 004NIP

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR (II/c)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

19830607 200912 1 004

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

AJI SUCIPTO, A.md

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

AJI SUCIPTO, A.mdUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Melaksanakan Perbaikan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Lokal 

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Membuat laporan tahunan Pengendalian peralatan IT

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUMJabatan

Melaksanakan Pembuatan dokumentasi kegiatan dalam bentuk CD

Melaksanakan Pengendalian peralatan IT

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Melaksanakan Pembuatan menu dan mengupdate Website

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan Pengendalian Sistem Jaringan Internet
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 dok 100 12 bln -                   

2 0 6 dok 100 12 bln -                   

3 0 12 dok 100 12 bln -                   

4 0 6 dok 100 12 bln -                   

5 0 1 kegiatan 100 12 bln -                   

6 0 1 kegiatan 100 12 bln

7 0 1 dok 100 12 bln

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Mencatat buku perpustakaan ke dalam buku induk serta 

memasukkan ke dalam aplikasi

Menyiapkan laporan SIMAK BMN Semester I, II dan Tahunan DIPA 

(01) dan DIPA (04)

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mengecek Nomor Register/Kode barang inventaris PTA Jakarta

Menyiapkan laporan tahunan sub bagian umum dan menghimpun 

laporan tiap-tiap sub bagian

Jabatan

Melakukan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAKPA

Mencatat ,mengatur dan memeriksa  penyimpanan barang dalam 

gedung

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19871028 201101 1005

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

HADI PUTRA, A.Md

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

HADI PUTRA, A.MdUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL Setiap Semester 

I, II dan Tahunan DIPA(01) dan DIPA (04)

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUM

19871028 201101 1005NIP

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR (II/c)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

2 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

3 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

4 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

5 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

6 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

7 0 3 Dok 100 2 Bulan -                      

8 0 1 Dok 100 12 Bulan -                      

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Mencatat surat masuk  kedalam buku agenda surat masuk baik surat 

penting,biasa dan rahasia.

Mencatat surat keluar  kedalam buku agenda

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mencatat/menginput setiap pembelian ATK pada aplikasi persediaan

Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar berdasarkan klasifikasi 

surat

Jabatan

Menyiapkan rekapitulasi surat masuk

Menyiapkan format kebutuhan ATK untuk masing-masing bagian

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Nama

RAHMATUL HAKIM, A.MdUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Menyiapkan rekapitulasi surat keluar

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Membuat laporan persediaan setiap semester I, II dan tahunan

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUM

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR Tk.I (II/d)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

198410312009042007

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

RAHMATUL HAKIM, A.Md

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

198410312009042007NIP
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 dok 100 12 bln -                      

2 0 30 Ruangan 100 12 bln -                      

3 0 1 dok 100 12 bln -                      

4 0 1 kegiatan 100 12 bln -                      

5 0 1 kegiatan 100 12 bln -                      

6 0 18 kendaraan 100 12 bln -                      

7 0 12 Laporan 100 12 bln -                      

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA Tk 1 (II/b)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

19660328 200604 1001

19660328 200604 1001NIP

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

ECEP AGUS SANI

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

ECEP AGUS SANIUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Membantu mengatur/mempersiapkan semua fasilitas dan tempat yang 

diperlukan dalam setiap acara yang diadakan PTA DKI Jakarta

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Menyiapkan bahan untuk distribusi buku-buku yang masuk

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUMJabatan

Mengirim surat dinas ke kantor pos dan satker saker

Menyiapkan bahan untuk mengurus  surat- surat kendaraan dinas / 

Perpanjangan STNK, dan yang berkaitan dengan kendaraan dinas

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

Membantu mengawasi dan mengontrol kebersihan lantai 1 sampai lantai 

IV serta halaman 

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

19721129 200604 1001

Menerima dan memberikan surat dinas kepada unit-unit lain

Melaksanakan tugas sebagai operator foto copy 

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN
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NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 5 keg 100 12 bln -                      

2 0 1 keg 100 12 bln -                      

3 0 1 dok 100 12 bln -                      

4 0 5 dok 100 12 bln -                      

5 0 20 dok 100 12 bln -                      

6 0 20 dok 100 12 bln -

7 0 20 dok 100 12 bln -

NO

19721129 200604 1001

PENATA (III/c)

Menerima, mencatat dan menyimpan identitas serta memberikan

informasi kepada tamu Ketua PTA Jakarta;

Memanggil pengemudi tamu Ketua/ Pejabat yang dibutuhkan;

AKIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mencatat surat jadi/ konsep ke dalam buku kendali sebelum keluar dari

Ketua;

Mencatat dan memberitahukan kepada Ketua tentang jadwal tugas

dinas keluar;

Menyiapkan pidato Ketua;

Mencatat surat jadi/ konsep ke dalam buku kendali sebelum masuk ke

Ketua;

WAKTU

TARGET

KUANT/OUTPUT

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Nama

MOHAMMAD LUTFIE AWAL, A.MdUNA MUNASIR FATAH

Pejabat Penilai,

Menyiapkan makalah/ tulisan Ketua;

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Jakarta,      Januari 2014

Unit Kerja

STAF SUB BAGIAN UMUMJabatan

Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR (II/c)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

MOHAMMAD LUTFIE AWAL, A.Md

I. PEJABAT PENILAI

UNA MUNASIR FATAH

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

198412062009121006NIP

 



BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 
A. SUMBER DAYA MANUSIA 

eran Sumber daya manusia adalah sangat strategis dalam mendukung 

terwujudnya dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta Yang Agung”, untuk itu peningkatan 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional, berintegritas sangat 

diperlukan. 

Peningkatan kuantitas sumber daya manusia haruslah tercermin dengan tidak 

terjadinya rangkap jabatan dan tersedianya sumber daya manusia sesuai dengan job 

discriptionnya, sedangkan peningkatan kualitas tercermin dari sikap jujur, 

professional dan bertanggungjawab. 

Pembinaan dan pengelolaan  sumber daya manusia tehnis dan non tehnis terus 

diupayakan secara terus menerus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran 

yang tersedia dan peraturan yang berlaku. 

Sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se 

DKI Jakarta dapat dibedakan atas sumber daya manusia tenaga tehnis dan tenaga 

non tehnis. Sumber daya  manusia tenaga tehnis  bertugas terkait tehnis yustisial  

dan  administrasi perkara. Sumber daya manusia tenaga non tehnis merupakan 

sumber daya manusia bertugas terkait administrasi umum.  Kedua jenis sumber daya 

manusia tersebut haruslah saling sinergi dan harmonis demi keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan reformasi birokrasi. 

 

1) REKRUITMEN  

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencapaian visi dan misi 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta salah 

satunya didukung ketersediaan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten. 

Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI tidak ada penerimaan 

pegawai/rekruitmen pegawai baru, walaupun  kenyataannya masih kurangnya 

sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, ini dapat 

dilihat  ada beberapa Sub Bagian/unit kerja yang tidak mempunyai staf (apabila 

ada dilaksanakan oleh tenaga honorer, hal ini membawa pengaruh terhadap 

pelaksanaan kinerja), atau adanya rangkap jabatan jurusita/jurusita pengganti 

menjadi staf di sekretariat) dsb. 

P 
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Profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan 

Agama  se DKI Jakarta sebagai berikut : 

 

(1) Sumber Daya Manusia Tenaga Tehnis  

Sumber daya manusia tenaga tehnis di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta berjumlah 308 orang, terdiri atas :  

a. Tenaga Hakim secara keseluruhan berjumlah 123 orang, yang diperbantukan 

sebanyak 22 orang. 

b. Panitera/Sekretaris 5 Orang , Wakil Panitera 6 Orang, Panitera Muda 15 

orang, Panitera Pengganti sebanyak 78 orang, Juru Sita 12 orang dan Juru 

Sita Pengganti 69 orang. 

 

(2)  Sumber Daya Manusia Tenaga Non Teknis 

Sumber daya manusia tenaga  non teknis di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta berjumlah  387 orang, terdiri atas : 

a. Wakil Sekretaris sebanyak 6 orang. 

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum masing-masing 1 

orang . 

c. Staf  seluruhnya berjumlah 378 orang. 

Catatan : Untuk mengatasi Keterbatasan sumber daya manusia yang ada, 

diperbantukan tenaga honorer seluruhnya berjumlah 94 orang, terdiri atas : 

 

Tabel 1 :. Tenaga Honorer Lingkungan PTA Jakarta 

SATUAN KERJA JUMLAH 

 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 17 orang 

 Pengadilan Agama Jakarta Pusat  13 orang 

 Pengadilan Agama Jakarta Utara  17 orang 

 Pengadilan Agama Jakarta Selatan  24 orang 

 Pengadilan Agama Jakarta Timur  14 orang 

 Pengadilan Agama Jakarta Barat    9 orang 
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KONDISI JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPANITERAAN, PANITERA 
PENGGANTI, JURUSITA PENGGANTI DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DI 

LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PER DESEMBER 2014 

 

Tabel 2  : Kondisi Jumlah Pegawai di Lingkungan PTA Jakarta 

 
NO 

 
Unit 
kerja 

 
Jumlah 
Hakim 

Hakim 
Yg 

Diperban-
tukan 

 
Hakim 

Riil 

 
Pejabat  
Kepani-
teraan 

 
PP 

 
Pejabat 
Struk- 
Tural 

 
Juru 
Sita 

Juru 
Sita 

Peng- 
Ganti 

 
Staf 

 
 

Jml 

Jumlah 
Riil 

Pegawai 

             

1 
PTA 
JKT 

37 13 24 3 12 4 0 0 20 76 63 

             

2 
PA JKT 
Pusat 

15 3 12 5 12 3 1 12 5 53 50 

             

3 
PA 
JKT 

Utara 
18 3 15 4 11 4 1 11 3 52 49 

             

4 
PA 
JKT 

Selatan 
17 1 16 5 14 4 4 18 5 67 66 

             

5 

PA 
JKT 

Timur 
 

19 1 18 4 17 4 4 12 10 70 69 

             

6 
PA 
JKT 

Barat 
17 1 16 5 12 4 2 16 4 60 59 

Jumlah 123 22 101 26 78 23 12 69 47 378 356 

   

(3) Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin 

Sumber daya manusia menurut jenis kelamin pada  Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai berikut : 

a. Laki-laki sebanyak 232 orang 

 b. Perempuan sebanyak 146 orang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin 
 

146

232

Laki-laki

Perempuan
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(4) Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan 

Sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan pada Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta meliputi : 

 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 

Pendidikan Jumlah 

S3     7 orang 

S2 132 orang 

S1 181 orang  

D3   15 orang 

D1     1 orang 

SMA   39 orang 

SMP     2 orang 

SD     1 orang 

 
Grafik 2 :  Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan 
 

 

2) PROMOSI DAN MUTASI 

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan 

karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi 

bagi seluruh Hakim dan Pejabat baik jabatan  struktural maupun fungsional serta 

staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan  Jabatan dan Kepangkatan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.Untuk promosi dan mutasi jabatan di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta saat ini Tim Badan Pertimbangan 

dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) menggunakan sistem fit and proper test. Ada 

pun penilaian meliputi diantaranya : Observasi Lapangan, Wawancara, 

Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan yang secara berkala 

dilakukan evaluasi.   

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan promosi jabatan baik Struktural maupun 

Fungsional serta telah dilaksanakan mutasi baik yang ke luar (ekstern) maupun 

intern di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bagi hakim Pengadilan 

Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Promosi/mutasi jabatan 

Struktural pengusulannya ditujukan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI sedangkan 

untuk promosi/mutasi jabatan kepaniteraan ditujukan ke Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama, dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

1

2
71

39

15

181

132

S3 S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD
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Tabel 3 : Tabel Promosi dan Mutasi Lingkungan PTA Jakarta 

NO 
JABATAN 

JUMLAH KET 

LAMA BARU 

1 
 

Mutasi/promosi (ke wil. PTA 
Jakarta): 

 
 
 

 
 
 

 

 Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta Hakim Tinggi PTA Jakarta 
 

9 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama Hakim Tinggi PTA Jakarta 1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Jakarta Timur 

1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama 
 

Hakim Pengadilan Agama Barat 1 orang 
  

 Wakil Ketua Pengadilan Agama  Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Utara 

1 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama  
 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat 

4 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama 
 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Utara 

2 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama 
 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Timur 

5 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama 
 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan 

4 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama 
 

Hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Barat 

2 orang 
  

2 Mutasi/promosi (keluar wil. PTA 
Jakarta) : 

 

 
 

 
  

 Hakim Tinggi PTA Jakarta Hakim Agung Mahkamah Agung 1 orang 
 

 Hakim Tinggi PTA Jakarta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Luar 
Jakarta 

10 orang 
 

 Hakim Tinggi PTA Jakarta Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta 5 orang  
 Hakim Pengadilan Agama  Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta 1 orang  

 Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Agama Luar 
Jakarta 

1 orang 
 

 Hakim Pengadilan Agama 
 

Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Luar Jakarta 

5 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Luar 
Jakarta 

5 orang 

 

3 Kepaniteraan 
Mutasi/promosi (Intern) : 
 

 
 

 
  

 Panitera Muda Banding PTA 
Jakarta 

Panitera/Sekretaris PTA Jakarta 1 orang melalui 
fit an 
prop
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er 
test 

 Panitera/Sekretaris PA Jakarta 
Timur  

Panitera Pengganti PTA Jakarta 1 orang 
 

 Wakil Panitera PA Jakarta Barat Panitera/Sekretaris PA Jakarta 
Utara 

1 orang melalui 
fit an 
prop
er 
test 

 Panitera/Sekretaris PA Jakarta 
Utara dan Selatan 

Panitera/Sekretaris PA Jakarta 
Timur dan Selatan 

2 orang 
 

 Panitera Muda Permohonan PA 
Luar Jakarta 

Panitera Pengganti PA Jakarta 
Selatan 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA Jakarta 
Selatan dan Utara 

Panitera Pengganti PA Jakarta 
Timur dan Barat 

4 orang 
 

 

    

 

4 Mutasi/promosi (Ekstern) : 
 

 
 

 
 

 

 Panitera Pengganti PA Jak-Sel Panitera Pengganti PA Bandung 1 orang 
 

5 
 

Mutasi/promosi (Intern) :  
 

 
  

 Jurusita Pengganti PA Utara Jurusita PA Utara 1 orang  

 Jurusita Pengganti PA Utara dan 
Tanjung Balai 

 

Jurusita Pengganti PA Barat dan 
Timur 

2 orang 
 

6 Mutasi (Ekstern) :  
 

 
  

 Jurusita PA Jakarta Timur 
 

Jurusita PA Tangerang 1 orang 
 

7 Mutasi/promosi (Intern) :  
 

 
  

 Staf PA Jakarta Utara 
 

Jurusita Pengganti PA Utara 2 orang 
 

8 Mutasi/promosi (ke wil. PTA 
Jakarta) 

 
 
  

 
 
 

 

 Staf Mahkamah Agung RI Staf PTA Jakarta 1 orang  

 Staf PA Luar Jakarta 
 

Staf PA Jakarta Pusat 1 orang  

9 Mutasi (Ekstern) : 
 

  
 

 Staf PTA Jakarta 
 

Staf Pengadilan Agama Luar 
Jakarta  

1 orang 
  

 Staf PA Jakarta Selatan Staf Biro Perencanaan dan 
Organisasi BUA 

 

1 orang  
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Selain itu, pada tahun 2014 terjadi promosi dan mutasi terhadap beberapa 

HakimTinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ke Pengadilan Tinggi Agama lain, 

yaitu : 

 

Tabel 4 : Daftar Mutasi Hakim Promosi Wakil Pengadilan Tinggi Agama April tahun 2014 

DAFTAR MUTASI HAKIM PROMOSI WAKIL PTA 
APRIL TAHUN 2014 

No NAMA NIP GOL JABATAN BARU 

1 Dr. H. MUHAMMAD SHALEH, SH.,M.Hum 19530221 198101 1 001 IV/e WK PTA Bengkulu 

2 Drs. M. TAUFIQ HZ, MHI 19550219 198302 1 001 IV/e WKPTA Yogyakarta 

3 Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, SH. MH 19531110 197602 2 003 IV/e WKPTA Gorontalo 

4 Drs. H. SARIF USMAN, SH. MH 19541222 198203 1 001 IV/e WKPTA Kupang 

5 Drs. H. MOH. MUNAWAR 19521002 197608 1 001 IV/e WKPTA Palangkaraya 

 

Tabel 5 : Daftar Mutasi Hakim Promosi Wakil Pengadilan Tinggi Agama November tahun 2014 

DAFTAR MUTASI HAKIM PROMOSI WAKIL PTA 
NOVEMBER TAHUN 2014 

No NAMA NIP GOL JABATAN BARU 

1 Drs. H. MASLIHAN SAIFURROZI, SH. MH 19521015 198511 1 001 IV/e WKPTA Maluku Utara 

2 Drs. H. MUKHLIS, SH. M. Hum 19560226 198303 1 001 IV/e WKPTA Bangka Belitung 

3 Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH. M. Hum 19550505 198203 1 024 IV/e WKPTA Pekanbaru 

4 Drs. H. ENDANG ALI MA’SUM, SH. MH 19580904 198403 1 003 IV/d 
WKPTA Bandar 
Lampung 

5 Drs. H. MAWARDY AMIEN, SH. M Ag 19501213 197701 1 002 IV/e WKPTA Papua 

 

 

 

3) PENSIUN 

 

Pensiun sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, senantiasa 

dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan wujud dari 

pelaksanaan reformasi birokrasi terkait pelayanan internal. 

Pada tahun 2014, terkait pensiun sebagai berikut :  

 

a. Kenaikan Pangkat Pengabdian/Batas Usia Pensiun (BUP) 

     Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian tahun 2014 sebanyak 6 orang dan 

sudah terealisasi. 

 

b. Pensiun Janda/Duda 

     Pensiun Janda/Duda tahun 2014 sebanyak 3 orang dan 2 sudah  terealisasi. 
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PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

Pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI selain promosi dan mutasi, terhadap sumber daya 

manusia juga diberikan pelayanan bidang administrasi kepegawaian sebagai 

haknya,  meliputi :  

 

a. Peningkatan kesejahteraan PNS 

1) Kenaikan Pangkat 

– Kenaikan Pangkat Reguler  

Periode April 2014   :  52 orang 

Periode Oktober 2014   :  20 orang 

Jumlah     :  72 orang 

Realisasi    :  55 orang    

 

– Kenaikan Pangkat Pilihan 

Periode April 2014   : 0 orang 

Periode Oktober 2014   : 0 orang 

Jumlah     : 0 orang 

Realisasi    : 0 orang 

 

– Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

Periode April 2014   : 0 orang 

Periode Oktober 2014   : 0 orang 

Jumlah     : 0 orang 

Realisasi    : 0 orang 

  

2) Pembuatan Karis, Karsu, Kartu Hunter, Pengusulan Konversi Nip 

Baru, Pengusulan Satya Lencana dan KPE 

Pada tahun 2014 telah diusulkan pembuatan Satya Lencana bagi 

karyawan/ti Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan rincian : 

-  Karis/Karsu    : 23  orang 

- Satya Lencana   : 32 orang 

    

3) Pembuatan kenaikan gaji berkala (KGB)  

Pada tahun 2014 sumber daya manusia/pegawai Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta sejumlah 24    orang. 
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b. PEMBINAAN PEGAWAI 

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta reformasi birokrasi 

pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta harus didukung sumber daya manusia yang professional, integritas 

dan bertanggung jawab, untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia 

senatiasa dilakukan melalui kegiatan mengikuti diklat, mengadakan 

sosialisasi dan DDTK (Diklat Di Tempat  Kerja) yang menyesuaikan dengan 

kemampuan anggaran, seperti tersebut di bawah ini : 

  

1) Diklat Pegawai 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai, Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta pada tahun 2014 telah mengirimkan dan 

mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan, 

pelatihan dan penataran serta sosialisasi sebanyak  545 orang dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 6 : Pengiriman pegawai dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai 

NO Nama Pendidikan/Pelatihan Waktu Pelaksanaan Tempat 
Jumlah 
Peserta 

1 2 3 4 5 

         
1 Peluncuran Studi Awal Akses Pada 

Hak Identitas 
27 Februari 2014 Jakarta 1 Orang 

2 Sosialisasi Tata Persuratan 28 Februari - 
1 Maret 2014 

Bogor 1 Orang 

3 Narasumber Inventarisir dan 
Penyusunan Bahan Naskah Standar 
SOP Penyelesaian Perkara Peradilan 
Agama 

17 - 19 Maret 2014 Bogor 1 Orang 

4 Narasumber Bimbingan Teknis 
Administrasi Peradilan Agama 

10 - 14 Maret 2014 Bogor 1 Orang 

5 Orientasi Pemberkasan Perkara 
Kasasi/PK 

18 - 20 Maret 2014 Lampung 1 Orang 

6 Narasumber Orientasi Pemberkasan 
Perkara Kasasi/PK 

19-20 Maret 2014 Lampung 1 Orang 

7 Penelitian dan Pengkajian tentang" 
Model Ideal Sistem Promosi dan 
Mutasi Kepaniteraan" 

21 Maret 2014 Jakarta 1 Orang 

8 Seminar IKAHI 20 Maret 2014 Jakarta 10 Orang 
9 Sosialisasi PMK 

No.210/PMK.05/2013mdan PER-
03/PB/2014 

23-25 Maret 2014 Jakarta 1 Orang 

10 Sosialisasi SKP  4 Maret 2014 Jakarta 17 Orang 
11 Narasumber pada kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan Sertifikasi Hakim 
Perkara Ekonomi Syari'ah Lingkungan 
Agama Seluruh Indonesia 

24 April 2014 Bogor 1 Orang 

12 Bimbingan Teknis Administrasi 
Peradilan Agama Angkatan II Tahun 
2014 

21-22 April 2014 Bandung 1 Orang 

13 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis 
Kenerja Tahun Anggaran 2014 

20-25 April 2014 Bogor 1 Orang 
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14 Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I 
Tahun 2014 dan Penyusunan Renja 
2015 

7-9 Mei 2014 Bogor 2 Orang 

15 Rakerda Tahun 2014 28-30 April 2014 Jakarta 46 Orang 
16 Lokakarya Integritas Peradilan " 

Menuju Implementasi Pasal 11 
Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa 
Mengenai Anti Korupsi " 

6-7 Mei 2014 Jakarta 2 Orang 

17 FGD Proyek Percontohan Mediasi di 
wilayah DKI Jakarta 

9 Mei 2014 Jakarta 4 Orang 

18 Peluncuran Situs Web E-Learning dan 
Pertemuan Pembaruan Layanan 
Bantuan Hukum MA RI 

9 Mei 2014 Jakarta 2 Orang 

19 Seminar Peran Media, Opini Publik dan 
Independensi Yudisial 

22 Mei 2014 Jakarta 1 Orang 

20 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan 
Bendahara Instansi ( SILABI ) 

21 Mei 2014 Jakarta 3 Orang 

21 Bimbingan Teknis Administrasi 
Peradilan Agama Angkatan III Tahun 
2014 

2-6 Juni 2014 Banten 1 Orang 

22 FGD Hasil Penelitian 3 Juni 2014 Jakarta 1 Orang 
23 Narasumber dalam kegiatan Bimbingan 

Teknis Administrasi Peradilan Agama 
Angkatan III Tahun 2014 

2-6 Juni 2014 Banten 1 Orang 

24 Pelatihan Teknologi Informasi 9-13 Juni 2014 Jakarta 2 Orang 
25 Rapat Koordinasi Akuntansi 18-20  Juni 2014 Jakarta 2 Orang 
26 Peningkatan Keterampilan Pegawai 

Tahap I Ditjen Badilag 
11-13 Juni 2014 Bandung 2 Orang 

27 Bimbingan Tekis Kompetensi Calon 
Panitera Pengganti Mahkamah 
Syari'ah/Pengadilan Agama 

17-20 Juni 2014 Solo 1 Orang 

     
28 Tarining Of Trainer ( TOT ) 24-26 Juni 2014 Bandung 1 Orang 
29 Penyusunan Pagu Indikatif 2015 16-18 Juni 2014 Bekasi 3 Orang 
30 Sosialisasi Persiapan Implementasi 

SPAN 
17 Juni 2014 Jakarta 2 Orang 

31 Penyusunanan dan Pengolahan Data ( 
Finalisasi Penyusunan Statistik dan 
Pemetaan Wilayah Yurisdiksi Tahap I ) 

18-20 Juni 2014 Depok 1 Orang 

32 Penyusunan/Penyajian Profil 
Perkembangan Kependudukan 
Tahunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2013 

20 Juni 2014 Jakarta 1 Orang 

33 Seminar Focus Group Discussion ( 
FGD ) Hasil Penelitian 

2 Juni 2014 Jakarta 2 Orang 

34 Sosialisasi Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
210/PMK.05/2013belanja pegawai  

26 Juni 2014 Jakarta 1 Orang 

35 Rekonsiliasi Barang Milik Negara 
Semester 1 Tahun Anggaran 2014 

3 Juli 2014 Jakarta 1 Orang 

36 Kegiatan Finalisasi Pengesahan 
Naskah Standar Redesign Aplikasi 
SIADPA 

10-12 Juli 2014 Bogor 1 Orang 

37 Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data 
BMN Periode semester 1 Tahun 2014 
Anggaran 2014 

15 Juli 2014 Jakarta 1 Orang 

38 Entry Meeting dengan Tim Pemeriksa 
BPK RI 

11 Juli 2014 Jakarta 2 Orang 

39 Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Tingkat Wilayah Semester I Tahun 

10 Juli 2014 Jakarta 1 Orang 
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2014 
40 Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran 

Mahkamah Agung Tahun Anggaran 
2015 

15 Juli 2014 Jakarta 2 Orang 

41 Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Semesteran 

16-19 Juli 2014 Jakarta 2 Orang 

42 Rapat Koordinasi Tim Percepatan 
Update Data Pegawai SIMARI 

21 Juli 2014 Jakarta 1 Orang 

43 Sosialisasi SKP 8 Agustus 2014 Jakarta 26 Orang 
44 Diklat Kehumasan dan Keterbukaan 

Informasi Pengadilan (KIP) Tahun 
Anggaran 2014 

11-15 Agustus 2014 Jakarta 2 Orang 

45 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan V 
Tahun 2014 

10 Agustus-15 
Desember 2014 

Bogor 1 Orang 

46 Narasumber pada kegiatan Orientasi 
Pemberkasan Perkara Kasasi/PK bagi 
para Panitera Muda 
Gugatan/Permohonan/Hukum 

19-21 Agustus 2014 Aceh 1 Orang 

47 Seminar Model Ideal Sistem Promosi 
Dan Mutasi Kepaniteraan 

21 Agustus 2014 Jakarta 5 Orang 

48 Bimbingan Teknis Panitera Pengganti 4 
(empat) Badan Peradilan Tahun 
Anggaran 2014 

26-29 Agustus 2014 Bogor 2 Orang 

49 Workshop Implementasi Akuntansi 
Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual Angkatan II 
TA 2014 

1-4 September2014 Jakarta 2 Orang 

50 Sosialisasi /Orientasi Hukum Acara 
Ekonomi Syari'ah 

24-26 Maret 2014 Medan 1 Orang 

51 Narasumber pada kegiatan Bimbingan 
Teknis Administrasi Peradilan Agama 
Angkatan IV 

24-26 Juni 2014 Bandung 1 Orang 

52 Pembinaan dan Bimbingan Teknis 
Informasi Kepegawaian Mahkamah 
Agung RI (SIMARI) 

11-12 September 
2014 

Jakarta 2 Orang 

53 Bimbingan Teknis Yustisial di 
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 
Jakarta 

15-17 September 
2014 

Bogor 10 Orang 

54 Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita 
Pengganti di Lingkungan Pengadilan 
Agama Tinggi Jakarta 

15-17 September 
2014 

Bogor 6 Orang 

55 Seminar Manajemen Hakim sebagai 
Pejabat Negara 

9 September 2014 Jakarta 1 Orang 

56 Bimbingan Teknis Panitera Pengganti 
dan Jurusita/Jurusita Pengganti 

15-17 September 
2014 

Bogor 15 Orang 

57 Panitia Bimbingan Teknis Kompetensi 
Ekonomi Syari'ah Hakim Peradilan 
Agama ( Angkatan II ) Tahun 2014 

22-26 September 
2014 

Bandung 1 Orang 

     
58 Narasumber kegiatan 

Finalisasi/Pengesahan Naskah 
Standar SOP Penyelesaian Perkara 
Peradilan Agama 

23-25 September 
2014 

Bandung 1 Orang 

59 Bimbingan Teknis Hakim Peradilan 
Agama di Lingkungan PTA Jakarta 

22-24 September 
2014 

Bogor 11 Orang 

60 Rakor & Penyyusunan RKA Daerah 
DIPA 04 Pagu Sementara TA 2015 

23-25 September 
2014 

Bandung 2 Orang 

61 Diklat Pengadaan Barang/Jasa 
Angkatan V,VI,dan VII Tahun 2014 

29-03 Oktober 2014 Bogor 1 Orang 

62 Narasumber kegiatan Irientasi 15-16 Oktober 2014 Bandung 1 Orang 
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Pemberkasan Perkara Kasasi/PK bagi 
Panmud Gugatan/Huku pada PTA 
Bandung 

63 Diklat Arsip Berbasis IT Tahun 2014 5-10 Oktober 2014 Bandung 3 Orang 
64 Narasumber di Acara " Nikah dan 

Tholaq Siri dan Implikasinya dalam 
Perspektif Hukum Positif" 

9 Oktober 2014 Jakarta 1 Orang 

65 Rapat Koordinasi Barang Milik Negara 10 Oktober 2014 Bogor 2 Orang 
66 Narasumber di Pelatihan Teknis 

Fungsional Panitera Pengganti (CRT) 
Gelombang I 

8 Oktober 2014 Bogor 1 Orang 

67 Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua 
PTA 

15-18 Oktober 2014 Jakarta 5 Orang 

68 Ujian Dinas Tingkat 1,Ujian Dinas 
Tingkat II dan Ujian Penyeasuaian 
Ijazah 

16 Oktober 2014 Depok 9 Orang 

69 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Hakim Tinggi Seluruh Indonesia ( 
Gelombang I ) 

19-24 Oktober 2014 Bogor 3 Orang 

70 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Hakim Tinggi Seluruh Indonesia ( 
Gelombang II ) 

27 Okt-1 November 
2014 

Bogor 3 Orang 

71 Mengajar di Pendidikan dan Pelatihan 
Hakim Berkelanjutan (CJE) 
Gelombang I 

22 Oktober 2014 Bogor 1 Orang 

72 Workshop Penguatan Lembaga BP4 4 November 2014 Jakarta 1 Orang 
73 Seminar " Titik Singgung Wewenang 

Mahkamah Agung dengan Mahkamah 
Konstitusi 

13 November 2014 Jakarta 1 Orang 

74 Seminar " The Transformation Of 
Sharia And Law In Responding Global 
Issues " 

11-12 November 
2014 

Jakarta 1 Orang 

75 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan 
Penerimaan dan Pengeluaran Negara 
Akhir Tahun Anggaran 2014 

20 November 2014 Jakarta 3 Orang 

76 Narasumber pada kegiatan Seminar 20 November 2014 Jakarta 1 Orang 
77 Narasumber Kegiatan Focus Group 

Discussion 
25 November 2014 Depok 1 Orang 

78 Narasumber Kegiatan Musyawarah 
wilayah BP4 DKI Jakarta 

9-10 Desember 2014 Jakarta 1 Orang 

79 Rapat Court Of Excellence 8 Desember 2014 Jakarta 1 Orang 
80 Seminar Implementasi Proyek 

Perubahan Satker 
9-10 Desember 2014 Bogor 1 Orang 

81 Penyerahan DIPA Petikan Tahun 
Anggaran 2015 

15 Desember 2014 Jakarta 2 Orang 

82 Sosialisasi PP Nomor 27 Tahun 2014 
dan Implementasi SIMAN 

15 Desember 2014 Jakarta 2 Orang 

83 Tes Kompetensi Wawancara 12 Desember 2014 Jakarta 1 Orang 
84 Sosialisasi Draft Perma Mediasi dan 

Pembahasan Instrumen Pendukung 
16 Desember 2014 Jakarta 1 Orang 

85 Sosialisasi SOP 18 Desember 2014 Jakarta 25 Orang 
86 Melaksanakan Pembinaan dan 

Pengawasan 
22 Desember 2014 Jakarta 32 Orang 
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2) DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) 

Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta 

dikarenakan keterbatasan  anggaran yang ada atau karena tidak tersedia 

alokasi anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di 

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan narasumber Hakim 

Tinggi dari Pengadilan TinggiAgama Jakarta, sehingga anggaran yang 

dikeluarkan efisien dan ekonomis (biaya untuk konsumsi). 

Pada tahun 2014 Diklat di Tempat Kerja (DDTK) yang telah dilakukan 

sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan materi yang dibahas 

tentang pembuatan putusan perkara, proses penyampaian panggilan dan 

tehnis pembuatan berita acara persidangan, dengan peserta Hakim 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta dan Panitera Pengganti. 

Selain itu, menyesuaikan anggaran yang ada/keterbatasan anggaran, 

dilakukan SDTK (Sosialisasi Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta/bukan di Hotel dengan menghadirkan narasumber 

dari Instansi terkait, seperti Materi Penyusunan/penyempurnaan  

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) menghadirkan narasumber dari BKN 

(Badan Kepegawaian Negara) ,  Materi Penyusunan/Penyempurnaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Materi Penatausahaan Barang 

Milik Negara (BMN) menghadirkan narasumber dari DJKN/KPKNL 

Kementerian Keuangan, Materi tentang Ekonomi Syariah dengan 

narasumber dari Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dll     

 
 

Program Kerja Bidang Sub Bagian Kepegawaian  Tahun 2015 
 

a. Peningkatan Kesejahteraan PNS, yaitu : 

1. Memproses usulan Kenaikan Pangkat pegawai periode April dan Oktober 

Tahun 2015 sejumlah 56 orang.  

2. Memproses KGB 3 (tiga) bulan sebelum waktunya sejumlah 32 Orang. 

3. Memproses usulan pensiun minimal 18 bulan sebelum waktunya rencananya 

10 orang. 

4. Pembuatan KARIS/KARSU, KARPEG, TASPEN, Kartu Hunter, dan 

Pengusulan Satya Lencana PNS.  

b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai yaitu : 

- Melaksanakan pembinaan rohani 2 x dalam seminggu  

- Mengadakan kegiatan jasmani 2 x dalam seminggu 

c.   Pembinaan dan pengembangan pegawai dan SDM, yaitu dengan : 

1. Mengusulkan calon peserta Ujian Dinas Tk. I dan ujian dinas Tk. II  serta 

ujian penyesuaian ijazah. 
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2. Memproses/mengusulkan permohonan izin belajar dan permohonan 

beasiswa sesuai permohonan. 

3. Merekapitulasi pegawai yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun. 

4. Mutasi pegawai yang sudah 5 (lima) tahun menduduki jabatan.  

 
d.  Pengisian jabatan Struktural yang kosong : 

Pengisian Kepala Sub Bag. Kepegawaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 

telah dilantik menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  

 
f. Pengisian jabatan Fungsional yang kosong : 

Pengisian Panitera Muda Gugatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah 

dilantik menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  danPanitera 

Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang telah pensiun. 

g. Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian 

1. Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) kepegawaian. 

2. Memperbaharui file gantung kepegawaian. 

3. Pemutakhiran data pegawai. 

4. Melengkapi data pendukung file setiap pegawai. 

5. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian        

(SIMPEG) dan dokumen pendukungnya. 

6. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 

7. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Manajemen Mahkamah Agung RI (SIMARI). 

8. Mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian PTA Jakarta 

9. Melaksanakan penertiban arsip-arsip kepegawaian. 

10. Mengadakan Verifikasi dan Validasi data SIMPEG. 

 
 
 

B. KEADAAN PERKARA 
 

 
Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 menerima perkara banding 

sejumlah 166 perkara, ada kenaikan sejumlah 32 perkara atau naik  19 %  bila 

dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2013 sejumlah 134 

Perkara.   

Keadaan perkara Tahun 2013 masih terdapat sisa perkara banding yang belum 

diputus sejumlah 1 (satu) perkara yaitu perkara waris (dengan putusan sela), 

Sehingga jumlah perkara yang diterima dan harus diputus oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta tahun 2014 berjumlah 167 perkara.  

Tahun 2014 jumlah perkara yang diputus  sebanyak 167 perkara, sehingga sisa 

perkara banding tahun 2014 adalah 0 (nol) atau zero. Dari angka penyelesaian 
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perkara tersebut dapat dihitung prosentase produktifitas kinerja Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara sebesar 100%.  

 

Perkara banding yang diterima  dari Pengadilan Agama se - wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 berjumlah 166 perkara, dengan 

perincian sebagai berikut : 

1). Pengadilan Agama Jakarta Pusat  =   21   perkara 

2). Pengadilan Agama Jakarta Barat  =   23   perkara 

3). Pengadilan Agama Jakarta Timur  =   49   perkara 

4). Pengadilan Agama Jakarta Selatan =   63   perkara 

5). Pengadilan Agama Jakarta Utara  =   10  perkara + 

     Jumlah = 166  perkara 

 

 

Grafik 3 : Grafik perkara banding yang diterima  

Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa perkara banding terbanyak diterima dari 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu sejumlah 63 perkara, diikuti oleh 

Pengadilan Agama Jakarta Timur sejumlah 49 perkara, Pengadilan Agama Jakarta 

Barat sejumlah 23 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejumlah 21 perkara 

dan urutan terakhir Pengadilan Agama Jakarta Utara sejumlah 10 perkara. 

Perkara banding yang diterima tahun 2014 dengan jumlah 166 perkara tersebut 

diatas dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut :  

1. Izin Poligami  

2. Pencegahan Perkawinan 

3. Pembatalan Perkawinan 

4. Cerai Talak 

5. Cerai Gugat 

6. Harta Bersama 

7. Penguasaan Anak 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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8. Istbat Nikah 

9. Ekonomi Syariah 

10. Kewarisan  

11. Hibah  

12. Wakaf 

13. Penetapan Ahli Waris 

14. Lain-lain 

Jumlah 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

  1 perkara 

2 perkara 

8 perkara 

2 perkara 

1 perkara 

1 perkara 

1 perkara 

1 66 perkara 

Perkara cerai gugat masih menempati urutan tertinggi dalam jenis perkara yang 

dimohonkan banding sebanyak 68 perkara, disusul dengan cerai talak sebanyak 58 

perkara lalu gugatan harta bersama sebanyak 16 perkara dan kewarisan sebanyak 8 

perkara. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:  

 

Grafik 4 : Grafik perkara banding dilihat berdasarkan jenis perkara 

Laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2014 yang dilaporkan 

setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :  

a. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak :    1 perkara 

b. Perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak : 166 perkara 

             Jumlah : 167 perkara 

c. Perkara yang diputus pada tahun 2014 

sebanyak 
: 167 perkara 

Dengan rincian sebagai berikut :   

 Perkara yang dikuatkan sebanyak : 118 perkara 

 Perkara yang dibatalkan sebanyak :  37  perkara 

 Perkara yang tidak diterima sebanyak :  11  perkara 

 Perkara yang dicabut sebanyak :    1  perkara 

d. Sisa perkara akhir tahun sebanyak :    0  perkara 
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Grafik 5 : Grafik perkara banding yang diputus 

 

             Tabel 6: Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 
 

Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan 

jangka waktu penyelesaian, yaitu : 

NO Waktu Penyelesaian Jumlah 

1 Penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan sebanyak : 76 perkara 

2 Penyelesaian perkara kurang dari 2 bulan sebanyak : 57 perkara 

3 Penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan sebanyak : 28 perkara 

4 Penyelesaian perkara lebih dari 1 bulan sebanyak :   5 perkara 

 

Alur penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 

1. Penyelesaian yang melibatkan Kepaniteraan, Kesekretariatan selama 52 hari 

kerja 

2. Penyelesaian hanya melibatkan Hakim berdasarkan SOP memerlukan 35 hari 

kerja 

 

Berdasarkan Laporan Kegiatan Hakim (L.II – PA2) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

yang dilaporkan per semester dapat dilihat jumlah hakim Pengadilan Tinggi Agama 

sebanyak 25 orang dengan jumlah majelis sebanyak 11 majelis. Adapun rincian 

masing-masing majelis menerima dan memutus perkara sebagai berikut: 

 

 

 

118 

37 

11 1 

Jumlah Perkara 

Dikuatkan 

Dibatalkan 

Tidak di terima 

Dicabut 
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Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk tahun 2014 terdiri dari:  

 

I. Periode Januari s/d Juni 2014 

NO. 
KODE 

MAJELIS 
NAMA MAJELIS HAKIM DAN 

PANITERA PENGGANTI 

1. 2. 3. 

1. A. 

C9. 

C14. 

C22. 

C24. 

D6. 

D14. 

1.  Dr. H. Khalilurrahman, SH.,M.BA.MH. 

2.  Drs.H.M. Sidqi Ghazali,MH. 

3.  H. Didin Fathuddin,SH.MH. 

4.  H.M.Sururi  YS, S.H.,MH. 

5.  Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H. 

6.  Sri Purwaning Rahayu,SH. 

7.  Aday, S. Ag. 

2. B. 

C10. 

C13. 

D2. 

D7. 

1. Dr. H. Edi Riyadi,SH.,MH. 

2. Drs.H.Busri Harun, SH.,M.Ag. 

3. Drs.H. Sam’un Abduh, SQ.,MH. 

4. Drs.Ach. Jufri, S.H., M.H. 

5. Ahmad Sahid, S.H. 

NO 

 

MAJELIS HAKIM 

SISA 

TAHUN 

TERIMA 

TAHUN 

DIPUTUS 

TAHUN 

SISA AKHIR 

TAHUN 

 
2013 2014 2014 2014 

1 2 3 4 5 6 

1 Khalilurrahman (A) 0 3 3 0 

2 Edi Riadi (B) 0 29 29 0 

3 Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. (C.1)  

*Pensiun bulan Agustus 2014 
0 7 7 0 

4 Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. (C.3) 0 27 27 0 

5 Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M. H. (C.4) 

*Mutasi ke PTA Gorontalo 
0 5 5 0 

6 Drs. Ohan Suherman, S.H., M.H. (C.5)   1 22 23 0 

7 Drs. H. Zein Ahsan, M.H.  (C.6)  0 28 28 0 

8 Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. (C.7) 

*Mutasi ke PTA Padang 
0 18 18 0 

9 Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. (C.9)  0 22 22 0 

10 Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H. (C.4)  

*Majelis hakim periode Desember 2014 
0 2 2 0 

11 Drs. H. Darisman (C.5) 

*Majelis hakim periode Desember 2012 
0 2 2 0 

 Jumlah  1 166 167 0 
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3. C1. 

C2. 

C11. 

D3. 

D12. 

1. Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. 

2. Dra. Hj. Durrah Baraja,SH.,MHum. 

3. Drs. H. I Nurcholis Syamsuddin,SH.,MH. 

4. H. Sajadi,SH. 

5. Endang Purwihartati,SH.,MH. 

4. C3. 

C12. 

C19. 

D4. 

D10. 

1. Drs.H. Lutfi,  S.H.,M.H. 

2. Drs. H. Muslih Munawar,SH.  

3. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 

4. Fahrudin, S.H 

5. Abdullah, S.H.,MH. 

5. C4. 

C17. 

C20. 

D6. 

D13 

1. Dr,Hj. Aisyah Ismail, SH., MH. 

2. Drs. H.Mohammad Shaleh, SH.,M.Hum. 

3. Drs. H.Moh. Munawar. 

4. Sri Purwaning Rahayu, S.H 

5. Ali Mustofa, SH. 

6. C5. 

C15. 

C18. 

D8. 

1. Drs. H.Ohan Suherman,SH.,MH. 

2. Drs.H. Endang Ali Ma’sum, SH.,M.H. 

3. Drs. H.Pelmizar,M.HI.  

4.  Hj. Nastiti Dewi, S.H 

7. C6. 

C16. 

C21. 

D5. 

1. Drs. H. Zein Ahsan, M.H 

2. H. Empud  Mahpudin,SH.MH. 

3. Drs. H. Agus Dimyati Hamid,SH.,M.Hum. 

4. Ratu Dhiyafah, S.H 

8. C7. 

C9. 

C23. 

D11. 

1. Drs.  H. Adam Murtaqi, M.H. 

2. Drs.H.M. Sidqi Ghazali,M.H. 

3. Drs.H.Maslihan Saifurrozi,SH.,M.H. 

4. M. Khotib, S.H., M.H. 

9. C8. 

C14. 

C22. 

D9. 

1. Drs.  H. Zainir Surzain,SH., M.Ag. 

2. H. Didin Fathuddin,,SH.,M.H. 

3. H. M. Surury Y.S.,SH.,M.H. 

4. Mahrum, S.H. 

 

 

II. Periode Juli s/d Desember 2014 

NO. 
KODE 

MAJELIS 
NAMA MAJELIS HAKIM DAN 

PANITERA PENGGANTI 

1. 2. 3. 

1. A. 

C1. 

C2. 

C15. 

C20. 

D1. 

D7. 

D13. 

1.  Dr. H. Khalilurrahman. 

2.  Drs.H. Ali Umar Surin,SH. 

3.  Dra.Hj. Durrah Baraja,SH.M.Hum. 

4.  Drs.H. Moh. Munawar. 

5.  Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H. 

6.  Rachmadi Suhamka,SH. 

7.  Hj. Nastiti Dewi, SH. 

8.  Aday, S. Ag. 



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    130 
  

 

2. B. 

C8. 

C11. 

C20. 

D2. 

D6. 

D13. 

1. Dr.  H. Edi Riadi, SH.,MH. 

2. Drs. I Nurcholis Syamsudin,SH.,M.H. 

3. H. Didin Fathuddin, SH.,MH. 

4. Drs. H. Musfizal Musa, SH.,M.H. 

5. H. Sajadi,SH. 

6. Ahmad Sahid, S.H. 

7. Aday, S.Ag. 

3. C3. 

C9. 

C19. 

D3. 

D11. 

D12. 

1.  Drs. H. Lutfi, S.H.,MH. 

2.  Drs. H. Muslih Munawar,SH. 

 3. Drs. H. Masliham Saifurrozi,SH., MH. 

4.  Fahrudin, S.H 

5.  Endang Purwihartati,SH.,MH. 

6.  Ali Mustofa,SH. 

4. C4. 

C10. 

C18. 

D10. 

D14. 

1.  Drs. H. Ohan Suherman,S.H.,M.H. 

2.  Drs. H. Sam’un Abduh, SQ., MH.  

3.  Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 

5.  M. Khotib, S.H.,MH. 

6.  Drs.H.Iskandar Raja,SH.,MH. 

5. C5. 

C12. 

C17. 

D6. 

D7. 

1. Drs,  H. Zein Ahsan, SH., MH. 

2. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, SH.,M.Hum. 

3. H.M. Sururi YS,SH., M.H. 

4.  Ahmad Sahid, SH.  

5. Hj. Nastiti Dewi, S.H. 

6. C6. 

C13. 

C16. 

D4. 

D9. 

1. Drs. H. Zainir Surzen, SH.,M.Ag. 

2. H. Empud Mahpudin, SH.,M.H. 

3. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid,SH.,M.Hum.  

4. Ratu Dhiyafah, S.H. 

5. Abdullah, SH.,MH. 

7. C7. 

C14. 

C18. 

D5. 

D8. 

1.  Drs. H. Busri Harun, SH.,M.Ag. 

2.  Drs.H. Pelmizar, MH. 

3.  Drs. H. Mukhlis, SH.,M.Hum. 

4.  Sri Purwaningrahayu, S.H. 

5.  Mahrum,SH. 

 

 

 

 

 

III. Periode Desember 2014 s/d Januari 2015 

NO. 
KODE 

MAJELIS 
NAMA MAJELIS HAKIM DAN 

PANITERA PENGGANTI 

1. 2. 3. 

1. C-4. 

C-16. 

C-20. 

D- 9. 

1. Drs. H. RM. Zaini, S.H., M.H. 

2. Dr.  H.  M. Arsyad Mawardi, S.H., M.H. 

3. Drs. H.  Faisol, S.H., M.H. 

4. Abdullah, S.H., M.H. 
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2. C-5. 

C-17. 

C-18. 

D- 4. 

1.  Drs. H. Darisman, S.H., M.H. 

2.  Drs. H. Choiri, S.H., M.H. 

 3. Drs. H. Ahsin Abdul Hasmid, S.H., M.H. 

4.  Ratu Dhiyafah, S.H. 

3. C-14. 

C-15.  

C-20. 

D-14. 

1.  Dr.  Komari, S.H., M.H. 

2.  Drs. H. Uce Supriadi, M.H. 

3.  Drs.H. Faisol, S.H., M.H. 

4.  Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. 

 

1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama se – DKI Jakarta 

Laporan perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada tahun 2014 yang 

dilaporkan setiap bulan sebagai berikut:  

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Sisa perkara pada  tahun 2013 sebanyak 

Perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 

Jumlah perkara seluruhnya 

Perkara yang dicabut sebanyak 

Perkara yang diputus dalam tahun 2014 sebanyak 

dengan rincian sebagai berikut : 

- Izin poligami  

- Pembatalan perkawinan 

- Cerai talak 

- Cerai gugat 

- Harta bersama  

- Penguasaan anak 

- Perwalian 

- Pencabutan kekuasaan wali 

- Asal usul anak  

- Istbat nikah  

- Dispensasi kawin  

- Wali adhol  

- Ekonomi syari’ah  

- Kewarisan  

- Penetapan ahli waris  

- Lain-lain 

- Ditolak  

- Tidak diterima  

- Gugur 

- Dicoret dari register  

3429 

14631 

18060 

1631 

13119 

 

14 

2 

2942 

7486 

46 

38 

67 

1 

4 

768 

58 

22 

2 

62 

285 

34 

143 

390 

375 

380 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 

perkara 
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Dengan demikian prosentase penyelesaian perkara di Pengadilan Agama se - 

DKI Jakarta tahun 2014 sebesar 72,64 %  pertahun dan sisa akhir tahun 2014 

sebanyak 3310 perkara. 

Kurang optimalnya penyelesaian perkara antara lain disebabkan 

kompleksitasnya jenis perkara, para pihak atau salah satu pihak berada di luar 

yurisdiksi Pengadilan Agama dimaksud.  

 

Perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2014 

sebanyak 14631 perkara dengan jumlah hakim sebanyak 80 orang dan terdiri 

atas 79 majelis. Dengan demikian rata-rata tiap majelis hakim Pengadilan 

Agama se - DKI Jakarta menyelesaikan  sebanyak 157 perkara. Adapun jumlah 

majelis hakim pada masing-masing Pengadilan Agama se - DKI Jakarta adalah 

sebagai berikut :  

- PA Jakarta Pusat sebanyak 16 Majelis dengan Hakim sebanyak 15 orang 

- PA Jakarta Barat sebanyak 15 Majelis dengan Hakim sebanyak 13 orang 

- PA Jakarta Selatan sebanyak 18 Majelis dengan Hakim sebanyak 18 orang 

- PA Jakarta Timur sebanyak 18 Majelis dengan Hakim sebanyak 18 orang 

- PA Jakarta Utara sebanyak 12 Majelis dengan Hakim sebanyak 16 orang 

 

Laporan perkara yang dimohonkan kasasi dari Januari sampai Desember tahun 

2014, yang diterima 67 perkara. Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan 

kembali dari Januari sampai Desember tahun 2014, yang diterima 11 perkara. 

Sedangkan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi dari Januari sampai 

Desember tahun 2014, yang diterima 26 perkara.  

 

2. Mediasi  

Laporan mediasi pada Pengadilan Agama se – DKI Jakarta tahun 2014 dapat 

dilihat melalui grafik dibawah ini:  

 

Grafik 6 : Mediasi di Pengadilan Agama se – DKI Jakarta 
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Tingkat keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama se – DKI 

Jakarta sangat minim sekali dengan melihat grafik mediasi diatas, apabila 

diambil prosentase keseluruhan tingkat kegagalan proses mediasi pada 

Pengadilan Agama se – DKI Jakarta selama tahun 2014 sebesar 88,43% dan 

prosentase tingkat keberhasilannya hanya 5,8%.  

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 
 

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta  perlu didukung ketersediaan sarana dan 

prasaran yang  memadai. Performance Pengadilan Tinggi  Agama Jakarta selaku 

“voorpost” / kawal depan Mahkamah Agung dan sebagai Pengadilan Tingkat Banding 

yang berada di ibukota Negara Republik Indonesia yang membawahi 5 (lima) 

Pengadilan Agama di DKI Jakarta yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 

Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan 

Agama Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  belum didukung 

sepenuhnya oleh Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan tupoksinya, antara lain : 

I. Gedung Kantor. 

a. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhitung sejak diresmikan 

sampai dengan saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai 

gedung kantor sendiri tetapi pinjam pakai dari instansi lain. 

Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung kantor 

milik Departemen Agama di Jalan Cemara No 42 Jakarta Pusat. Selanjutnya 

sejak tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta   pinjam pakai gedung milik 

Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta di Jalan Radin Inten II No. 3 Duren  

Sawit, Jakarta Timur sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor : 843/073.541 tanggal 24 Maret 2004 tentang 

Penunjukkan Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah 

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terletak di jalan Raden Inten II Nomor 3 

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Kepada 

Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian 

pada tahun 2014 keluar Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 952 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Persetujuan 

Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan 

selanjutnya BPKD ( Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta) 

mengeluarkan surat Perjanjian Pinjam Pakai yang terbaru Nomor 022-1 

tertanggal 29 Agustus  2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa 

Tanah dan Bangunan Yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3, Kelurahan 
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Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan 

masa pinjam pakai selama 2 (dua) tahun sesuai Pasal 2 ayat (1).  

Bangunan gedung kantor milik Pemerintah Propinsi  DKI Jakarta yang ditempati  

tahun 1999 dengan luas tanah ± 3021 m
2 

dan luas bangunan ± 2006 m
2 

dirasakan kurang mendukung kebutuhan ruangan bagi Sumber Daya 

Insani/personil Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berjumlah 80 orang, terdiri 

atas Hakim Tinggi sejumlah 38 orang (Hakim Tinggi diperbantukan pada 

Mahkamah Agung sejumlah 13 orang), Pejabat Struktural/Fungsional sejumlah 

19 orang dan staf sejumlah 20 orang serta tenaga Honorer sejumlah 17 orang. 

Luas bangunan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan ruangan lainnya 

seperti untuk ruang sidang/ruang kerja HakimTinggi dll. 

Pinjam pakai tersebut tidak hanya gedung kantor saja, namun termasuk juga 

sarana pendukung didalamnya seperti AC, meubelair/ furniture, meja kerja, kursi 

dll yang umumnya telah berumur tua dan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.  

b. Gedung –gedung Kantor Pengadilan Agama se DKI Jakarta 

Selain gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan  status pinjam 

pakai dengan Pemerintah Daerah  Propinsi DKI Jakarta, berikut ini akan 

diinformasikan tentang gedung kantor Pengadilan Agama se DKI Jakarta, 

sebagai berikut : 

 

1. Pengadilan Agama Jakarta Timur 

Gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur dibandingkan dengan 

gedung kantor Pengadilan Agama yang lain kondisinya paling kurang 

memadai, disamping karena tertutup bangunan rumah/masuk kedalam dan 

belum  prototype/ruangan sangat terbatas termasuk untuk ruang sidang, 

ruang kerja, dll.  

Saat  ini Pengadilan Agama Jakarta Timur menempati gedung kantor di Jalan 

Raya PKP No. 24 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dengan luas 

bangunan ± 1400 m
2
  dengan status bangunan masih merupakan asset 

Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, sedangkan tanah seluas ± 3004 m
2  

adalah asset Mahkamah Agung cq Pengadilan Agama Jakarta Timur. 

  

2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

Saat ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat menempati gedung kantor yang 

telah prototype di Jalan Rawasari Selatan No. 51 Kelurahan  Rawasari  

Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat  dengan luas tanah ± 3350 m
2 

dan 

luas bangunan ± 2880 m
2  

dengan status tanah dan bangunan milik 

Mahkamah Agung cq Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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3. Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

Saat ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan menempati gedung kantor yang 

telah prototype di Jalan Harsono RM No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan, dengan luas tanah ± 6144 m
2 
dan luas bangunan ± 2245 m

2
  dengan 

status tanah dan bangunan milik Mahkamah Agung cq Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan. 

 

4. Pengadilan Agama Jakarta Barat 

Pengadilan Agama Jakarta Barat sampai dengan akhir Desember 2014 

masih menyewa  gedung kantor di Jalan Puri Indah Raya, No.14, 

Kembangan, Jakarta Barat. Namun diperkirakan  pada  Januari tahun 2015 

akan menempati gedung kantor yang baru dengan luas tanah ± 3206 m
2 

dan 

luas bangunan ± 1200 m
2
, yang sampai akhir tahun2014 sedang dalam 

proses finishing pembangunan gedung kantornya, dengan status tanah dan 

bangunan milik Mahkamah Agung cq Pengadilan Agama Jakarta Barat. 

 

5. Pengadilan Agama Jakarta Utara 

Saat ini Pengadilan Agama Jakarta Utara menempati gedung kantor yang 

telah prototype di Jalan Plumpang Semper Raya No.5 Jakarta Utara, dengan 

luas tanah ± 1919 m
2 

dan luas bangunan ± 2298 m
2
 . dengan status tanah 

dan bangunan milik Mahkamah Agung cq Pengadilan Agama Jakarta Utara. 

 

II. Kendaraan roda 4 dan 2 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dalam 

melaksanakan tupoksinya didukung oleh sarana kendaraan roda 4 (empat) dan 2 

(dua). Secara umum ketersediaan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) masih 

memerlukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya/peremajaan usia 

kendaraan. 

Profil  kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta,sebagai berikut : 

 

Tabel 7 : Laporan Sarana dan Prasarana Kendaraan Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.  

   SATUAN KERJA JENIS KENDARAAN TAHUN 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Sedan Altis 2004 

  Sedan Vios 2009 

  Sedan Altis 2009 

  Sedan Camri 2005 

  Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Espas 1997 

  
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Kijang 
KF 

2002 

  Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Kijang 2009 
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Inova 

  Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Avanza 2011 

  Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Avanza 2011 

  Sepeda Motor Honda GL 100 1998 

  Sepeda Motor Supra X 125 2005 

  Sepeda Motor Supra X 125 2007 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Sedan Vios 2006 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2002 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Sepeda Motor Mega Pro 2005 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Supra X 125 2008 

  Sepeda Motor Vario 2009 

  Sepeda Motor Vario 2009 

  Sepeda Motor Supra X 125 2009 

  Sepeda Motor Supra X 125 2009 

  Sepeda Motor Supra X 125 2009 

  Sepeda Motor Supra X 125 2009 

Pengadilan Agama Jakarta Barat Sedan Vios 2006 

  Sedan  Proton 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2003 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)  2010 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Sepeda Motor  1998 

  Sepeda Motor 2005 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2009 

Pengadilan Agama Jakarta Utara Sedan Vios 2006 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2002 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 
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  Sepeda Motor 2005 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2009 

Pengadilan Agama Jakarta Timur Sedan Vios 2006 

  Sedan  Proton 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)  2000 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)  1998 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Sepeda Motor 2006 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sedan Timor 1997 

  Sedan Vios 2006 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)  2003 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)  2010 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011 

  Sepeda Motor 1981 

  Sepeda Motor 2005 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2009 

  Sepeda Motor 2008 

  Sepeda Motor 2008 
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Pada Maret  2014, dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada,  Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta menerima Transfer masuk  sarana dan prasarana dari Mahkamah Agung 

terdiri dari : Kendaraan Roda 4(empat) berupa sedan Camry buatan tahun 2005 yang 

kondisinya perlu perawatan dan pemeliharaan (tidak ada alokasi anggaran untuk 

pemeliharaan kendaraan tersebut), meja kerja kayu sebanyak 2(dua) buah, lemari 

besi/metal sebanyak 1(satu) buah, filing cabinet besi sebanyak 1(satu) buah, meja 

kerja besi/metal 3(tiga) buah dan 1(satu) buah sice.  

 

Secara umum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta 

masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seperti alat pengolah data, printer dan Air 

Conditioner dll.  Meskipun Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Peradilan Agama di wilyah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

masih kurang memadai,  namun tetap akan terus menerus dan berkelanjutan 

mengambil kebijakan dan  berupaya meningkatkan kinerja dengan ditunjang dengan 

peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai. Selain itu 

dalam kendala yang dihadapi dalam sarana dan prasarana adalah keterbatasan 

dalam biaya operasional  perawatan dan pemeliharaan, serta tiadanya alokasi 

anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang baru sesuai kebutuhan.   

Pada tahun 2014 seluruh satuan kerja telah mengajukan permohonan PSP  

(Penetapan Status Penggunaan ) Barang Milik Negara. Satuan kerja yang telah 

mendapatkan PSP adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 8 : Laporan Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. 

SATUAN KERJA PSP KET 

Pengadilan Tinggi Agama JAKARTA Kendaraan Camry KEP-29/KM.06/WKN.07/KNL.07/2014 

 Inventaris Kantor > 25 jt KEP-30/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

 Inventaris Kantor < 25 jt 132/BUA/SK/IX/2014 

 Tanah & Rumah Dinas KEP-05/KM.06/WKN.07/KNL.01/2012 

 Kendaraan Altis KEP-03/KM.06/WKN.07/KNL.01/2012 

 Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 KEP-04/KM.06/WKN.07/KNL.01/2012 

   

Pengadilan Agama Jakarta Timur Inventaris Kantor > 25 jt Kep-43/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

 Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Kep-13/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

 Inventaris Kantor < 25 jt 134/BUA/SK/IX/2014 

 Tanah Bangunan Kantor KEP-13/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 KEP-42/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

 Inventaris Kantor > 25 jt KEP-42/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

 Tanah Rumah Dinas KEP-21/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

   

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 KEP-75/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 

   

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 KEP-74/KM.06/WKN.07/KNL.01/2014 
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Program Kerja Bidang Sub Bagian Umum Tahun 2015 

 Permohonan  tanah dan bangunan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian 

- Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum. 

- Memperbaharui Daftar Inventaris Ruangan. 

- Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan dokumen 

pendukungnya. 

- Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen 

Akuntasi Barang Milik Negara SIMAK BMN. 

- Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah ( 

SIMANTAP ). 

- Mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian PTA Jakarta 

- Melaksanakan penertiban arsip-arsip kepegawaian. 

- Melaksanakan Sosialisasi (SIMAN) Sistem Informasi Manajemen Aset 

Negara.  

 Melanjutkan Permohonan Penetatapan Status Penggunaan kepada satuan kerja 

yang belum melaksanakan sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI  

 Penghapusan Kendaraan Roda 4(empat) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 Penghapusan Kendaraan Roda 2(dua) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 Penghapusan Kendaraan Roda 2(dua) Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

 

 
D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

 
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  serta reformasi birokrasi pada 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta perlu 

didukung adanya anggaran yang memadai. Namun karena alokasi anggaran 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta tergantung 

pada  Pagu anggaran Mahkamah Agung dan Keuangan negara, maka keterbatasan 

alokasi anggaran  yang diterima diharapkan tidak mengurangi komitmen untuk 

peningkatan kinerja yang diharapkan. 

 

Pagu anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan 

Agama se DKI Jakarta pada tahun 2014 terdiri dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA-

005.01.2.401112/2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

tekhnis lainnya  dan DIPA-005.04.2.401113/2014 Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama. 
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I. DIPA-005.01.2.401112/2014  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Tehnis lainnya Mahkamah Agung.  

 

Pagu anggaran DIPA tahun 2014 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebesar Rp  84.306.596.000,-  (delapan 

puluh empat milyar tiga ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu 

rupiah) mengalami penurunan sebesar  Rp. 31.113.878.000,- (tiga puluh satu 

milyar seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau 

turun sebesar (78%)  jika dibandingkan dengan  Pagu Anggaran tahun 2013 

sebesar Rp. 115.867.237.000,- (seratus lima belas milyar delapan ratus enam 

puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).  

  

Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2014 dengan 2013 perjenis belanja pada  

PTA Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai berikut : 

 

1. Belanja pegawai pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 66.483.533.000,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp.1.520.921.000,-  atau naik sebesar (2,33%) 

jika dibandingkan jumlah Pagu Anggaran tahun 2013 sebesar 

Rp.65.409.375.000,-  

     Kenaikan ini karena adanya kenaikan gaji pokok PNS sebesar (7%). 

 

2. Belanja barang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.823.063.000,- 

mengalami penurunan sebesar Rp. 334.799.000,- atau turun sebesar (4,10%) 

jika dibandingkan jumlah Pagu  Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 

8.157.862.000,- 

     Penurunan ini karena adanya penghematan anggaran tahun 2014 dan untuk 

memenuhi remunerasi pegawai Mahkamah Agung RI.  

 

3. Belanja modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- 

mengalami penurunan sebesar  Rp.32.300.000.000,-  atau turun sebesar 

(76,36%)  jika dibandingkan jumlah Pagu  Anggaran tahun 2013 sebesar 

Rp.42.300.000.000,-  

Penurunan ini karena tahun 2013 terdapat pengadaan tanah untuk Pengadilan 

Agama Jakarta Barat sebesar Rp.30.000.000.000,-, pengadaan interior dan 

meubelair pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebesar Rp.1.700.000.000,- 

dan belanja modal proporsional untuk 6 (enam) satker masing-masing 

Rp.100.000.000,-., sedangkan belanja modal proporsional sudah tidak ada lagi. 
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Tabel  9 : Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2013 dengan tahun 2014 

 

 

Grafik 7 : Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2013 dengan tahun 2014 

 

 

Pagu Anggaran tahun 2014 

 

Pagu anggaran DIPA tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebesar Rp 84.306.596.000,- (Delapan puluh 

empat milyar tiga ratus enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

Alokasi anggaran tahun 2014 tersebut terdiri dari:  

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 66.483.533.000,- (Enam puluh enam milyar empat  

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).  

2. Belanja Barang sebesar Rp. 7.823.063.000,- (Tujuh milyar delapan ratus dua 

puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah).  

3. Belanja Modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yaitu untuk 

Pembangunan gedung kantor tahap II (Finishing) Pengadilan Agama Jakarta 

Barat. (Catatan: Belanja modal untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta 

Utara tidak ada alokasinya).    

.  
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 40,000,000,000  

 50,000,000,000  

 60,000,000,000  

 70,000,000,000  

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 

 65,409,375,000  

 8,157,862,000  

 42,300,000,000  

 66,930,296,000  

 7,823,063,000  

 10,000,000,000  

Tahun 2013 Tahun 2014 

No Jenis Belanja 2013 2014 Perubahan % 

1 Belanja Pegawai 65.409.375.000 66.930.296.000 1.520.921.000 2,33 

2 Belanja Barang 8.157.862.000 7.823.063.000 (334.799.000) -4,10 

3 Belanja Modal 42.300.000.000 10.000.000.000 (32.300.000.000) -76,36 

Jumlah 115.867.237.000 84.753.359.000 (31.113.878.000) -78 
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Tabel  10 : Pagu Anggaran DIPA Tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta   

   Realisasi Anggaran tahun 2014 

 Pagu anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se 

DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 84.306.596.000,- (Delapan puluh empat milyar 

tiga ratus enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah dapat 

direalisasikan sebesar Rp Rp. 82.219.292.982,- (Delapan puluh dua milyar dua ratus 

sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh 

dua rupiah) atau sebesar (97,52 %) .  

Tabel  11 : Realisasi Anggaran tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 8 : Realisasi Anggaran tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 
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Sisa Anggaran Realisasi Pagu 
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Realisasi anggaran tahun 2014  terinci per-belanja sebagai berikut :  

a. Per- Belanja Pegawai 

Tabel  12 : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2014 di lingkungan PTA Jakarta 

 

 

 

Grafik 9 : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2014 di lingkungan PTA Jakarta 

 

- PAGU DIPA 

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 66.483.533.000,- (Enam 

puluh enam milyar empat  ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga 

ribu rupiah). 

 

-     REALISASI 

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 64.642.663.703,- 

(Enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta eam ratus enam 

puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah ) atau sebesar (97,23  %) dari belanja 

pegawai. 
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-    SISA ANGGARAN. 

Sisa anggaran untuk belanja pegawai tahun 20114 sebesar Rp. 1.840.869.297,-  

( Satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan 

ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau (2,85 %) dari belanja pegawai. 

 

b. Per-Belanja Barang 

Tabel 13 : Realisasi Belanja Barang tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 

 

 

 

Grafik 10 : Realisasi Belanja Barang tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 
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-    PAGU DIPA 

Belanja barang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.823.063.000,- (Tujuh     

milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah). 

 

-    REALISASI 

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.671.326.779,- 

(Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh 

ratus tujuh puluh sembilan rupiah). atau sebesar ( 98,06  %) dari total belanja 

barang. 

 

-    SISA ANGGARAN  

Sisa anggaran belanja barang tahun 2014 sebesar Rp. 151.736.221,- (Seratus 

lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu 

rupiah) atau sebesar  (1,98 %) dari total belanja barang. 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, meliputi : 

Perawatan gedung kantor, perawatan rumah dinas, perawatan inventaris kantor, 

perawatan kendaraan bermotor, langganan daya dan jasa, operasional 

perkantoran dll. 

011 Pembinaan dan konsultasi          

012 Perawatan kendaraan roda 4 operasional      

013 Rapat koordinasi/jamuan tamu        

014 Pelantikan/pengambilan sumpah                                 

015 Pembinaan dan sosialisasi         

016 Rakerda  

019 Pengadaan pakaian dinas          
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c. Per-Belanja Modal 

 

Tabel 14 : Realisasi Belanja Modal tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 
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Grafik 11 : Realisasi Belanja Modal tahun 2014 di Lingkungan PTA Jakarta 

 

 

- PAGU DIPA 

Belanja Modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- 

(Sepuluh milyar rupiah) yaitu untuk Pembangunan gedung kantor tahap II 

(Finishing) Pengadilan Agama Jakarta Barat. 

 

-    REALISASI 

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2014 sebesar  Rp9.905.302.500,- 

(Sembilan milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) 

atau sebesar (99,05 %) dari total belanja modal. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

PTA Jakarta PA Jakarta 
Pusat 

PA Jakarta 
Utara 

PA Jakarta 
Barat 

PA Jakarta 
Timur 

PA Jakarta 
Selatan 

0 

 10,000,000,000  

0 0 0 

 9,905,302,500  

0 

 94,697,500  

Sisa Anggaran Realisasi Pagu 



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta – Laporan Tahunan 2014                                    147 
  

 

 

-     SISA ANGGARAN  

Sisa anggaran belanja modal tahun 2014 sebesar Rp. 94.697.500,- (Sembilan 

puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )  atau 

sebesar  (0,96 %) dari total belanja modal. 

 

Catatan :  

Pagu anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 terkait 

belanja barang sebesar Rp 1.590.230.000,-  belum memadai bagi kebutuhan 

belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  karena selama ini Gedung 

kantor Pengadilan Tinggi Agama adalah  pinjam pakai/menempati gedung kantor 

milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan disediakan alokasi anggaran belanja 

barang bagi perawatan/pemeliharaan  gedung kantor tersebut dan tenaga 

honorer  oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan anggaran tahun 

2013. 

 

Pada tahun anggaran 2014 alokasi belanja barang tersebut diatas oleh 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah tidak dialokasikan  dengan surat Kepala 

UP Mobilisasi dan Pemeliharaan Asset Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta 

Nomor: 63/-1.82A.151 tanggal 27 Februari 2014 perihal pemisahan tagihan listrik  

gedung PTA Jakarta oleh Pemprov. DKI Jakarta yang intinya adalah bahwa 

Gedung Pengadilan Tinggi Agama  Jakarta yang merupakan asset Pemprov. 

DKI Jakarta untuk tahun 2014 tidak berada lagi dalam pengelolaan BPKD 

(Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemprov. DKI Jakarta yang berarti tidak 

lagi mendapatkan perawatan gedung, pembayaran daya dan jasa, biaya jasa 

keamanan dan cleaning servis. Dengan diputusnya anggaran tersebut maka 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengirimkan surat Nomor: 

W9A/635/KU.00/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Permohonan Tambahan 

Alokasi Anggaran Jasa Cleaning Servis, Keamanan dan Pemeliharaan Kantor 

Tahun 2014.  Adapun alokasi anggaran yang diberikan h penambahan biaya 

langganan listrik. Untuk jasa keamanan diambil kebijakan untuk mengurangi 

tenaga SATPAM sebanyak 4 orang.   

  

Selain itu keterbatasan anggaran terjadi akibat adanya kebijakan Kebijakan 

pengurangan anggaran tahun 2014 oleh Mahkamah Agung-RI/Pemerintah-RI, 

sehingga berakibat terpangkasnya alokasi anggaran yang ada menjadi tidak ada 

lagi dalam belanja barang.  
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Pagu anggaran tahun 2014 pada  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta masih diperlukan tambahan anggaran dalam 

mendukung kegiatannya,  yaitu: 

1. Belanja barang antara lain untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran (ATK), 

langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air), biaya pemeliharaan 

kendaraan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan 

inventaris, pengawasan, bimbingan teknis untuk peningkatan SDM serta 

pembinaan dan konsultasi. 

2. Belanja Modal antara lain untuk alat pengolah data, pengembangan IT, AC, 

sarana dan prasarana lainnya serta kebutuhan gedung Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Timur  

 

II. DIPA -005.04.2.401113/2014 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Pagu anggaran DIPA tahun 2014 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebesar Rp  1.152.725.000,-  (satu milyar 

seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) mengalami 

kenaikan sebesar  Rp. 778.330.000,- (tujuh ratus tujuh delapan juta tiga ratus tiga 

puluh ribu  rupiah) atau naik  sebesar (67%)  jika dibandingkan dengan  Pagu 

Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 374.395..000,- (tiga ratus tujuh puluh empat 

juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu  rupiah).   

 

            REALISASI ANGGARAN DIPA 04 BADILAG TAHUN 2014 

 

Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 04 BADILAG / Program Peningkatan Menajemen 

Peradilan Agama Tahun 2014 
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Grafik 12 : Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2014 DIPA 04 BADILAG 

Untuk DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama tahun 2014 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta 

mendapatkan total pagu anggaran sebesar  Rp. 1.152.725.000,- (satu milyar 

seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi 

anggaran sebesar  Rp. 1.138.088.560,- (Satu milyar seratus tiga puluh delapan 

juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau  

sebesar 98,73 % dari pagu anggaran. 

 

Adapun realisasi anggaran untuk DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama berdasarkan kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian Perkara. 

Jumlah Anggaran DIPA 2014 untuk kegiatan penyelesaian perkara di wilayah 

Pengadilan PTA Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 21.180.000,- (dua puluh 

satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar  Rp 
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19.830.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 

sebesar 93,63% dari anggaran. 

 

2. Pembebasan Biaya Pekara (Prodeo) 

Jumlah Anggaran DIPA 2014 untuk kegiatan pembebasan biaya perkara 

(prodeo) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 

95.680.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 

dan dapat direalisasikan 100%. 

 

3. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) 

Anggaran sidang keliling di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya 

untuk Pengadilan Agama Jakarta Utara yaitu untuk melakukan sidang keliling 

di Kepulauan Seribu. Jumlah Anggaran DIPA 2014 untuk kegiatan sidang 

keliling sebesar Rp. 94.400.000,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu 

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 94.215.000,- (Sembilan puluh empat juta 

dua ratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 93,63% dari anggaran. 

 

4. Penyediaan Layanan Hukum. 

Jumlah Anggaran DIPA 2014 untuk kegiatan Penyediaan Layanan Hukum di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 691.200.000,- (enam 

ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 

Rp. 685.800.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu 

rupiah) atau sebesar 99,22% dari anggaran. 

 

5. Bimbingan Teknis dan Pembinaan 

Anggaran Bimbingan Teknis dan Pembinaan hanya tersedia untuk Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan SDM teknis yaitu Hakim, Panitera Pengganti, 

Jususita dan Jurusita Pengganti. Jumlah Anggaran DIPA 2014 untuk kegiatan 

Bimbingan Teknis sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta  rupiah)  

dengan realisasi sebesar Rp. 208.122.560,- (Dua ratus delapan juta seratus 

dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 90,49% dari 

anggaran. 
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Tabel 16 : Realisasi DIPA 04 Per- Kegiatan di Lingkungan PTA Jakarta 

 

 
 

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung dan 

badan-badan Peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta adalah dapat memberikan pelayanan prima 

(excellent Service) kepada para pencari keadilan dengan didukung penerapan  e-

government. 

Mahkamah Agung telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  No. 

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi 

Publik di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.  

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan-pengadilan Agama se DKI Jakarta 

memperhatikan Surat Keputusan dimaksud telah menerapkan 

penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsisinya seperti akses internet/website masing-masing Pengadilan 

seperti www.pta-jakarta.go.id, www.pa-jakartautara.go.id., www.pa-jakartabarat.go.id,  

www.pa-jakartaselatan.go.id, www.pa-jakartatimur.go.id, www. pa-jakartapusat.go.id.  

Selain itu, dalam penanganan perkara dengan menggunakan  aplikasi SIADPA 

(Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang lahir sejak tahun 

2007 dan terakhir dikenal dengan istilah SIADPA PLUS yang diintegrasikan dengan 

website atau dikenal dengan SIADPA WEB atau SIADPA ONLINE antara lain 

menyajikan tentang jadwal sidang, pencarian informasi perkara, keuangan perkara, 

pengembalian sisa panjar dan sebagainya. Selain itu dimanfaatkan fasilitas email 

untuk komunikasi data dan persuratan dan penerapan paperless terkait urusan 
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kepegawaian dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 

dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.   

Untuk mendukung pelaksanaan Teknologi Informasi (IT) yang lebih maju 

kedepannya, dibutuhkan peningkatan  kualitas perangkat/hardware yang lebih 

upgrade. Sementara selama ini kualitas perangkat/hardware yang dipergunakan 

tergolong telah berusia tua (rata-rata keluaran tahun 2000-an) sehingga kurang 

optimal dalam operasionalnya seperti kapasitas server yang rendah, Personal 

Computer (PC), Laptop, dll. Disamping itu dari segi jumlah/kuantitasnya sangat 

terbatas dan belum sesuai kebutuhan, seperti jumlah Hakim Tinggi 25 orang namun 

ketersediaan Personal Computer  hanya sejumlah 13 unit. Keterbatasan sarana dan 

prasarana bidang Teknologi Informasi  baik kuantitas dan kualitasnya juga terjadi di 

semua Pengadilan Agama se DKI Jakarta,termasuk keterbatasan sumber daya 

manusia yang kompeten bidang tehnologi informasi. Saat ini sumber daya manusia 

yang menangani tehnologi informasi umumnya adalah membantu bukan  tugas 

pokoknya karena ada tugas pokok yang lain, seperti Panitera pengganti merangkap 

petugas tehnologi informasi dan penggunaan tenaga honorer. dll 

Permasalahan sumber daya manusia disamping  keterbatasan sumber daya manusia 

adalah masalah pembinaan karir dan kesejahteraannya.  Melihat peranan tehnologi 

informasi yang sangat  vital sebagai sarana mensukseskan pelaksanaan reformasi 

birokrasi maka peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan 

kualitas sumber daya  termasuk pembinaan karir dan kesejahteraannya.   

Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia  bidang Tehnologi 

informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta tidak mengurangi komitmen dan semangat untuk terus dapat secara optimal 

memanfaatkan tehnologi informasi,dalam mendukung pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan terwujudnya  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama 

seDKI yang agung, dengan terus dan berkelanjutkan  dalam pengembangan 

tehnologi informasi demi memberikan pelayanan prima   terhadap masyarakat 

pencari keadilan. 

Komitmen untuk menerapkan tehnologi informasi antara lain dapat diukur  pada tahun 

2014 adanya lomba yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal  Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung. Lomba dalam rangka 25 tahun Undang Undang Peradilan 

Agama yang diikuti oleh semua satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah Badan Peradilan Agama diantaranya yang 

dilombakan adalah Implementasi SIADPA Plus, Pemanfaatan Website, Penggunaan 

Simpeg & E-Doc, Pelayanan Publik & Meja Informasi, Pemberkasan Perkara dan 

Penulisan Karya Ilmiah .   

Penghargaan yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan 

Agama se DKI Jakarta tersebut di bawah ini. 
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Tabel 17 : Hasil Lomba dalam Rangka 25 tahun Undang Undang Peradilan Agama 

Nama Satuan Kerja 
Hasil Lomba Dalam Rangka 25 Tahun 

UU Peradilan Agama 

PTA Jakarta Peringkat Harapan Pertama dalam Bidang 
Implementasi Website Tingkat MS.Aceh/ 
PTA  

 Peringkat Sepuluh Besar dalam Bidang 
Implentasi dan Kelengkapan Data Pada 
Aplikasi Simpeg dan E-doc Tingkat 
MS.Aceh/PTA 

PA Jakarta Pusat Peringkat Ke Dua dalam Bidang Meja 
Informasi dan Pelayanan Publik Tingkat 
Nasional 

 Peingkat Ke Tiga dalam Bidang Implentasi 
SIADPA PLUS Tingkat Nasional 

PA Jakarta Selatan Peringkat Ke Dua dalam Bidang 
Implementasi dan Kelengkapan Data pada 
Aplikasi Sempeg dan E-doc Tingkat 
Nasional 

PA Jakarta Barat Peringkat Ke Satu dalam Bidang 
Implementasi Website Tingkat Daerah DKI 
Jakarta 

 

   

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta masih 

memerlukan peningkatan sarana dan prasarana/Perangkat Keras maupun perangkat 

lunak  Tehnologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelesaian perkara 

maupun bidang lainnya.     

Gambaran sarana dan prasarana Tehnologi Informasi sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 
 

Tabel 18 :  Jumlah Perangkat Keras tahun 2014 

No Nama Satuan Kerja Jenis Barang Jumlah 
 
Keterangan 
 

1. PTA Jakarta 
 

Laptop    9 unit Baik 

Personal Computer  42  unit Baik 

Printer   25 unit Baik 

Server    1 unit Baik 

Touchscreen    1 unit Baik 

TV/LED    3 unit Baik 

Scanner    1 unit Baik 

Proyektor    2 unit Baik 

Kamera    2 unit Baik 

CCTV    2 unit Baik 

Mesin Fotocopy    1 unit Baik 

 

2 PA Jakarta Pusat Laptop 11 unit Baik 

Personal Computer 22 unit Baik 

Printer       2 unit Baik 

Server   4 unit Baik 

Touchscreen   1unit Baik 

TV/LED    3 unit Baik 

Scanner    2 unit Baik 
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Proyektor    2 unit Baik 

Kamera    2 unit Baik 

CCTV  26 unit Baik 

Mesin Fotocopy    1 unit Baik 

 

3. PA Jakarta Barat Laptop   9 unit Baik 

Personal Computer 36 unit Baik 

Printer  17 unit Baik 

Server   2 unit Baik 

Touchscreen   1 unit Baik 

TV/LED   1 unit Baik 

Scanner   2 unit Baik 

Proyektor   1 unit Baik 

Kamera   1 unit Baik 

CCTV -  

Mesin Fotocopy   1 unit Baik 

 

4. PA Jakarta Timur Laptop 8 unit Baik 

Personal Computer   44 unit Baik 

Printer    28 unit Baik 

Server     3 unit Baik 

Touchscreen 1 unit Baik 

TV/LED 4 unit Baik 

Scanner 3 unit Baik 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 2 unit Baik 

CCTV 4 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 

 

5. PA Jakarta Selatan Laptop   8 unit Baik 

Personal Computer 45 unit Baik 

Printer  63 unit Baik 

Server   2 unit Baik 

Touchscreen   3 unit Baik 

TV/LED   5 unit Baik 

Scanner   4 unit Baik 

Proyektor   1 unit Baik 

Kamera   1 unit Baik 

CCTV   4 unit Baik 

Mesin Fotocopy   1 unit Baik 

 

6. PA Jakarta Utara Laptop 15 unit Baik 

Personal Computer 24 unit Baik 

Printer  48 unit Baik 

Server  4 unit Baik 

Touchscreen  1 unit Baik 

TV/LED - - 

Scanner 4 unit Baik 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 1 unit Baik 

CCTV 4 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 
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2. Perangkat Lunak ( Software ) 
 

Dalam rangka guna memudahkan dan menunjang tugas pokok dan fungsi 

peradilan baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan software ini sangat 

menunjang terhadap kinerja masing masing bidang . 

Adapun jenis aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  dan 

Pengadilan Agama Se DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 19 : Jumlah Perangkat Lunak (Software) 

No Nama Satuan Kerja Jenis Aplikasi 
 
Keterangan 
 

1. PTA Jakarta 
 

Aplikasi TV Media Center Aktif 

Aplikasi SIADPTA Plus Aktif 

Aplikasi Perpustakaan Aktif 

Aplikasi Simpeg Aktif 

Aplikasi SAPK Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi SIMARI Aktif 

Aplikasi RKAKL Aktif 

Aplikasi GPP Aktif 

Aplikasi SPM Aktif 

Aplikasi SPM Aktif 

Aplikasi PP39 Aktif 

Aplikasi Monev Aktif 

Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi SIMANTAP Aktif 

Aplikasi Finger Print Aktif 

Website PTA Jakarta Aktif 

Aplikasi Persediaan Aktif 

Aplikasi Laporan Perkara Online Aktif 

2 PA Jakarta Pusat Aplikasi SIADPA Aktif 

Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi SPM Aktif 

Aplikasi RKA-KL Aktif 

Aplikasi SIMKEP Aktif 

Aplikasi GPP Aktif 

Aplikasi PIN PPSPM Aktif 

Aplikasi AFS Aktif 

Aplikasi Perpustakaan Aktif 

3. PA Jakarta Barat Aplikasi SIADPA Aktif 

Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi Simpeg Aktif 

Aplikasi KOMDANAS Aktif 

Aplikasi LIPA Online Aktif 

Aplikasi Arsip Digital Aktif 

Aplikasi Perpustakaan Aktif 

4. PA Jakarta Timur Aplikasi SIADPA Aktif 

Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi SIADPA Plus Aktif 

Aplikasi SMS Gateway Aktif 

Aplikasi Arsip Digital Aktif 

Aplikasi Tabayun online Aktif 
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Aplikasi Persediaan Aktif 

5. PA Jakarta Selatan Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi Persediaan Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi Simpeg Aktif 

Aplikasi RKA-KL Aktif 

Aplikasi GPP Aktif 

Aplikasi SAPK Aktif 

Aplikasi SPM Aktif 

Aplikasi Absensi Aktif 

Aplikasi PP 39  Aktif 

Aplikasi Perpustakaan Aktif 

6. PA Jakarta Utara Aplikasi SIADPA Plus Aktif 

Aplikasi Mesin Antrian Aktif 

TV Media Aktif 

Touchscreen Informasi Perkara Aktif 

Aplikasi SMS Informasi Perkara Aktif 

Aplikasi SIMAK BMN Aktif 

Aplikasi GPP Aktif 

Aplikasi SPM Aktif 

Aplikasi SAKPA Aktif 

Aplikasi Persediaan Aktif 

Aplikasi RKA-KL Aktif 

 
 

3. Jaringan intranet dan internet 

Keberhasilan penerapan tehnologi informasi disamping didukung perangkat keras 

dan perangkat lunak ang memadai, perlu juga tersedia jaringan intranet dan 

internet yang dapat diakses dengan cepat mempunyai kapasitas yang tinggi. 

Kondisi jaringan yang ada saat ini  masih perlu ditingkatkan kualitas dan 

kapasitasnya. 

Jaringan yang dipergunakan menggunakan kabel telepon standar sehingga akses 

dan koneksitas lambat,diperlukan penggantian fasilitas jaringan dengan kabel 

fyber optic disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. 

 
 

F. REGULASI TAHUN 2014 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2014 secara terus menerus dan 

berkelanjutan mengambil kebijakan  dalam upaya meningkatkan kinerjanya  dan 

dalam mendukung pelaksanaan reformasi dengan melakukan pembinaan untuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia/insani menyesuaikan dengan 

keterbatasan anggaran yang ada, antara lain : 

 

1. Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) tahun 2014  

Rakerdaa dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta Nomor W9-A/800/OT.00/IV/2014 tanggal 14 April2014 perihal 

Penunjukkan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dan 

Peserta Rapat Kerja Daerah PTA Jakarta dengan PA se DKI Jakarta Tahun 2014 

dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi 
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diselenggarakan RAKERDA tahun 2014 di Pulau Pramuka  Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 sd 25 April 

2014. Dengan peserta Ketua/Wakil Ketua,Pan/sek, Wapan, Wasek Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta, Ketua/Wakil Ketua, Pan/Sek, Wapan, Wasek Pengadilan 

Agama se DKI Jakarta. 

Rakerda dimaksud selain menghasilkan Program kerja tahun 2015 dan solusi atas 

beberapa permasalahan yang muncul di bidang tehnis yustisial, administrasi 

perkara dan administrasi umum, juga menghasilkan rekomendasi untuk 

peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia/insani dan pemenuhan kebutuhan anggaran yang memadai sesuai 

kemampuan keuangan Mahkamah Agung RI /Pemerintah RI. Dan rekomendasi 

seperti harapan dari Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan  untuk pengusulan 

pembentukan Pengadilan Agama di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

Dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan Pengadilan kepada 

masyarakat (selama ini pelayanan persidangan diberikan oleh Pengadilan Agama 

Jakarta Utara  dengan cara sidang keliling dalam beberapa bulan sekali). 

Rekomendasi tersebut ditindalanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta tanggal W9-A/1545/HM.00/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang 

ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. 

2. Kegiatan Bimbingan Tehnis Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang tehnis 

yustisial, sesuai anggaran yang tersedia dilaksanakan Bimtek bagi PP dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti.   Kegiatan dimaksud dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1684 dan 1685 

/PP.002/IX/2014 tanggal 3 September 2014 perihal SKPenunjukkan Panitia, 

Narasumber dan Peserta Bimtek Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita 

Pengganti dilingkungan PTA Jakarta yang di selenggarakan di Bogor pada tanggal 

15 sd 17 September 2014   dengan peserta sejumlah 49 orang. 

3. Kegiatan Bimbingan Tehnis bagi Hakim. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang tehnis 

yustisial dalam hal ini adalah Hakim, maka dilaksanakan Bimbingan Tehnis bagi 

Hakim sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Pelaksanaan didasarkan pada 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-

A/1716/PP.00.1/IX/2014 tanggal 08 September 2014 tentang SK Penunjukkan 

Panitia, narasumber dan peserta BIMTEK Hakim Pengadilan Agama di 

Lingkungan PTA Jakarta yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22 sd 24 

September 2014  dengan peserta sejumlah 26 orang dengan materi tentang 

Ekonomi Syariah. 
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4. Sosialisasi di Tempat Kerja (SDTK)  Penyusunan SOP (Standar Operasional 

Prosedure) 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung 

pelaksanaan reformasi birokrasi area tata laksana, dan dalam rangka 

penyempurnaan Penyusunan SOP,  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

melaksanakan sosialisasi penyusunan SOP sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta tanggal 12  Desember 2014 Nomor W9-A/2520/OT.01.3/XII/2014 

perihal Permohonan narasumber evaluasi SOP.  Dikarenakan keterbatasan 

anggaran, pelaksanaan kegiatan dimaksud diadakan di Kantor Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta (SDTK dikenal istilah DDTK) dengan peserta pejabat struktural 

dan fungsional  PTA Jakarta dan Pejabat Struktural/fungsional PA se DKI Jakarta, 

dengan narasumber dari BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI yang dilaksanakan 

tanggal 18 Desember 2014. 

5. Sosialisasi di Tempat Kerja (SDTK) atau sosialisasi di kantor Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2014 dilaksanakan sosialisasi 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan 

Barang Milik Negara  terhadap peningkatan Sumber Daya Insani satuan kerja di 

bawah koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (4(empat)    

Peradilan di Jakarta)  dalam bidang asset barang milik negara bekerjasama 

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai narasumber. 

6. Bidang Kepegawaian pelaksanaan fit and Proper Test. 

Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia 

yang kompeten di bidangnya,maka pengisian jabatan di Lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dilaksanakan Fit 

and Proper Test oleh Tim Baperzakatyang dimulai dengan pengisian Jabatan 

Wakil Panitera PTA Jakarta dengan Surat KPTA Jakarta tanggal 15 Januari 2014 

Nomor W9-A/241/Kp.4.6/I/2014.  

Pengisian Jabatan Pan/Sek Jakarta Utara, Jabatan Calon Panitera Muda Gugatan 

PA Jakarta Utara dan Jabatan Calon Panitera Muda Banding PTA Jakarta 

kesemuanya dilakukan dengan cara Fit and Proper Test yang setiap saat 

dilakukan evaluasi penilainnya oleh Tim Baperzakat PTA Jakarta.  

7. DDTK tentang Tehnis Yustisial 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalambidang tehnis 

yustisial khususnyabagi Hakim dan Panitera Pengganti dan jurusita  dan 

menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran dilakukakan diklat di tempat kerja 

(DDTK) di Kantor PTA Jakarta  beberapakali pertemuan dengan model diskusi 

atau bedah berkas dengan peserta dari PTA Jakarta dan Satu Majelis Hakim dari 

tiap-tiap Pengadilan Agama seDKI Jakarta, antara lain sesuai surat Wakil Ketua 

PTA Jakarta Nomor W9-A/1236/HM.00/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.   
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